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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 19 tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
KetentuanPidana 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-
Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Hukum Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kehadiran 
buku ini dimaksudkan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari 
hukum Hukum Agraria, khususnya pada tema pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang pada kenyataanya masih sedikit buku yang 
membahas tentang hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Penulis tertarik untuk menulis buku ini karena 
didasari oleh kenyataan masih jarang referensi yang membahas 
mengenai pengedaan tanah untuk kepentingan umum yang didasarkan 
pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, sebagian besar buku yang 
ada masih merujuk pada peraturan yang lama, misalnya Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. 
Buku ini secara subtansi berbeda dengan buku-buku yang telah 
terbit sebelumnya di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum, dalam buku ini dihadirkan materi mengenai 
formulasi keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum. Hal itu didasari oleh adanya tolak tarik 
antara kepentingan umum dan kepentingan swasta dalam pengadaan 
tanah. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan 
merupakan jalan tengah antara kepentingan pemerintah di satu pihak 
dan kepentingan investor swasta di pihak lain. Swasta dapat berperan 
dalam pelaksanaan pembangunan sementara pemerintah berperan 
dalam pengadaan tanahnya.  
Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada dosen penulis selama menempuh pendidikan 
pada program doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara 
lain Prof. Dr. M. Bakri, SH., MS, selaku Promotor; Dr. M. dan Dr. 
Iwan Permadi, SH., MH. Selaku ko Promotor; Prof Dr. I Nyoman 































iv | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Nurjaya, SH., MH., Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS. Selaku Kaprodi 
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 
Atas bimbingan dari beliau-beliau penulis dapat menyelesaikan 
pendidikan program doktor, tidak lupa pada kesempatan ini penulis 
sampaikan terima kasih kepada istri saya Fadlilatin, SE; ananda Naila 
Izzah, dan Ahmad Zaky Mubarak yang selalu setia menemani penulis 
dalam merampungkan penulisan buku ini, penulis juga menyampaikan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penerbit...........yang 
bersedia untuk menerbitkan buku ini.  
 Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kritik dan saran 
yang bersifat membangun dengan lapang dada penulis terima demi 
perbaikan selanjutnya. 
 
Wallahu al muwafiq ila aqwami at thoriq. 
 
       Surabaya,   April  2020  
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Tanah dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak bisa 
dipisahkan, dua hal yang saling terkait. Ketersediaan tanah untuk 
pembangunan menjadi urgen, meskipun terkadang menimbulkan 
masalah. Seiring dengan proyek pembangunan yang digagas oleh 
pemerintah, masalah pertanahan juga akan muncul, persoalan yang 
sering terjadi karena ketersediaan tanah yang terbatas sementara 
pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan. Tanah dalam 
pembangunan merupakan faktor yang penting bagi penunjang 
keberhasilannya, khususnya pembangunan untuk berbagai fasilitas 
kepentingan umum mutlak diperlukan tanah yang cukup luas untuk 
menunjang terlaksananya program tersebut. Persoalan yang sering 
muncul adalah terkait dengan ketersediaan tanah yang sangat terbatas, 
sedangkan jumlah penduduk yang memerlukan tanah semakin 
bertambah.  
Adanya suatu pembangunan berarti adanya suatu usaha untuk 
mengatasi dan menanggulangi masalah yang akan dihadapi dengan 
serius, hal ini mengingat persoalan tanah yang sangat sensitive 
sifatnya. Tanah tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, akan 
tetapi juga dari aspek yang lain, misalnya aspek sosial, politik dan 
hukum.
1
 Oleh karena itu dalam mengambil tindakan dalam persoalan 
tanah dalam pembangunan merupakan suatu yang saangat penting, 
karena jika salah dalam mengambil tindakan maka akan menimbulkan 
masalah baru di masyarakat. Keempat aspek tersebut, yakni aspek 
ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek hukum merupakan isu 
sentral yang paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi 
                                                                
1
 Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45. 
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Tindakan Pemerintah dalam melakukan tindakan di bidang 
pengadaan tanah mengacu pada wewenang yang diberikan oleh 
Peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN.1960-104,TLN.2043) selanjutnya 
disebut UUPA. Pasal 2 UUPA menentukan: 
1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air 
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara 
sebagai organisasi seluruh rakyat; 
2. Hak mengusai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara 
tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara 
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 
4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan 
                                                                
2
 Ibid.  































 Dr. Muwahid, SH., M.Hum | 3 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA tersebut dapat dimaknai 
bahwa negara bukanlah ditempatkan sebagai pemilik hak atas tanah 
yang ada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dimaknai negara 
sebagai penguasa yang mengatur peruntukan dan penggunaan tanah 
yang ada di wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA 
tersebut, kemudian muncul konsep Hak Menguasai Negara (HMN). 
Kedudukan dan wewenang negara yang didasarkan pada HMN 
dipahami sebagai konsep hubungan antara Negara dengan bumi, air, 
ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya sebagai hubungan 
penguasaan dan bukan pemilikan.
3
 Penjelasan Umum Angka II (2) 
UUPA menyebutkan:  
” Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, 
bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 
ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pada 
tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak 
sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai 
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak 
selaku penguasa, dari sudut inilah harus dilihat dari ketentuan 
dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi, air dan 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. 
Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan 
”dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti ”dimiliki” akan 
tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada 
Negara sebagai sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa 
Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi: 
                                                                
3
 Maria SW Soemardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan 
Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 57. 
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” 
Rincian kewenangan negara untuk menentukan, mengatur 
hubungan hukum, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam 
Pasal 2 tersebut oleh UUPA pada dasarnya merupakan suatu 
interpretasi otentik mengenai HMN yang dimaksudkan oleh Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagai hubungan hukum 
yang bersifat publik semata-mata, sehingga tidak ada penafsiran lain 
kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut.
4
 
Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum diadasarkan pada asas bahwa semua hak 
atas tanah berfungsii sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA 
yang menentukan: “Semua hak atas tanah berfungsi sosial”. 
Penjelasan Pasal 6 tersebut menentukan:  
”Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat 
dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak 
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, 
apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan 
sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan 
dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula 
bagi masyarakat dan negara, tetapi dalam pada itu ketentuan 
tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan 
                                                                
4
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambtan, 2000),  hlm. 
230. 
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terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). 
Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula 
kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan 
masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling 
mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok 
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat 
seluruhnya.” 
 
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UUPA tersebut dapat 
disimpulkan bahwa di dalam hak milik seseorang itu terkandung hak 
dari masyarakat.
5
 Apabila Pasal 6 UUPA dicermati, tampak beberapa 
hal yang dapat dipandang sebagai sifat dari fungsi sosial hak milik 
atas tanah yang dimaksudkan sebagai penegasan pokok pembatasan 
kebebasan individu. Sifat fungsi sosial antara lain:
 6
 
1. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan tanahnya, 
sifat, dan tujuan pemberian haknya sehingga menurut 
UUPA tanah yang diterlantarkan adalah bertentangan 
dengan fungsi sosial; 
2. Penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah; 
3. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya 
kepentingan individu sehingga  mengalami kerugian maka 
kepadanya harus diberikan ganti kerugian; 
4. Tanah bukan barang komoditi perdagangan sehingga tidak 
dibenarkan menjadikan tanah sebagai objek spekulasi. 
Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan 
negara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan 
pencabutan hak atas tanah. Pasal 18 UUPA menentukan:“Untuk 
                                                                
5
 AP. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform, 
(Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 87. 
6
 Yusriadi, Industrialisasi&Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, 
(Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hlm. 32. 
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kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat  dicabut 
dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara-cara yang 
diatur dengan Undang-undang”. Penjelasan Pasal 18 UUPA 
menentukan: ”Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-
haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan 
syarat-syarat, misalnya disertai dengan pemberian ganti kerugian yang 
layak”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut, diberlakukan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas 
Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (LN.1961-
288,TLN.2324). Pemerintah melakukan pencabutan hak atas tanah 
dan benda-benda yang ada di atasnya dengan memberikan ganti 
kerugian yang layak. Pencabutan hak atas tanah merupakan cara yang 
terakhir yang dapat ditempuh setelah cara lain tidak berhasil 
dilakukan, misalnya dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan 
cara pelepasan hak tidak mencapai kata sepakat. Pencabutan hak atas 
tanah baru dapat dilakukan apabila memenuhi syarat, dalam hal ini 




1. Dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 
dan kepentingan pembangunan. 
2. Memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak. 
3. Dilakukan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-
undang. 
4. Pemindahan hak dengan cara biasa tidak mungkin 
dilakukan (misalnya dengan cara jual beli atau pembebasan 
hak). 
                                                                
7
 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut 
Pandang Praktisi Hukum (Jakarta: Rjawali Press, 1991), hlm, 39. 
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5. Tidak mungkin memperoleh tanah di tempat lain untuk 
keperluan tersebut.  
Kontruksi hukum perolehan tanah oleh negara bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan 
melalui pengadaan tanah,
8
 dan pencabutan hak atas tanah. Namun jika 
tanah yang menjadi objek pembangunan merupakan tanah negara, 
maka perolehan haknya melalui permohonan hak. Pengadaan tanah 
merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan hak atas tanah yang 
dimiliki masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan memberikan 
ganti kerugian yang layak.
9
 Pencabutan hak atas tanah merupakan 
sebuah sarana untuk mendapatkan hak atas tanah dari masyarakat 
dengan upaya paksa setelah musyawarah mufakat tidak menemui titik 
temu mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dalam pencabutan hak 




                                                                
8
 Istilah lain dari pengadaan tanah adalah pembebasan tanah. Istilah 
pembebasan tanah merupakan istilah yang diatur untuk pertama kalinya dalam 
PMDN No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara 
Pembebasan Tanah. Pembebasan tanah menurut PMDN No. 15 Tahun 1975 ialah 
melepaskan hubungan antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi. Kemudian istilah ”pembebasan tanah” 
dalam Keppres No. 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 diganti dengan 
”pengadaan tanah”. Dalam UUPA istilah pengadaan tanah maupun istilah 
pembebasan tanah tidak dikenal, dalam UUPA hanya dikenal istilah pelepasan hak. 
Namun demikian antara pelepasan hak dan pembebasan tanah keduanya mempunyai 
kesamaan pengertian hanya saja arah pandanganya yang berbeda. Kalau 
pembebasan tanah sudut pandangnya dari pihak yang mengambil tanah. Sedangkan 
kalau pelepasan hak atas tanah sudut pandangya dari pihak yang melepaskan hak 
atas tanah. Lihat Netty Endrawati, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Pembangunan Nasional Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 jo Keppres No. 34 
Tahun 2003", dalam Jurnal Legality, Vol 12 No. 2 Sep 2004- Feb 2005, hlm. 266. 
9
  Soedaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2001), hlm. 73. 
10
 Ganti rugi yang layak disini didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), 
lihat Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut 
Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 38. 
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Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dilakukan 
oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sebagai sebuah konsep 
pengertian  kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan 
berbeda-beda. Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan 
Benda-benda yang Ada di Atasnya Pasal 1 menentukan ”suatu 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat 
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut: (a) 
kepentingan bangsa dan negara; (b) kepentingan masyarakat luas; (c) 
kepentingan rakyat bersama; (d) kepentingan pembangunan.” Menurut 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 1 
ayat (3) menentukan ”kepentingan umum adalah kepentingan seluruh 
lapisan masyarakat”. Menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum, Pasal 1 ayat (5) menentukan ”kepentingan umum adalah 
kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat”. Menurut ketentuan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum (LN.2012-22.TLN. 5280), 
Pasal 1 ayat (6) menentukan ”kepentingan umum adalah kepentingan 
bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”. 
Definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di 
atas masih merupakan definisi yang kabur (vage normen),
11
 dalam 
                                                                
11
 Definisi yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan 
secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Lihat JJ. Bruggink, Refleksi Tentang 
Hukum, Alih Bahasa: Arif Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 
61. Istilah norma kabur atau norma samar merupakan istilah yang digunakan untuk 
norma yang rumusannya tidak jelas, kurang jelas, samar, atau kabur sehingga 
menimbulkan multi tafsir dalam penerapanya. Lihat Slamet Suhartono, “Vage 
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peraturan perundang-undangan di atas hanya disebutkan secara 
enumeratif kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, 
tanpa memberikan batasan yang jelas, sehingga dalam pelaksanaanya 
terjadi perbedaan penafsiran mengenai apa yang disebut sebagai 
kepentingan umum,
12
 misalnya apakah rumah sakit yang didirikan 
oleh pemerintah kemudian dikelola oleh pihak BUMN atau pihak 
swasta termasuk katagori kepentingan umum atau tidak, padahal 
rumah sakit tersebut dalam praktiknya tidak lagi melakukan pelayanan 
kesehatan yang bersifat sosial, akan tetapi mencari keuntungan, 
demikian pula jalan tol, bandara, pelabuhan, terminal yang dikelola 
oleh pihak BUMN atau pihak swasta tujuannya adalah mencari 
keuntungan (profit oriented).
13
 Batasan kriteria-kriteria kepentingan 
umum tersebut menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan 
penafsiran dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dibedakan dengan 
jelas antara pembangunan untuk kepentingan umum dan 
pembangunan yang tujuannya hanya mencari keuntungan (profit 
oriented). 
Secara filsafati, pengadaan tanah bagi pembangunan 
diorientasikan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, bukan untuk mencari keuntungan (non profit oriented). 
Pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan, 
dasar pijakannya harus mengacu pada nilai-nilai yang ada pada Pasal 
33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 (3) UUD NRI 1945 menentukan: 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk mencari 
                                                                                                                                                      
Normen Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara,” Disertasi Program 
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawiyaja, Malang, 2009, hlm. 
116. 
12
 Yusriadi, Op Cit, hlm. 38. 
13
 Adrian Sutedi, Op Cit, hlm. 58. 
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keuntungan (non profit oriented), untuk mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat, pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh pemerintah,
14
 bukan 
dilakukan swasta. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh 
swasta tujuannya bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 
melainkan untuk mencari keuntungan. Pasal 12 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 yang memberikan peluang kepada 
pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
 Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang 
menentukan sebagai berikut: 
1. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r 
wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama 
dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, atau Badan Usaha Swasta. 
2. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan 
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, 
pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 12 ayat di atas jika dikaji secara mendalam bertentangan 
dengan asas kesejahteraan sebagimana dimuat dalam Pasal 2 
UUPTKU. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 memuat 
beberapa asas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
yaitu; asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas 
kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas 
kesejahteraan, asas keberlanjutan, dan asas keselarasan.  
                                                                
14
 Pernyataan ini didasarkan pada ketentuan Keptusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, Pasal 5 menentukan “..Pembangunan untuk kepentingan umum 
berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi kegiatan pembangunan yang dilakukan 
dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan..”  
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Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 
menentukan sebagai berikut: Asas kemanusiaan maksudnya adalah 
dalam pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap 
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas 
keadilan maksudnya dalam pengadaan tanah harus memberikan 
jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam 
proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk 
dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Asas kemanfaatan 
adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas 
bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Asas kepastian 
adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses 
pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan 
kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang 
layak. Asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk 
pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah. Asas kesepakatan maksudnya adalah proses 
pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa 
unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Asas 
keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan 
tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan 
pembangunan. Asas kesejahteraan adalah bahwa pengadaan tanah 
untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi 
kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara 
luas. Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat 
berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Asas keselarasan adalah bahwa 
pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan 
dengan kepentingan masyarakat dan negara.  
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Keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum juga dapat terjadi dengan 
masuknya pihak penilai (Appraisal) dalam proses pengadaan tanah. 
Hal tersebut secara normatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menentukan:  
1. Lembaga pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Lembaga pertanahan mengumumkan Penilai yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
melakukan penilaian obyek pengadaan tanah. 
Penilai yang dimaksud oleh pasal 31 di atas adalah perusahaan 
yang bergerak di bidang Appraisal. Ketentuan Pasal 31 tersebut 
membuka celah terjadinya kuasa tidak terbatas kepada pihak Aprraisal 
dalam menjalankan tugasnya. Pada penjelasan pasal tersebut tidak 
dijelaskan dengan metode apa pihak penilai melakukan penilaian ganti 
kerugian, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dan 
dimungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan secara sepihak. 
Ketentuan Pasal 31 di atas membuka peluang masuknya pihak ketiga 
dalam hal ini pihak sponsor yang merupakan pemberi order, untuk 
membuat penilian harga yang lebih rendah dari harga yang 
sebenarnya.  
Penilaian pihak Aprraisal yang hanya mendasarkan pada 
NJOP tentunya akan menguntungkan pihak investor swasta dalam 
pengadaan tanah, padahal dari kelayakan sisi usaha investor tetap akan 
memperoleh return of invesment (Rol) yang baik dan terjamin, tanpa 
harus menekan harga yang serendah-rendahnya dalam proses 
pengadaan tanah, misalnya tarif tol pemerintah akan mendukung 
investor untuk menaikkan tarif tol secara berkala. Penilain dan 
penetapan harga harus memenuhi unsur keadilan, penilaian harga 
seharusnya tidak hanya didasarkan pada NJOP, ganti kerugian yang 
hanya didasarkan pada NJOP sangat merugikan pemegang hak atas 
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tanah, karena NJOP jauh lebih rendah dari harga tanah yang 
sebenarnya. Pemberian ganti kerugian yang hanya didasarkan pada 
NJOP pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip keadilan. 
Secara teoritis, pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum harus dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh 
pihak swasta. Pengadaan tanah yang melibatkan pihak swasta akan 
membuka peluang bagi pemilik modal swasta untuk memiliki dan 
menguasai proyek pembangunan, dan pada akhirnya pembangunan 
untuk kepentingan umum akan berubah menjadi profit oriented. 
Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan tol, 
pelabuhan, bandara, rumah sakit, tempat pendidikan, sarana 
telekomunikasi dan lainnya, jika dilakukan oleh swasta pada akhirnya 
akan berubah menjadi pembangunan fasilitas umum yang bersifat 
komersil dan dikuasai oleh swasta. Padahal pengadaan tanah untuk 
kepentingan swasta yang bersifat komersil tidak dapat dilakukan 
dengan alasan kepentingan umum, dengan meminta bantuan 
pemerintah untuk mendapatkan tanah dari masyarakat, akan tetapi 
harus dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain 
yan disepakati oleh para pihak. 
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BAB II 
KONSEP PENGADAAN TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM 
 
1. Konsep Pengadaan Tanah 
Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah 
dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak.
15
 Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak 
atau penyerahan hak atas tanah.
16
 Pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dengan demikian 
konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan 
melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu 
pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.
17
  
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
dilaksanakan melalui musyawarah untuk menentukan bentuk dan 
besarnya ganti kerugian. Musyawarah dilakukan oleh pemegang hak 
atas tanah, dengan Lembaga Pertanahan untuk menentukan besarnya 
ganti kerugian.
18
 Ganti kerugian merupakan penggantian atas nilai 
                                                                
15
 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bandingkan 
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyebutkan pengadaan 
tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan 
ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, 
dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Bandingkan pula dengan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak 
atas tanah tersebut.  
16
 Bandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang 
menentukan pengadaan tanah dapat dapat dilakukan dengan cara penyerahan hak 
atau pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. 
17
 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 
(Malang: Bayu Media, 2007), hlm, 121, 
18
 Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 musyawarah 
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah, dan panitia pengadaan tanah. Namun setelah berlakunya Undang-undang 
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tanah dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai 
akibat pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah. Musyawarah 
dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai 
disampaikan keepada Lembaga Pertanahan untuk menentukan bentuk 
dan atau besarnya ganti kerugian. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak 
dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 
Pengadilan Negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 
pengajuan keberatan. Apabila pihak yang berhak keberatan terhadap 
putusan Pengadilan Negeri, ia diberikan hak untuk mengajukan kasasi 
ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan 
Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar 
pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak.
19
 
Penggantian terhadap kerugian baik fisik maupun non fisik 
sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, 
bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah 
yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari 
tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.  
Sebagai imbalan pada prinsipnya pemberian ganti kerugian harus 
seimbang dengan nilai tanah, termasuk segala benda yang terdapat di 
atasnya yang dilepaskan atau diserahkan itu. Jadi idealnya jumlah 
ganti rugi yang diterima pemegang hak atas tanah  harus sama dengan 
nilai tanah, termasuk benda-benda yang ada di atas tanah. 
                                                                                                                                                      
Nomor 2 Tahun 2012 tugas panitia pengadaan tanah digantikan oleh Lembaga 
Pertanahan. Menurut Pasal 1 angka 14 undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanahan. 
19
 Lihat ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 hanya menentukan 
ganti kerugian yang bersifat fisik, sedangkan ganti kerugian yang 
bersifat non fisik tidak termasuk dalam bentuk kerugian. Sebagai 
sebuah catatan ganti kerugian non fisik meliputi hilangnya pekerjaan 
bidang usaha sebagi sumber penghasilan dan sumber pendapatan lain 
yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang. 
Oleh karena itu sebagai alternatif dalam memberikan ganti kerugian 
misalnya penyediaan lapangan kerja, bantuan pelatihan sebagai 
pengganti kerugian yang bersifat non fisik. 
Bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditentukan dalam 
Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu:  
a.  Uang; 
b.  Tanah Pengganti; 
c.   Pemukiman kembali; 
d.  Kepemilikan saham; 
e.  Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Dasar perhitungan besarnya ganti kerugian ditentukan 
berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata dengan 
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan; nilai jual 
bangunan dan nilai jual tanaman. Namun seringkali ganti kerugian 
tidak dapat menggambarkan nilai sebenarnya dari tanah. Bentuk ganti 
kerugian yang diberikan terhadap bekas pemegang hak ulayat (hak 
masyarakat hukum adat) adalah dalam bentuk pembangunan fasilitas 
umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. 
Apabila musyawarah tidak tercapai kata sepakat mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian, pemegang hak atas tanah 
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan 
Negeri. Jika setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri pemegang hak 
atas tanah tidak menerima putasan itu, pemegang hak atas tanah 
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diberikan hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,
20
 
Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permononan kasasi,
21
 putusan 
Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian.
22
 
Jika pemegang hak atas tanah masih tidak menerima dengan putusan 
Mahkamah Agung, Pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah 




Penitipan ganti kerugian juga dapat dilakukan dalam hal: 
a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak 
diketahui keberadaannya; 
b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti 
kerugian: 
1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya; 
3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; 
4. Menjadi jaminan di bank.24 
                                                                
20
 Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan “Pihak 
yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari mengajukan kasasi kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia”.  
21
 Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menentukan 
“Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi”. 
22
 Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan 
“Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang 
mengajukan keberatan”. 
23
 Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan”Dalam 
hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 
berdasarkan Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan 
Negeri setempat”. 
24
 Lihat pasal 42 (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 junto Pasal 86 ayat 
(3)  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang 
memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat 
dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar 
menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
Apabila ditempuh melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lain, 
maka ketentuan yang berlaku bagi kedua belah pihak adalah 
ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Oleh karena itu transaksi 
itu harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
25
 Sementara itu ketentuan dan 
tata cara pembuatan perjanjian, pendaftaran, dan peralihan haknya 
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah.
26
 
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, 
selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah. Sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan 
yang dilakukan oleh pihak swasta dilakukan dengan cara jual beli, 
tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua pihak. 
Pembangunan untuk kepentingan swasta tidak diperkenankan minta 
fasilitas pemerintah untuk membebaskan tanah masyarakat. 
2. Konsep Kepentingan Umum  
Pengadaan tanah dan atau pencabutan tanah hanya dapat 
dilakukan jika pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan 
umum. Sebagai sebuah konsep kepentingan umum dimaknai secara 
beragam oleh para ahli. Schenk memaknai kepentingan umum sebagai 
kepentingan yang lebih banyak memberikan manfaat dari pada 
                                                                
25
 Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW yaitu adanya 
kesepakatan (konsensus), kecakapan atau kedewasaan, obyek tertentu, dan sebab 
yang halal (causa yang bolehkan oleh Undang-undang). Lihat M. Yahya Harahap, 
Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 24,  
26
 Ahmad Rubai,  Op Cit., hlm. 125. 
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kerugian yang timbul.
27
Maksudnya manfaat yang diberikan dapat 
dinikmati oleh masyarakat, meskipun menimbulkan kerugian bagi 
beberapa individu. Van Poelje memberikan makna kepentingan umum 
sebagai kepentingan masyarakat luas yang harus dilaksanakan oleh 
pemerintah melalui kebijaksanaan pemerintah.
28
 Van Wijk 
memberikan pengertian kepentingan umum adalah tuntutan hukum 




Pasal 18 UUPA dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 
1961 dengan tegas dinyatakan kepentingan umum termasuk 
”kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. 
Selanjutnya dalam memori penjelasan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1961 pada angka 4 huruf b disebutkan bahwa kepentingan 
umum mencakup: 
1. Keperluan usaha-usaha negara (Pemerintah Pusat dan Daerah). 
2. Keperluan usaha-usaha swasta,30 yang benar-benar untuk 
kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang 
diperlukan melalui persetujuan dengan yang punya, dengan 
ketentuan usaha swasta tersebut rencananya harus disetujui 
Pemerintah dan sesuai dengan pembangunan nasional, misalnya 
                                                                
27
 Schenk, Onteigening, Tweeede Druk, (Neijmen: Kluwer Deventer, 1992), 
hlm. 27, dalam Muchsan, “Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Hak Atas 
Tanah untuk Kepentingan Umum” Disertasi Program Pascasarjana Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta, 1997, hlm. 43. 
28
 Van Poelje, Bestuurskunde, (Tjeenk Willink, 1971), hlm. 70, dalam 
Mucshan, Ibid., hlm. 44. 
29
 Va Wijk, Hoofdstukken  Van Administratief Recht, (Vuga Boekerij: 
Gravenhage, 1976), hlm. 69, dalam Mucshan, Ibid., hlm. 45. 
30
 Penjelasan Undang-undan Nomor 20 Tahun 1961 angka 4 huruf b 
menentukan “Umumnya pencabutan hak diadakan untuk keperluan usaha-usaha 
Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah), karena menurut Pasal 18 Undang-Undang 
Pokok Agraria hal itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi 
biarpun demikian, ketentuan-ketentuan undang-undang ini tidak menutup 
kemungkinan untuk sebagai perkecualian, mengadakan pula pencabutan hak guna 
pelaksanaan usaha-usaha swasta asal usaha itu benar-benar untuk kepentingan 
umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan 
dengan yang empunya”. 
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pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan 
pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat. 
3. Keperluan untuk menyelesaikan sesuatu soal pemakaian tanah 
tanpa hak oleh rakyat dan Pemerintah memandang perlu untuk 
menguasai sebagian tanah kepunyaan pemiliknya, sedangkan 
pemilik tidak bersedia menyerahkan tanahnya yang 
bersangkutan atas dasar musyawarah. 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan 
umum yang dimaksudkan dalam UUPA dan Undang-undang Nomor 
20 Tahun 1961 adalah: 
1. Kepentingan bangsa dan negara; 
2. Kepentingan bersama rakyat; 
3. Kepentingan pembangunan, mencakup pembangunan jalan raya, 
pelabuhan, bangunan untuk industri, perumahan dan kesehatan 
rakyat, peribadatan, pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan, pengembangan produksi pertanian, peternakan, 
perikanan, industri, transmigrasi dan pertambangan.
31
  
Menurut Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang 
Pedoman-pedoman Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda 
yang Ada di Atasnya, Sebuah pembangunan dikatagorikan sebagai 
”kepentingan umum” apabila: 
1. Untuk kepentingan bangsa dan Negara; 
2. Untuk kepentingan masyarakat luas; 
3. Untuk kepentingan rakyat bersama; 
4. Untuk kepentingan pembangunan,32meliputi bidang: pertahanan, 
pekerjaan umum, perlengkapan umum, jasa umum, keagamaan, 
ilmu pengetahuan dan seni budaya,kesehatan, olah raga, 
keselamatan umum terhadap bencana, kesejahteraan sosial, 
                                                                
31
 Muhammad Yamin Lubis&Abdul Rahim Lubis, Pencabutan Hak, 
Pembebasan, dan Pengadaan Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.25. 
 
32
 Effendi Perangin, Op Cit., hlm. 40. 
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makam/kuburan, pariwisata dan rekreasi, dan usaha-usaha 
ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan.
33
   
Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 mengatur tentang 
kepentingan umum berdasarkan peruntukannya. Maria SW. 
Sumardjono mengusulkan agar konsep kepentingan umum, selain 
harus memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan 
kemanfaatanya (socially profitable atau for public use atau actual 
used by the public.)
34
 Agar unsur kemanfaatan ini terpenuhi artinya 
dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan atau secara 
langsung, seyogyanya dilakukan melalui penelitian yang terpadu.  
Menurut Olloan Sitorus dan Dayat Limbong agar konsep 
kepentingan umum yang ada dalam peraturan di atas tidak bias 
idealnya harus dibatasi tiga kriteria: 
”Pertama, kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah; 
kedua, kegiatan pembangunan selanjutnya dimiliki oleh 
pemerintah; ketiga, kegiatan pembangunan tidak dilakukan 
untuk mencari keuntungan (non profit oriented)”.35  
Kriteria-kriteria kepentingan umum sebagaimana disebut di 
atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 
”Pertama, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan 
pembangunan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal ini 
masih menimbulkan persoalan bagaimana pengelolaan 
pembangunan yang ditenderkan dengan pihak swasta. Dalam 
praktiknya banyak kegiatan pembangunan untuk kepentingan 
umum namun pengelolaan kegiatannya adalah pihak swasta. 
                                                                
33
 Muhammad Yamin Lubis&Abdul Rahim, Loc Cit., hlm. 25. 
34
 Maria SW. Sumardjono, "Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti 
Rugi dalam Kaitanya dengan Penggunaan Tanah". Artikel dalam Bhumibhakti 
Adhiguna No. 2 Tahun I. 1991, hlm. 13. 
35
 Olloan Sitorus&Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum, (Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm.7.  
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Kedua, kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, 
kalimat ini memberikan batasan bahwa kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum tidak dapat dimiliki oleh perorangan 
maupun swasta. Pihak swasta dan perorangan tidak dapat 
memiliki jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum 
yang membutuhkan pembebasan tanah dari masyarakat. 
Ketiga, tidak mencari keuntungan, kalimat ini membatasi 
fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum, sehingga 
berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan. Kegiatan untuk kepentingan umum tidak 
diperkenankan sama sekali untuk mencari keuntungan”.36   
Sebagai sebuah konsep, makna kepentingan umum 
sebagiamana uraian di atas masih merupakan pengertian yang kabur. 
Agar makna kepentingan umum tidak bias, dalam hal ini Gunanegara 
menetapkan 6 (enam) syarat dan 2 (dua) kriteria untuk kepentingan 
umum sebagai berikut: 
”Undang-undang dapat mengatur dan menetapkan jenis 
pembangunan untuk kepentingan umum, dan untuk dapat 
ditetapkan sebagai kepentingan umum harus memperhatikan 6 
(enam) syarat kepentingan umum, dan memenuhi 2 (dua) 
kriteria kepentingan umum. Syarat-syarat yang dimaksud 
yaitu; (1) dikuasai dan/atau dimiliki negara; (2) tidak boleh 
diprivatisasi; (3) tidak untuk mencari keuntungan; (4) untuk 
kepentingan lingkungan hidup; (5) untuk tempat ibadah/tempat 
suci lainnya; (6) ditetapkan dengan undang-undang.
 37
 
Sedangkan 2 (dua) kriteria kepentingan umum yaitu; (1) 
dikuasai dan/atau dimiliki negara; (2) tidak untuk mencari 
keuntungan, yang jenis penggunaannya untuk infrastruktur 
                                                                
36
 Adrian Sutedi, Op Cit., hlm. 76. 
37
 Gunanegara, “Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum”, 
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm.77. 
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publik, kesehatan publik, keagamaan, sosial budaya/cagar 
budaya, pertahanan negara, keamanan negara, keselamatan 
publik, pendidikan, instansi pemerintah, dan lingkungan hidup. 
Namun demikian dalam pencabutan hak atas tanah 2 (dua) 
kriteria tersebut ditambah lagi dengan kriteria; tidak dapat 
dipindahkan ke tempat lain.” 38 
Syarat pertama, dikuasai dan/atau dimiiliki oleh negara. 
Penguasaan tanah oleh negara pada dasarnya merupakan penguasaan 
seluruh rakyat.
39
 Syarat kedua, tidak boleh diprivatisasi. Konsep 
penguasaan tanah oleh negara adalah untuk kepentingan umum, oleh 
karena itu tidak boleh diprivatisasi atau menjadi hak milik privat. 
Larangan individualisasi benda-benda publik menjadi penting oleh 
karena apapun bendanya apabila sudah dimilki secara privat 
mengakibatkan hak orang lain terduksi atau terbatasi, dan tidak dapat 
digunakan untuk kepentingan publik. Kepentingan umum 
mengharuskan semua orang dapat mengakses dan/atau memanfaatkan 
secara bebas tanpa pembatasan-pembatasan. Syarat tidak boleh 
diprivatisasi tidak hanya soal kepemilikannya tetapi juga soal 
penggunaan dan pemanfaatan, sehingga tidak dapat digunakan atau 
dimanfaatkan oleh orang tertentu saja.  
Syarat ketiga, tidak untuk mencari keuntungan. Tugas-tugas 
umum baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk 
kepentingan umum diorientasikan tidak untuk mencari keuntingan. 
Usaha negara yang berorientasi pada keuntungan, negara melakukan 
intervensi dalam lingkungan hukum bisnis melalui state-goverment 
enterprise yang memang dimaksudkan sebagai sumber pendapatan 
negara, atau menggunakan instrumen hukum publik dengan pungutan 
pajak. Pendapatan negara tidak dapat dipenuhi dengan pelaksanaan 
tugas-tugas umum yang berhubungan dengan kepentingan umum. 
                                                                
38
 Ibid., hlm. 89. 
39
 Lihat Pasal 2 ayat (2) UUPA. 
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upaya yang diorientasikan untuk pendapatan negara hanya dapat 
melalui pajak, retribusi, bea, bisnis negara (BUMN/BUMD) 
Syarat keempat, untuk kepentingan lingkungan hidup. Seluruh 
public good yang dikuasai/dimiliki negara dapat dipergunakan dan 
dimanfaatkan tidak hanya untuk seluruh rakyat, tetapi juga untuk 
kepentingan seluruh umat manusia. Pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum tidak hanya diorientasikan kepada manusia tetapi 
juga harus diorientasikan untuk kepentingan lingkungan, dalam 
kontek ini pembangunan harus berwawasan lingkungan atau 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).    
Syarat kelima, untuk tempat ibadah/tempat suci lainnya. 
Sektor publik untuk kepentingan peribadatan tidak harus dikuasai dan 
dimiliki oleh negara, karena penyediannya untuk kepentingan ummat 
beragama tertentu, namun negara perlu untuk membangun tempat-
tempat ibadah tanpa harus memiliki dan menguasainya sebagai 
pengakuan bahwa beribadah merupakan hak setiap warga negara yang 
dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945 dan deklarasi universal hak asasi 
manusia. Pembangunan untuk keperluan ibadah dan tempat suci 




Syarat keenam, ditetapkan dengan undang-undang. Suatu 
kegiatan yang masuk katagori kepentingan umum harus ditetapkan 
dalam undang-undang, syarat harus ditetapkan dalam undang-undang 
bukan suatu kriteria tetapi suatu syarat yang wajib dipenuhi untuk 
dapat ditetapkan sebagai kepentingan umum. Pengaturan kepentingan 
umum tidak dapat ditetapkan oleh peraturan yang lebih rendah dari 
undang-undang. Pembatasan hak-hak rakyat untuk menguasai, 




                                                                
40
 Gunanegara, Op Cit., hlm. 83. 
41
 Ibid., hlm. 80-84. 
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Makna kepentingan umum dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum berbeda-beda. Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 memberikan pengertian kepentingan umum adalah  
kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 
55 Tahun 1993 ini juga memberikan batasan pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh 
pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan (non profit oriented). 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 memberikan pengertian 
kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tidak 
memberikan batasan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993, kemudian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006, dalam 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kepentingan umum adalah 
kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 juga tidak memberikan batasan kepentingan 
umum sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, 
selanjutnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan 
pengertian  kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, 
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  
Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum merinci bentuk-bentuk 
kegiatan yang masuk katagori kepentingan umum. Keputusa Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk kepentingan umum merinci jensi kegiatan yang masuk katagori 
kepentingan umum, yaitu: 
a. Jalan umum, saluran pembuangan air; 
b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi;  
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c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat; 
d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal;  
e. Peribadatan;  
f. Pendidikan atau sekolahan;  
g. Pasar umum atau pasan inpres;  
h. Fasilitas pemakaman umum;  
i. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;  
j. Pos dan telekomunikasi;  
k. Sarana olah raga;  
l. Station penyiaran radio, televisi beserta sarana 
pendukungnya;  
m. Kantor pemerintah;  
n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.42 
Berdasarkan ketentuan Pasal Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 tersebut, bidang-bidang kegiatan yang termasuk katagori 
kepentingan umum ada 14 (empat belas) bidang. Peraturan 
Perundang-undangan berikutnya yang menyebutkan jenis kegiatan 
pembangunan untuk kepentingan umum adalah Peraturan Presiden 
No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan umum, bidang-bidang kegiatan yang termasuk 
katagori kepentingan umum mengalami perluasan menjadi 21 (dua 
puluh satu) bidang yaitu: 
a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air 
minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 
b. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan 
pengairan lainnya; 
c. Rumah sakit umu dan pusat kesehatan masyarakat; 
                                                                
42
 Lihat ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta apai dan terminal; 
e. Peribadatan; 
f. Pendidikan atau sekolah; 
g. Pasar umum; 
h. Fasilitas pemakaman umum; 
i. Fasilitas keselamatan umum; 
j. Pos dan telekomunikasi; 
k. Sarana Olah Raga; 
l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; 
m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara 
asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau Lembaga-
lembaga Internasional di bawah naungan Perserikatan 
Bangsa-bangsa; 
n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya; 
o. Lembaga pemasyarakatn dan rumah tahanan; 
p. Rumah susun sederhana; 
q. Tempat pembuangan sampah; 
r. Cagar alam dan cagar budaya; 
s. Pertamanan; 
t. Panti sosial; 
u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.43 
 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 kemudian direvisi 
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan 
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, 
bidang-bidang kegiatan yang merupakan katagori Kepentingan Umum 
mengalami perubahan menjadi 7 (tujuh) bidang yaitu: 
                                                                
43
 Lihat ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
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a.  jalan umum,  jalan tol, dan rel kereta api; 
b. waduk, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainya; 
c.  pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 
d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar dan lain-lain; 
e.  tempat pembuangan sampah; 
f.  cagar alam dan cagar budaya dan;  
g.  pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
44
   
Peraturan yang terbaru mengenai pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum, yakni Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum menentukan bidang-bidang pembangunan 
untuk kepentingan umum menjadi 18 bidang, yaitu:   
a. Pertahanan dan keamanan nasional; 
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun 
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, 
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan pembangunan 
pengariran lainnya; 
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi 
tenaga listrik; 
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 
h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
j. Fasilitas keselamatan umum; 
a. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
                                                                
44
 Lihat ketentuan Pasal  5 Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.  
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b. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau 
publik; 
c. Cagar alam dan cagar budaya; 
d. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; 
e. Penataan pemukiman kumuh perkotaan, konsolidasi tanah, 
serta perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; 
f. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah 
Daerah; 
g. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
h. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 
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BAB III 
PRINSIP PRINSIP PENGADAAN TANAH 
 
1. Hakekat Prinsip Hukum 
Secara harfiah prinsip atau asas berarti dasar, landasan, 
fundamen, jiwa dan cita-cita. Secara etimologi prinsip atau asas 
adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan 
tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaanya. Asas dapat juga 
disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak 
berfikir tentang sesuatu.
45
 Kata asas atau beginselen mempunyai arti 
yang sama atau sejajar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas 
mempunyai arti dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan; dasar cita-cita; 
dan hukum dasar
46
. Kata Asas merupakan serapan dari bahasa Inggris 
Principle. Asas atau prinsip adalah suatu sumber atau sebab yang 
menjadi pangkal tolak sesuatu, hal yang inheren dalam segala sesuatu, 
yang menentukan hakikatnya, sifat esensial.
47
 
Dalam Black Law Dictionary kata Principle diartikan sebagai 
“a basic rule, law, or doctrine48 (peraturan dasar, hukum atau 
doktrin). Sedangkan Oxford Advanced Learnes Dictionary 
memberikan pengertian Principle “a basic general truth that is the 
foundation of some thing, e.g, subject or a system of moral 
behaviour”49 (suatu kebenaran umum yang mendasar yang menjadi 
dasar dari sesuatu, seperti subyek atau sistem perilaku moral).  
                                                                
45
 S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstratif di 
Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 180. 
46
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 70. 
47
 Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 
2003), hlm. 67.  
48
 Bryan E Garner, Black Law Dictionary, (Thomson West, Eight Edtion, 
2004), hlm. 1086. 
49
 Hornoby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford University, 
Fifth Edition, 1995), hlm. 919, dalam Saeful Achyar, “Perlindungan Hukum Untuk 
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Dalam kajian filsafat asas dapat diartikan sebagai: 
1. Sumber atau asal-usul sesuatu; 
2. Sebab yang paling dasar; 
3. Suatu kemampuan atau anugrah asli; 
4. Peraturan dasar bagi tindakan seseorang; 
5. Suatu pernyataan umum (hukum, peraturan, atau kebenaran) 
yang berfungsi dasar untuk menjelaskan gejala-gejala; 
6. Unsur dasar, ide pembimbing aturan dasar bertingkah laku.50 
Asas hukum merupakan aturan dasar yang bersifat abstrak, dan 
pada umumnya asas hukum tersebut yang melatar belakangi peraturan 
konkrit dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Asas hukum adalah 
prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari 
pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir 
tentang hukum.
51
 Disamping itu asas hukum juga merupakan landasan 
atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan 
ratio legis dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa 
cita sosial atau pandangan-pandangan etis yang ingin diwujudkan.
52
 
Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-
undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Theo Huijbers, 
membedakan asas hukum subyektif dan asas hukum objektif, asas-
asas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi 
pembentukan peraturan-peraturan hukum, sedangkan asas-asas hukum 
subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek 
berhubungan dengan hukum.
53
 Pendapat yang sama dikemukakan oleh 
Suhariningsih, asas hukum merupakan prinsip hukum yang 
merupakan kebenaran yang tersirat dalam peraturan hukum konkrit, 
                                                                                                                                                      
Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial”, Disertasi, Program Doktor Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2012,  hlm. 110. 
50
 Loren Bagus, Kamus Filasafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), 
hlm. 891 dalam Saeful Aschar, Op Cit., , hlm. 111. 
51
 Theo Huijbers, Filasafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 79.  
52
 SF, Marbun, Op Cit, hlm. 180. 
53
  Theo Huijbers, Op Cit, hlm. 79. 
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dan itu ada pada setiap peraturan perundang-undangan, guna 
pelaksanaan hukum dan penegakan hukum.
54
 Prinsip hukum 
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum. Prinsip 
hukum itu mempengaruhi sistem hukum positif dan menjelma dalam 
sistem yang dibentuk, tidak ada sistem tanpa prinsip di dalamnya.
55
  
Sacipto Raharjo mengungkapkan asas hukum merupakan 
jantungnya peraturan hukum, asas hukum merupakan landasan yang 
paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, di samping itu asas 
hukum merupakan suatu jembatan suatu peraturan hukum yang 
menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan hukum 
positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
56
 
Lebih lanjut Sacipto menyatakan Asas hukum bukanlah peraturan 
hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui 
asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk 
memahami suatu hukum tidak bisa hanya melihat pada peraturan-
peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai pada 
asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada 
peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.
57
 Kecuali disebut 
sebagai landasan lahirnya peraturan hukum, Asas hukum juga bisa 
disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, asas hukum ini 
tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan 




Makna asas hukum menurut pendapat para ahli sebagaimana 
dikutip oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut: 
                                                                
54
 Suhariningsih, Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju 
Penertiban, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 224. 
55
 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak 
Pengadaan Barang daan Jasa oleh Pemerintah, (Yogyakarta: LaksBang, 2009), 
hlm. 37. 
56
 Sacipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hlm. 
45.  
57
 Ibid., hlm. 47. 
58
 Ibid., hlm. 45. 
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Menurut Bellefroid Asas hukum adalah norma dasar yang 
dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak 
dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, asas 




Menurut Van Eikema Hiommes asas hukum itu tidak boleh 
dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan 
tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau 
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam arti lain 




Menurut The Liang Gie asas hukum adalah suatu dalil umum 
yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-
cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada 




Rumusan Bellefroid dan rumusan Eikema Hommes 
mempunyai perbedaan yang prinsip, sebab yang dimaksud oleh 
Bellefroid asas hukum umum adalah asas dalam hukum, sedangkan 
yang dimaksud oleh Van Eikema Hommes asas hukum adalah asas 
dalam ilmu hukum. Dengan demikian asas hukum dapat berupa norma 
hukum konkrit bersifat normatif, termasuk hukum positif yang 
mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat 
undang-undang maupun hakim. Asas hukum yang demikian disebut 
asas dalam hukum, kecuali itu asas hukum dapat pula merupakan 
norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, 
                                                                
59
Bellefroid sebagaimana dikutip Notomidjojo, Demi Keadilan dan 
Kemanusiaan, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 49. Dalam Sudikno 
Mertokusumo,  Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 
2003), hlm. 34. 
60
 Van Eikema Hiommes sebagaimana dikutip Notomodjodo, Demi 
Keadilan…, hlm. 49. dalam Sudikno Mertokusumo, Loc Cit., hlm. 34. 
61
 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Super, 1977), hlm. 9. 
Dalam Sudikno Mertokusumo, Loc Cit., hlm. 34.  
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fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui 
peraturan hukum konkrit. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam 
ilmu hukum.
62
Paul Scholten sebagaimana dikutip Bruggink 
mengartikan asas hokum sebagai berikut:  
“Asas hukum adalah sebagai pikiran-pikiran dasar yang 
terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-
masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan 
dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan 
ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat 
dipandang sebagai penjabaranya”.63  
Asas hukum merupakan meta kaedah yang berkenaan dengan 
kaedah hukum dalam bentuk kaedah perilaku. Berdasarkan pendapat 
Paul Scholten dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum 
mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk ke dalam 
sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap di luar sistem hukum. 
Menurut Scholten asas-asas hukum itu berada baik di dalam sistem 
hukum maupun di belakangnya. Peranan ganda dari asas hukum 
berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat 
khas asas hukum sebagai kaedah penilaian (waarderingsnormen).
64
 
Beberapa Ahli membedakan antara asas hukum dengan kaedah 
hukum sebagaimana dikutip JJ. Bruggink sebagai berikut:
 
 
Karl Larenz menjelaskan asas hukum adalah gagasan yang 
membimbing dalam peraturan hukum (yang mungkin ada atau 
yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan 
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 F.S. Marbun, Op Cit., hlm. 182. 
63
 Paul Scholten, Verzamelde Geschirifften, 1949, hlm. 402, dalam JJ. H. 
Bruggink, Rechtsrefleties, Alih Bahasa: Arif Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1999),  hlm. 120.  
64
 Ibid., hlm. 122. 
65
 Karl Larenz, Richtiges Recht, Grundzuge einer Rechtethik, 1978, 
hlm.208, dalam Bruggink, Ibid., hlm. 121. 
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Robert Alexy mengadakan pembedaan sejenis antara asas 
hukum dan aturan hukum. Menurut pendapatnya asas hukum 
adalah ”Optimierungsgebote” yang berarti aturan yang 
mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-
kemungkinan yuridis dan factual seoptimal mungkin 
direalisasikan. Sebaliknya aturan hukum adalah aturan yang 
selalu dapat atau tidak dapat dipatuhi.
66
 
Ron Jue membatasi pengertian asas hukum sebagai berikut: 
“Nilai-nilai yang melandasi kaedah-kaedah hukum disebut 
asas-asas hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi 
kaedah hukum; di atasnya bertumpu muatan idiologis dari 
tataran hukum, Karena itu kaedah-kaedah hukum dapat 




Asas hukum berdeda dengan kaedah hukum, asas hukum 
bukanlah peraturan hukum konkrit, asas hukum merupakan pikiran 
dasar yang melahirkan kaedah hukum konkrit, sebagaimana pendapat 
Sudikno Mertokusumo sebagai berikut: 
“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkrit, 
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau 
merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang 
terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang 
terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 
diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan 
konkrit”.68  
                                                                
66
 Robert Alexy, Rechtsregeln und Rechtspringzipen, 1985, hlm. 19-21, 
dalam Bruggingk, ,Ibid., hlm. 121. 
67
  Ron Jue, Grondbeginselen van het Rehts, 1990, hlm 63, dalam 
Bruggink, Ibid., hlm. 121. 
68
 Sudikno Mertokusumo, Op Cit., hlm. 34. 
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Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk 
peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi kadangkala juga 
dituangkan dalam peraturan konkrit. Untuk menemukan asas-asas 
hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan hukum 
yang konkrit, ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang 
terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit. 
Prinsip hukum atau asas hukum berbeda dengan norma hukum 
atau kaedah hukum, Dworkin sebagaimana dikutip Hari Chand 
menyatakan sebagai berikut: 
“…that rules and principle both are standards but they differ 
in their nature. Rule operate in all or nothing fashion. Either a 
case falls under a rule or it does not. There is no third way. A 
rule either determines an issue or it has nothing to say on the 
issue, but principle does not dictate an answer as does a rule. 
A principle merely follows a direction, it merely gives a 
reason…”69 
Bruggink menyebut bahwa prinsip hukum merupakan meta 
kaedah, sebagai meta kaedah maka prinsip hukum juga merupakan 
kaedah perilaku.
70
 Norma hukum yang terbentuk memperoleh 
dasarnya dari prinsip hukum, selanjutnya untuk membedakan antara 
asas-asas hukum dengan kaedah-kaedah hukum atau norma hukum 
berikut ini dikemukakan pendapat para ahli mengenai makna kaedah 
atau norma hukum: 
Menurut Sudikno Mertokusumo, norma hukum atau kaedah 
hukum merupakan:  
“Peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu 
seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar 
kepentinganya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau 
dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat 
                                                                
69
 Hari Chand, Modern Jurisprudence, (Kuala Lumpur: International law, 
1994), hlm. 148. 
70
 J.J. H. Bruggink, Op Cit., hlm. 119. 
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dalam peraturan konkret. Fungsi dari kaedah hukum adalah 
untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok 
manusia, sedangkan tujuan kaedah hukum adalah untuk 
menjaga ketertiban masyarakat”.71  
Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, dapat 
disimpulkan, bahwa kaedah hukum merupakan peraturan hidup yang 
mengatur tentang perilaku manusia dalam masyarakat agar 
kepentinganya dapat terlindungi, kaedah hukum juga merupakan nilai 
yang terdapat dalam peraturan konkrit. Pendapat lain mengenai norma 
hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen, sebagaimana dikutip 
Yuliandri sebagai berikut: 
“Norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu 
diikuti, oleh karena itu fungsi dari norma hukum adalah 
memerintah (gebeiten), melarang (verbeiten), menguasakan 
(ermachtigen), membolehkan, (erlauben), dan meyimpan dari 
ketentuan (derogoereen)”.72 
Pendapat Hans Kelsen tersebut menekankan bahwa norma 
hukum merupakan aturan, atau standar yang harus diikuti yang 
berfungsi memerintah, membolehkan, menguasakan dan menyimpan 
dari ketentuan. Berbeda dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dan 
Hans Kelsen, Maria Farida Indrati membedakan norma hukum dari 
bentuk dan sifatnya sebagai berikut:   
a. Jika dilihat dari alamat yang dituju dapat dibedakan norma 
hukum umum dan norma hukum individual. 
b. Jika dilihat dari hal yang diatur dapat dibedakan norma 
hukum abstrak dan norma hukum konkret. 
                                                                
71
 Sudikno Mertokusumo (2), Bab-bab tentang Penemuan Hukum, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 11. 
72
 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang Baik, (Jakarta: PT rajaGarfindo, 2011), hlm. 21. Dikutip dari  Hans Kelsen, 
General Theory of Law and State, Cambrid: Harvad University, 1945, hlm. 35. 
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c. Jika dilihat dari segi daya berlakunya dapat dibedakan 
norma hukum yang einmalig dan norma hukum yang 
dauerhaftig. 
d. Jika dilihat dari wujudnya dapat dibedakan norma hukum 
tunggal dan norma hukum berpasangan.
73
 
Pada sudut pandang yang lain Logemann sebagaimana dikutip 
Ni’matul Huda membedakan antara asas-asas hukum (beginselen) dan 
pengertian-pengertian dalam hukum (begripen). Menurut Logemann, 




a. unsur riil karena sifatnya yang konkrit, bersumber dari 
lingkungan tempat manusia itu hidup, seperti tradisi atau 
sifat-sifat manusia yang dibawa sejak lahir dengan 
perbedaan jenisnya. 
b. Unsur idiil karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada 
diri manusia sendiri yang berupa akal, pikiran dan 
perasaan. 
Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia 
disebut asas-asas hukum (beginselen), sedangkan yang bersumber 
pada akal, pikiran manusia disebut pengertian-pengertian hukum 
(begrippen).
75
 Ilmu hukum membagi asas hukum subyektif dan asas 
hukum obeyektif, asas hukum subyektif merupakan prinsip yang 
menyatakan kedudukan subyek hukum berkaitan dengan hukum, 




                                                                
73
 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan 
Pembentukannya), (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 18. 
74
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Op Cit, hlm. 68. Dikutip dari 
J.H.A.Loggeman, Over de Teheorie van En Stellig Staatsrecht, Lieden, 1948, hlm. 
63. 
75
 Ibid., hlm. 69. 
76
 Suhariningsih, Op Cit., hlm. 232.  
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Berdasarkan makna prinsip hukum sebagaimana dijelaskan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa prinsip hukum atau asas hukum 
bukanlah norma hukum melainkan suatu yang mendasari terbentuknya 
norma hukum, prinsip hukum juga bukan merupakan peraturan hukum 
konkrit, melainkan yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum 
konkrit, prinsip hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan 
konkrit yang berupa pasal-pasal. Idealnya setiap norma hukum harus 
mendasarkan pada prinsip atau asas-asas hukum, karena norma hukum 
merupakan perwujudan konkrit dari prinsip atau asas hukum. 
 
2. Prinsip-prinsip Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Umum 
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
idealnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepemilikan 
seseorang atas tanah merupakan suatu hak yang bersifat keperdataan 
dan hak ekonomi yang subtansinya didasarkan atas asas-asas hukum 
yang berlaku. Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak 
setiap orang atas tanah agar tidak dilanggar atau dirugikan ketika 
berhadapan dengan kepentingan umum.
77
 Asas hukum atau prinsip 
hukum merupakan dasar atau fondasi dalam peraturan perundang-
undangan, asas hukum belumlah konkrit, masih abstrak, sehingga 
perlu dijabarkan dalam norma-norma hukum, dengan demikian setiap 
norma hukum dalam peraturan perundang-undangan haruslah 
mengacu pada asas-asas hukum. Implementasi dari asas-asas hukum 
tersebut, akan menjadi tolak ukur atau dasar pengujian bagi hakim di 
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah dalam 
pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai sejalan dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012.
78
 Sebagai sebuah fondasi atau dasar, 
                                                                
77
 Achmad Rubai, Op Cit., hlm. 29. 
78
 Sudjito et all, Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan 
dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi, 
(Yogyarakta: Tugujogja Pustaka, 2012), hlm. 58.  
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asas dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan jika dalam 
sebuah sistem hukum terjadi sengketa,
79
 misalnya jika dalam suatu 
peraturan perundang-undangan terjadi konflik norma. Pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan 
prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai berikut: asas kemanusiaan, asas 
keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas 
kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas 
keberlanjutan, dan asas keselarasan.
80
 
a. Prinsip Kemanusiaan 
Asas kemanusiaan dimaksudkan pengadaan tanah harus 
memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi 
manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional.
81
 Perlindungan terhadapn hak asasi 
manusia, harkat dan martabat dilakukan secara proporsional dalam 
undang-undang. Artinya perlindungan terhadap hak asasi manusia 
tidak hanya diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya 
akan diambil oleh negara untuk kepentingan umum, akan tetapi 
perlindungan juga diberikan kepada kepentingan masyarakat secara 
luas, yakni untuk kepentingan umum. Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012 memberikan perlindungan yang secara proporsional 
antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hal itu dapat 
dilihat dalam penerapan konsep konsinyasi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, konsinyasi diterapkan 
makala pemegang hak atas tanah menolak ganti kerugian yang 
ditawarkan oleh pemerintah, sedangkan pembangunan harus tetap 
berjalan. Pasal 42 menentukan: 
1. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah 
                                                                
79
 Imam Koeswahyono, “Suatu Catatan Kritis Atas Undang-Undang 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nomor 2 Tahun 2012”, Makalah, tt, hlm. 6. 
80
 Lihat Pasal  2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 
81
 Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan 
pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan negeri 
setempat. 
2. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), juga dapat dilakukan terhadap: 
a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui 
keberadaannya; atau 
b. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti 
kerugian: 
1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya; 
3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 
4. Menjadi jaminan di bank. 
Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan 
negeri/Mahkamah Agung, ganti kerugian ditipkan di pengadilan 
negeri setempat. Penitipan ganti rugi juga dapat dilakukan jika pihak 
yang berhak tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah 
yang akan diberikan ganti kerugian menjadi objek sengketa di 
pengadilan, masih dipersengketakana kepemilikannya, diletakkan sita 
oleh pejabat yang berwenang, atau menjadi jaminan di bank. Saat 
pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah 
dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dilakukan atau 
ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri kepemilikan hak 
atas tanah menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara. 
Penitipan ganti rugi (konsinyasi) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 sebenarnya 
mengadopsi konsep konsinyasi dalam Pasal 1404-1412 KUH Perdata. 
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Dengan adanya konsinyasi hakekatnya meniadakan konsep 
pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-
benda yang ada di atasnya (LN.1961-288, TLN.2324). Jika 
dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu dalam Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, 
konsinyasi diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006. 
Namun dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 36 
Tahun 2005, konsinyasi tidak menafikan pencabutan hak atas tanah. 
Pasal 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut: 
1. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata 
ruang ke tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari 
kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. 
2. Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan 
tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf a dan mentipkan ganti rugi uang kepada 
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi 
tanah yang bersangkutan. 
Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan 
panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada 
Walikota/Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, 
kemudian Walikota/Bupati atau Gunernur akan mengupayakan 
penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Gubernur 
menetapkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah 
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Namun apabila telah 
dilakukan upaya penyelesaian oleh Bupati/Walikota atau Gubernur 
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pemegang hak atas tanah masih tidak bisa menerima keputusan 
Bupati/Walikota atau Gubernur.  
Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menentukan 
“Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau 
Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh 
pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan 
tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau 
Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan mengajukan usul 
penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas 
Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.”  Sementara dalam 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ketentuan yang mengatur 
pencabutan hak atas tanah ditiadakan, dan konsinyasi merupakan cara 
terakhir. 
b. Prinsip Keadilan 
Penjelasan Pasal 2 huruf b menyebutkan: Asas keadilan 
maksudnya dalam pengadaan tanah harus memberikan jaminan 
penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 
melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Keadilan merupakan salah 
satu tujuan hukum yang berangkat dari nilai-nilai moral manusia. 
Keadilan merupaka konsep filsafat yang mengandung pengertian yang 
abstrak. Hukum selalu menginginkan terwujudnya idea hukum 
tertentu. Tujuan hukum untuk sebagian terletak dalam merealisasikan 
keadilan, disamping untuk ketertiban, perdamaian, harmoni, 
predikbilitas, dan kepastian hukum.
82
Dalam pengadaan tanah asas 
keadilan diletakkan sebagai dasar penentuan bentuk dan besarnya 
ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang 
tanahnya diambil untuk kepentingan umum.
83
 
                                                                
82
 B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu 
Hukum, Teori dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 37. 
83
 Achmad Rubai, Op Cit., hlm. 31. 
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Asas keadilan dikonkretkan dalam pemberian ganti kerugian, 
artinya dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal 
setara atau setidaknya masyarakat tidak menjadi lebih miskin dari 
sebelumnya. Prinsip keadilan juga harus meliputi pihak yang 
membutuhkan tanah agar dapat memperoleh tanah sesuai dengan 
rencana peruntukannya dan memperoleh perlindungan hukum.  
Asas keadilan menunjukan bahwa dalam pengadaan tanah 
harus memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak 
yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan 
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 
Prinsip pemberian ganti kerugian harus seimbang dengan nilai tanah, 
termasuk segala benda yang ada di atasnya, dalam perundang-
undangan ditentukan bahwa salah satu prinsip yang menjadi tolak 
ukur keseimbangan adalah adanya ganti kerugian yang layak,
84
 dan 
tidak menjadikan pemegang hak atas tanah yang melepaskan haknya 
kehidupan ekonominya mengalami kemunduran.
85
 Perlindungan 
kepentingan pribadi secara tegas diatur dalam  Pasal 28 H UUD RI 
1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh 
siapapun. Ketentuan ini kemudian dijabarjakan dalam Pasal 2 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
dilaksanakan berdasarkan asas keadilan.  
Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
menentukan “Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil 
kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Jika 
                                                                
84
 Ukuran ganti kerugian yang layak adalah ganti rugi yang didasarkan atas 
nilai nyata dan sebenarnya dari tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Hal ini 
didasarkan pada penjelasan umum angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 
tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang 
menentukan: “..jumlah ganti kerugian menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok 
Agraria haruslah layak. Ganti kerugian yang layak itu akan didasarkan atas nilai 
nyata sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan..”  
85
 Oloan Sitorus&Dayat Limbong, Op Cit, hlm. 30. 
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dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan sebelumnya yakni 
Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 ketentuan 
dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
merupakan langkah mundur. Pasal 1 ayat (11) Perpres No. 36 Tahun 
2005 menentukan:”Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian 
baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah 
kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan 
kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial 
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah”. Perpres Nomor 36 Tahun 
2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 secara tegas menyebut ganti 
rugi yang bersifat fisik dan non fisik, sedangkan dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak menyebut secara jelas mengenai 
ganti kerugian yang bersifat non fisik, dalam Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2012 hanya menyebut ganti rugi yang “layak dan adil”.  
Kriteria ganti kerugian yang yang layak dan adil sering 
menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, untuk 
dapat memprediksi ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak 
benar-benar dikaji secara cermat dan seksama, untuk hal ini 
pemerintah harus dapat memberikan jaminan, karena merupakan 
kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi 
rakyatnya. Ganti kerugian yang layak dan adil dengan demikian 
menjadi pokok yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah.  
Penjelasan mengenai pengertian ganti kerugian yang layak dan 
adil tidak diatur dalam undang-undang pengadaan tanah maupun 
peraturan pelaksananya. Pengertian mengenai ganti rugi yang layak 
dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum angka 5 Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-
benda yang ada di atasnya menyatakan bahwa ganti rugi yang layak 
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itu akan didasarkan atas nilai yang nyata atau sebenarnya dari tanah 
atau benda yang bersangkutan.
86
  
Perwujudan Asas keadilan dalam Undang-undang pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum dijabarkan dalam Pasal 31, 32, 33, 34, 
35, dan 36.  
Pasal 31 menentukan: 
1. Lembaga pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Lembaga pertanahan mengumumkan Penilai yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah. 
Ketentuan Pasal 31 di atas membuka celah terjadinya 
pemberian kuasa tidak terbatas kepada pihak appraisal (penilai) dalam 
menjalankan tugasnya. Seyogyanya dalam penjelasan pasal tersebut 
dijelaskan dengan metode apa pihak appraisal menilai asset-aset 
pemegang hak atas tanah. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian 
hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang secara sepihak.
87
 
Ketentuan Pasal 31 juga memberikan peluang masuknya pihak ketiga, 
dalam hal ini pihak sponsor yang merupakan pihak pemberi order, 
kepentingan pihak sponsor berpotensi membuat penilaian harga 
menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya. 
Pasal 32 menentukan: 
1. Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertangggungjwab 
terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. 
2. Pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstratif 
                                                                
86
 Tjahyo Arianto, “Manajemen Pengadaan dan Perolehan, Pelepasan Hak 
atas Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Swasta”, dalam Sudjito et all, Op Cit., 
hlm. 118. 
87
 Nur Rosihin Ana, “Ambiguitas Keadilan dalam Ganti Rugi Tanah” 
dalam Majalah Konstitusi No. 90 Agustus 2014, hlm. 33. 
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dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 33 menentukan: 
Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan 
bidang per bidang tanah, meliputi: 
a. Tanah; 
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah; 
c. Bangunan; 
d. Tanaman; 
e. Benda yang  berkaitan dengan tanah; dan/atau 
f. Kerugian lain yang dapat dinilai. 
Pasal 34 menentukan: 
1. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai 
pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan 
untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26. 
2. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasill 
penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan 
berita acara. 
3. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar 
musyawarah penetapan ganti kerugian. 
Pasal 35 menentukan: 
“Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan 
tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan 
sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang 
berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang 
tanahnya”. 
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Pasal 36 menentukan: 
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
a. Uang; 
b. Tanah pengganti; 
c. Pemukiman kembali; 
d. Kepemilikan saham; atau 
e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Pelaksanaan penilaian harga tanah yang terkena pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh 
Lembaga Penilai harga tanah. Lembaga Penilai harga tanah diusulkan 
oleh panitia pengadaan tanah (P2T) dan kemudian ditetapkan oleh 
Bupati/walikota atau Gubenur khusus untuk wilayah DKI Jakarta. 
Keanggotaan tim penilai terdiri dari lima unsur yaitu: (1) 
instansi yang mebidangi bangunan dan/atau tanaman; (2) instansi 
Pemerintah Pusat yang membidangi pertanahan nasional; (3) instansi 
pelayanan Pajak bumi dan Bangunan; (4) ahli atau orang yang 
berpengalaman sebagai penilai harga tanah dan/atau bangunan; (5) 
akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan.
88
  
 Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh tim penilai merupakan 
nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil 
penilaian penilai dituangkan dalam berita acara. Nilai ganti kerugian 
berdasarkan hasil penilaian penilai menjadi dasar musyawarah dalam 
penetapan ganti kerugian.  
Pedoman penilaian ganti kerugian objek pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yaitu: 
a. Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai harga tanah 
didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai 
nyata dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. 
                                                                
88
 Sarjita, “Strategi Kebijakan Penangan Sengketa dan Perkara Pengadaan 
tanah Untuk Kepentingan Umum”, dalam Sudjito, et all, Op Cit., hlm. 80.  
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b. Penilaian harga tanah dilakukan berdasarkan 6 (enam) 
variabel berikut: lokasi tanah; letak tanah; status tanah; 
peruntukan tanah; dan kesesuaian penggunaan tanah dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sarana prasarana 
yang tersedia. 
Penilaian dan penetapan harga yang memenuhi unsur keadilan 
harus berdasarkan beberapa unsur, misalnya harga jual pada saat itu, 
dan harga berdasarkan luas bangunan.
89
 Harga yang didasarkan NJOP 
tidak selamanya realistis dengan nilai jual yang sebenarnya. Penilaian 
harga yang hanya didasarkan pada NJOP sangat menguntungkan 
pihak investor dalam pengadaan tanah, padahal dari sisi kelayakan 
usaha investor akan tetap memperoleh return on investment (Rol) 
yang baik dan terjamin, tanpa harus menekan serendah-rendahnya 
harga tanah, misalnya tarif tol yang selalu naik secara berkala.   
Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum, harus tersirat asas-asas hukum demi terciptanya 
keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. 




a. Asas itikad baik. 
Asas itikad baik maksudnya bahwa dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilandasi 
adanya itikad baik, keterbukaan, dan kejujuran dari kedua 
belah pihak, baik dari segi peruntukannya, bentuk dan 
besarnya ganti kerugian, sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. 
b. Asas keseimbangan. 
                                                                
89
 Ibid., hlm. 33. 
90
 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: 
Margaretha Pustaka, 2011), hlm. 182. 
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Asas keseimbangan maksudnya dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ada 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, penguasaan tanah 
dalam setiap pemberian ganti kerugian, mengenai bentuk 
dan besarnya ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian 
diharapkan akan mendatangkan kesejahteraan bersama dan 
disesuaikan dengan keadaan yang nyata.  
c. Asas kepatutan. 
Asas ini menujukkan nilai ganti kerugian haruslah layak 
dan patut berdasarkan nilai nyata dan sebenarnya. harga 
yang nyata dan sebenarnya tidak harus sama dengan harga 
umum. 
d. Asas kepastian hukum. 
Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian harus 
dicantumkan dalam perundang-undangan, dengan 
dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan akan 
memberikan kepastian hukum kepeda para pihak dan dapat 
diminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 
e. Asas Kesejahteraan. 
Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum kepada pihak yang berhak harus dapat 
memberikan kesejahteraan dalam kehidupannya. Standar 
yang dapat dijadikan ukuran adalah kehidupan pihak yang 
berhak atas ganti kerugian menjadi lebih baik dari sisi 
ekonomi, bukan malah sebaliknya. 
c. Prinsip Kemanfaatan 
Penjelasan Pasal 2 huruf c menyebutkan: Asas kemanfaatan 
adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas 
bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum pada prinsipnya harus memberikan manfaat 
bagi pihak yang membutuhkan tanah dan masyarakat yang tanahnya 
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dilepaskan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dapat terwujud sehingga pembangunan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Di samping itu 
pemilik tanah diberikan ganti kerugian yang layak atau diberikan 




d. Prinsip Kepastian 
Penjelasan Pasal 2 huruf d menyebutkan: Asas kepastian 
adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses 
pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan 
kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang 
layak. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus 
memenuhi asas kepastian hukum, yakni dilakukan dengan cara yang 
diatur dalam perundang-undangan dimana semua pihak dapat 
mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya masing-masing. Di 
samping itu, kepastian hukum juga harus tertuju terhadap pemberian 
ganti rugi kepada pemilik tanah yang telah menderita kerugian atas 
lepasnya hak atas tanahnya akibat diambil oleh pemerintah untuk 
pembangunan, pada sisi yang lain pihak yang membutuhkan tanah 
juga harus memperoleh kepastian untuk dapat menikmati atau 




Menurut Boedi Harsono asas kepastian hukum dalam 
pengadaan tanah mempunyai makna penguasaan dan penggunaan 
tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan 
haknya.
93
 Setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechts person) 
yang menguasai hak atas tanah baik Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Hak Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak 
                                                                
91
 Ahmad Rubai, Op Cit.,  hlm. 32. 
92
 Achmad Rubai, Op Cit., hlm. 32. 
93
 Boedi Harsono dalam Oloan Sitorus&Dayat Limbong, Op Cit., hlm. 35.  
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sekunder lainya yang diperoleh dengan itikad baik,
94
 akan 
mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain.
95
 Upaya 
untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dan badan 
hukum yang menguasai hak atas tanah denga i’tikad baik dapat 
ditempuh melalui; (1). Gugatan perdata di Peradilan Umum mengenai 
status hak atas tanah; (2). Meminta bantuan pemerintah 
(Bupati/Walikota) bagi mereka yang menguasai tanah tanpa izin yang 
berhak atau kuasanya; (3). Mengadukan permasalahanya secara 
pidana kepada pihak yang berwajib; (4).mengajukan gugatan ke 
Peradilan Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara (KTUN) yang merugikan kepentinganya. 
96
 
e. Prinsip Keterbukaan 
Penjelasana Pasal 2 huruf e menyebutkan: Asas keterbukaan 
adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan 
dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Peraturan 
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan 
                                                                
94
 Undang-undang tidak memberikan batasan mengenai istilah “itikad 
baik”, namun Wiryono Projodikoro memberikan batasan “itikad baik” dengan istilah 
“dengan jujur atau secara jujur”, selanjutnya Wiryono Projodikoro membagi itikad 
baik menjadi dua macam, yaitu: (1) itikad baik pada waktu mulainya berlakunya 
suatu hubungan hokum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan 
seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hokum 
terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang 
beritikad baik, sedangkan pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab 
dan menanggung resiko; (2) itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Itikad baik 
semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat obyektif 
dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Lihat Wiryono 
Projodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur, 1992), hlm. 56-62. 
95
 Dalam Hukum Perdata ada empat hak yang dimiliki oleh bezitter yang 
beritikad baik, yaitu (1) dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara, 
sampai ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya; (2) memperoleh hak milik 
karena daluwarsa (verjaring); (3) menikmati segala hasil dari barang yang 
dikuasainya; (4) berhak mempertahankan barang tersebut bila ada gangguandari 
pihak lain, atau memulihkan kembali bilamana kehilangan kedudukannya. Lihat 
Salim, Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 106-107. 
96
 Sarjita, “strategi Kebijakan Penanganan Sengketa dan Perkara Pengadaan 
Tanah Untuk Kepentingan umum” dalam Sudito et all, Op Cit., hlm. 57.  
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umum harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat 
memperoleh pengetahuan mengenai isi dari peraturan tersebut, 
demikian pula mengenai rencana pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum harus dikomunikasikan kepada pemilik tanah mengenai tujuan 
peruntukan tanah dan besarnya ganti kerugian, serta tata cara 
pembayaran ganti kerugian, dan keseluruhan proses administrasi atas 
pelepasan tanah tersebut, hal ini dimaksudkan untuk agar tidak ada 
kebohongan diantara para pihak.  
Penyampaian informasi mengenai rencana pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum 
dan media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat.
97
 Informasi yang diberikan oleh pemerintah mulai dari 
perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan tanah, dengan adanya 
informasi yang menyeluruh masyarakat mengetahui tentang proyek 
pembangunan untuk kepentingan umum beserta hak-haknya.
98
 
Informasi yang diberikan oleh pemerintah seharusnya tidak bersifat 
sektoral, akan tetapi bersifat komprehensif (menyeluruh). Perwujudan 
asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
dicantumkan dalam Pasal 16 dan17. 
Pasal 16 menentukan: 
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah propinsi 
berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: 
a. Pemberitahuan rencana pembangunan; 
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan 
c. Konsultasi publik rencana pembangunan. 
Pasal 17 menentukan: 
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 Achmad Rubai, Op Cit., hlm. 34. 
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 Pasal 55 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan: “Dalam 
penyelenggaraan pengadaan tanah pihak yang berhak mempunyai hak mengetahui 
rencana penyelenggaraan pengadaan tanah; dan memperoleh informasi mengenai 
pengadaan tanah”. 
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Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana 
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun 
tidak langsung. 
Dalam penjelasan Pasal 17 disebutkan yang dimaksud dengan 
pemberitahuan secara langsung antara lain melalui sosialisasi, tatap 
muka, atau surat pemberitahuan, sedangkan pemberitahuan secara 
tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik. 
Di samping itu, dilakukan konsultasi publik dengan para pihak yang 
berhak untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pembangunan yang 
akan dilakukan.  
f. Prinsip Kesepakatan  
Penjelasan Pasal 2 huruf f menyebutkan:“Asas kesepakatan 
maksudnya adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan 
musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan 
kesepakatan bersama”. Setiap kegiatan dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum harus didasarkan pada 
kesepakatan para pihak, kesepakatan dilakukan atas dasar kesesuaian 
kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan 
maupun penipuan serta dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini 
dilakukan karena hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan 
keperdataan yang berasal dari perjanjian sehingga semua unsur 
kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus 
terpenuhi. Apabila dalam pencapaian kesepakatan terdapat unsur 
kekhilafan, paksaan atau penipuan maka kesepakatan tersebut dapat 
dibatalkan.  
Penipuan dalam pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan 
umum dapat terjadi, misalnya jika semula tujuan pengadaan tanah 
adalah untuk kepentingan umum yang non komersil, namun dalam 
praktik ternyata tanah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan 
swasta yang bersifat komersil, misalnya untuk real estate, plaza, 
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apartemen, lapangan golf dan lain-lain. Unsur paksaan dapat terjadi 
jika dilakukan dengan ancaman secara fisik maupun non fisik 
terhadap pemilik tanah pada waktu musyawarah,
99
 atau proses 
pengadaan tanah diselenggarakan di bawah pengaruh dan/atau 
ancaman fisik dan non fisik, misalnya penggunaan aparat militer, 
stigmanisasi organisasi terlarang, ancaman kurungan dengan tuduhan 
menghambat pembangunan dan lain sebagainya.
100
 Unsur kekhilafan 
yang sering terjadi dalam praktik misalnya kekhilafan mengenai 
objeknya, yaitu tanah yang diberikan ganti kerugian ternyata bukan 
tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah, dengan adanya 
kekhilafan tersebut hakekatnya tidak terjadi kesepatakan antara para 
pihak.
101
 Jika dapat dibuktikan telah terjadi penipuan, paksaan dan 
kekhilafan, secara normatif mengakibatkan musyawarah yang pernah 
dibuat dapat dibatalkan. Penetapan ganti kerugian secara sepihak oleh 
negara merupakan pengabaian prinsip negosiasi (negotiation 
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 Acmad  Rubai, Op Cit., hlm. 30 
100
 Gunanegara, Op Cit., hlm. 209. 
101
 Kekhilafan (dwaling) atau salah pengertian yang dapat membatakalkan 
suatu perjanjian harus mengenai intisari dari perjanjian yaitu objek dari perjanjian 
itu sendiri. Kekhilafan atau salah pengertian mengenai orang tidak menyebabkan 
perjanjian dapat dibatalkan. Dengan demikian kekhilafan (dwaling) atau salah 
pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai pokok atau 
maksud objek perjanjian, kedudukan hukum subjek yang membuat perjanjian, dan 
hak subjek hukum yang bersangkutan. Lihat M Yahya Harahap, Segi-segi Hukum 
Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25. Pendapat serupa disampaikan oleh 
Moch Isnaeni, kehkilafan (dwaling) sebagai salah satu penyebab cacatnya sepakat 
dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugat pembatalan perjanjian. Namun 
dalam kenyataannya tidak setiap kekhilafan dapat dipakai sebagai dasar pembatalan, 
kekhilafan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian 
adalah kekhilafan mengenai hakekat bendanya (zeifstandigheid der zaak). Lihat 
Moch Isnaini, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: 
LaksBang, 2013), hlm. 13. 
102
 Ahmad Rubai, Op Cit., hlm. 210. 
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Menurut Sudjito permusyawaratan akan dapat berjalan dengan 
lancar apabila memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:
103
 
1. Dilakukan secara langsung, bersama dalam kedudukan 
setara sehingga semua pihak merasa dihargai peran dan 
kedudukannya sebagai subyek hukum; 
2. Semua pihak secara sungguh-sungguh berupaya 
memberi dan menerima (take and give) pendapat atau 
pandangan pihak lain; 
3. Materi atau subtansi dan target yang dimusyawarahkan 
jelas dan konkrit mengenai: 
a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum, kepentingan investasi atau kepentingan 
bangsa dan negara; 
b. Penggunaan, kemanfaatan dan tanggungjawab 
Pemerintah, investor maupun masyarakat terhadap  
fasilitas yang dibangun; 
c. Bentuk dan besarnya kompensasi atau ganti rugi. 
4. Dalam musyawarah tidak boleh ada pemaksaan 
kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lain; 
5. Semua pihak wajib beritikad baik, menjunjung tinggi 
kejujuran dan bersikap terbuka dalam 
permusyawaratan agar dihasilkan kesepakatan tentang 
besar, bentuk dan tata cara pembayaran kompensasi 
atau ganti rugi.   
Selain itu hal-hal yang perlu dihindari dalam permusyawaratan 
adalah: 
1. Segala bentuk rekayasa yang mengarah pada pemaksaan 
kehendak, misalnya voting, intimidasi, kolusi dan 
manipulasi. 
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 Sudjito, “Kajian Yuridis Filosofis UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” dalam Sudjito et all, Op Cit., 
hlm. 12. 
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2. Perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan kelimuan, 
kedudukan sosial, politik dan ekonomi, sehingga 
pemegang hak atas tanah diposisikan sebagai obyek, 
sementara pihak lain diposisikan sebagai subyek. 
Menurut Imam Koeswahyono, syarat musyawarah untuk 
menentukan ganti kerugian adalah sebagai berikut:
104
  
1. Didasarkan pada satu bentuk kebijakan yang dituangkan 
dalam suatu produk hukum. 
2. Kesamaan persepsi tentang kepentingan umum, cara 
PTUP, musyawarah, subtansi penggantian yang layak. 
3. Dilakukan secara langsung, bersama (egaliter/setara), 
efektif. 
4. Saling menerima dan memberi (take&give) 
pendapat/pandangan, saran, krtiki, usul. 
5. Hanya dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal, jika 
diketahui materi/subtansi yang dimusyarahkan, tujuan, 
hambatan, target yang kongkrit, peran yang jelas, solusi 
yang adil. 
6. Musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak 
yang satu terhadap yang lain. 
7. Pelibatan secara setara pemngku kepentingan dalam forum 
musyawarah tanpa ada egosektoral/mengedepankan 
kepentingan individu/kelompok/golongan. 
Penjabaran asas kesepakatan dalam Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012 terdapat dalam Pasal 19, 21, 22, 23, 37, 38 dan 39. Pasal 
19, 21, 22, dan 23 mengatur tentang kesepakatan dalam konsultasi 
publik, sedangkan pasal 37, 38, 39 mengatur mengenai musyawarah 
dalam hal bentuk dan besarnya ganti kerugian. 
Pasal 19 yang menentukan sebagai berikut: 
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 Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional…..”, Op Cit, 
hlm.6-7.  
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1. Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk 
mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan 
dari pihak yang berhak. 
2. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan 
masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di 
tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau 
di tempat yang disepakati. 
3. Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui perwakilan 
dengan surat kuasa dari dan oelh pihak yang berhak 
atas lokasi rencana pembangunan. 
4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. 
5. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), instansi yang memerlukan tanah mengaajukan 
permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. 
6. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pengajuan 
permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan 
tanah. 
Pasal 19 di atas megatur masalah konsultasi publik dengan 
para pihak untuk mendapatkan kesepakatan menganai pembangunan 
yang akan dilakukan. Konsultasi publik dilaksanakan paling lama 
dalam jangka waktu 60 hari kerja, jika dalam waktu itu tidak tercapai 
kata sepakat maka dapat dilakukan konsultasi ulang selama 30 hari 
kerja. Apabila setelah dilakukan konsultasi ulang para pihak yang 
berhak merasa keberatan atas rencana pembangunan, ia diberikan hak 
untuk mengajukan keberatan kepada Gubernur, kemudian gubenur 
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akan membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan yang 
dilakukan oleh para pihak. Tim yang dibentuk oleh Gubernur terdiri 
dari: 
a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai 
ketua merangkap anggota. 
b. Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional sebagai 
sekretaris merangkap anggota. 
c. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan 
pembangunan daerah sebagai anggota. 
d. Kepala kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi 
manusia sebagai anggota. 
e. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota. 
f. Akademisi sebagai anggota. 
Tim yang dibentuk oleh Gubernur selanjutnya bertugas: 
a. Mengiventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan. 
b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang 
keberatan. 
c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. 
Hasil kajian yang dilakukan oleh tim kemudian disampaikan 
kepada gubernur dalam jangka waktu 14 hari, kemudian gubenur akan 
membuat keputusan mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas 
rencana lokasi pembangunan. Jika keberatan dari para pihak ditolak 
oleh gubenur, maka gubenur menetapkan lokasi pembangunan, namun 
jika keberatan diterima oleh gubernur, ia memberitahukan kepada 
instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi 
pembangunan di tempat lain. Setelah penetapan lokasi pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (6) masih terjadi 
keberatan, maka pihak yang keberatan terhadap penetapan lokasi 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
PTUN akan memutuskan dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan 
gugatan. Apabila para pihak masih keberatan terhadap putusan PTUN, 
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para pihak diberikan hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung (MA). Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam 
jangka waktu 30 hari sejak permohonan. Putusan pengadilan yang 
telah memproleh kekuatan hukum tetap yang akan dijadikan dasar 
diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
Selanjutnya perwujudan asas kesepakatan mengenai bentuk 
dan besarnya ganti kerugian dijabarkan dalam Pasal 37, 38, dan 39 
sebagaimana uraian di bawah ini.  
Pasal 37 menentukan: 
1. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan 
Pihak yang berhak dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai 
disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk 
menetapkan bentuk dan/atau besarnga ganti kerugian 
berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 34. 
2. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti 
kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam 
berita acara kesepakatan. 
Pasal 38 menentukan: 
1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk 
dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak 
dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 
setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(1). 
2. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya 
ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 
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3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan 
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat 
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak permohonan kasasi diterima. 
5. Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar 
pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang 
mengajukan keberatan. 
Pasal 39 menentukan: 
“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan 
keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1), karena hukum pihak yang berhak 
dianggap menerima bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”. 
Berdasarkan Pasal 37 di atas, Lembaga Pertanahan melakukan 
musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan 
kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah 
menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak 
yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Dalam hal tidak terjadi 
kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak 
yang berhak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 
setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
setelah musyawarah penetapan ganti kerugian dilaksanakan. 
Berdasarkan pengajuan tersebut, Pengadilan Negeri memutuskan 































62 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan 
permohonan keberatan. Apabila pihak yang berhak tidak menerima 
putusan Pengadilan Negeri, pihak yang berhak diberikan kesempatan 
untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari kerja, Mahkamah Agung memutuskan 
permohanan Kasasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 
Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Apabila pihak 
yang berhak menolak ganti kerugian, namun tidak mengajukan 
keberatan ke Pengadilan Negeri atau kasasi ke Mahkamah Agung, 
atau mengajukan keberatan akan tetapi tidak sesuai dengan waktu 
yang ditentukan, maka karena hukum ia dianggap menerima bentuk 
dan besarnya ganti kerugian.  
Subtansi pengaturan tentang musyawarah dalam pasal-pasal di 
atas secara nyata menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan etika 
musyawarah tidak terakomodasi di dalamnya. Prinsip-prinsip dan 
etika musyawarah antara lain para pihak mempunyai kedudukan yang 
sama (equality); tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak; dan 
tidak ada unsur penipuan dari salah satu pihak. Menurut Sudjito apa 
yang disebut musyawarah di dalam pasal-pasal itu menyimpang dari 
esensinya, justru terkesan kuat bahwa pasal-pasal tersebut merupakan 
rekayasa undang-undang untuk: 
2. Menempatkan lembaga pertanahan sebagai pihak yang 
dominan dan dapat memainkan peran untuk memaksakan 
kehendaknya mengenai bentuk, besar dan cara pembayaran 
ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah. 
3. Mengedepankan sikap pragmatis, yakni dengan 
memberikan jangka waktu musyawarah. 
4. Sebagai lembaga eksekutif lembaga pertanahan telah 
melampaui kewenangannya yakni mengintervensi 
kemandirian lembaga pengadilan. 
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g. Prinsip Keikutsertaan 
Penjelasan Pasal 2 huruf g menyebutkan “Asas keikutsertaan 
adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui 
partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan”. Peran 
serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses pengadaan 
tanah akan menimbulkan rasa memiliki dan dapat memperkecil 
kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum. Para pemilik tanah dan masyarakat yang 
terkena dampak dilibatkan dalam tahap pengumpulan data, 
perencanaan pemukiman kembali (resettlement), dan dalam 
pelaksanaan proyek. Komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait 
dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk saling 
memberi masukan. 
Perwujudan asas keikutsertaan dalam Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2012 dicantumkan dalam Pasal 57 yang menyebutkan: 
“Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
masyarakat dapat berperan serta antara lain; memberikan masukan 
secara lisan atau tertulis mengenai pengadaan tanah; dan memberikan 
dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah”. 
h. Prinsip Kesejahteraan 
Penjelasan Pasal 2 huruf h menyebutkan: “Asas kesejahteraan 
adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat 
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang 
berhak dan masyarakat secara luas”. Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum harus diupayakan untuk memperbaiki taraf hidup 
masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Akibat dari adanya 
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 Sudjito,”Kajian Yuridis Filosofis UU No. 2/2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, dalam Sudjito et all, Op 
Cit., hlm. 15. 
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pembangunan kesejahteraan masyarakat harus lebih meningkat bukan 
malah sebaliknya, terhadap subyek hak wajib diberikan imbalan 
berupa uang, fasilitas/tanah pengganti sehingga keadaan sosial 
ekonominya tidak merosot/tidak menurun.
106
 
i. Prinsip Keberlanjutan 
Penjelasan pasal 2 huruf I menyebutkan: “Asas keberlanjutan 
adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus 
menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan”. Prinsip keberlanjutan dimaksudkan bahwa pengelolaan 
sumber daya alam dikelola untuk memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa menghilangkan fungsi dan kelestarian lingkungan 
hidup, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi yang akan 
datang
107
. Dalam istilah lain pembangunan yang berkelanjutan dikenal 
dengan pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable 
development), yang merupakan strategi pengelolaan sumber daya alam 
yang mempunyai komitmen terhadap kelestarian mutu dan fungsi 
lingkungan.  
Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk 
mengoptimalkan  manfaat sumber daya alam  dan sumber daya 
manusia  dengan menyerasikan  sumber daya alam dan sumber daya 
manusia dengan pembangunan. Dengan demikian, gagasan utama 
pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang akrab 
dengan lingkungan. Dalam kontek ini secara ekologis pembangunan 
berkelanjutan menekankan pada adanya keharusan hubungan antara 
perilaku pembangunan dengan aspek-aspek konservasi lingkungan 
agar dalam jangka panjang pemanfaatan sumber daya alam tidak 
menimbulkan dampak destruktif. Dengan demikian gagasan ini 
mengandung muatan kepentingan masa depan yang bersifat global, 
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 Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah 
Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum”, Makalah, tt. Op Cit, hlm. 7. 
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kendati dalam aplikasinya tidak terlepas dari masalah-masalah lokal 
yang berkembang di sekitar tempat hidup manusia.
108
 
j. Prinsip Keselarasan  
Penjelasan pasal 2 huruf j menyebutkan: Asas keselarasan 
adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang 
dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.”109  
Untuk memberikan pemahaman mengenai penjabaran Prinsip-
prinsip hukum pengadaan tanah bagi pembangunan ke dalam norma 
hukum dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 1:  Penjabaran Prinsip-prinsip Hukum Pengadaan Tanah 




Norma Hukum Penjelasan 
1 Kesepakatan Ps. 19, 21, 22,23, 
37, 38, dan 39 
 Kesepakatan dalam 
konsultasi publik 
 Kesepakatan dalam 
menentukan bentuk 
dan besarnya ganti 
kerugian 
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 Samlawi Azhari, Pendidikan Lingkungan Hidup di Perguruan Tinggi, 
(Malang: Percetakan KOPMA Press,1998), hlm. 34. 
109
 Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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3 Keterbukaan  Ps. 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23. 
 Informasi publik 
dalam proses 
pengadaan tanah  
 Konsultasi publik 
4 Kemanusiaan Ps. 42  Penerapan Konsinyasi 
ketika tidak terjadi 
kesepakatan.   
 
5 Keikutsertaan Ps. 57  Peran serta 
masyarakat dalam 
proses pengadaan 
tanah. Namun tidak 
dijelaskan lebih lanjut 




6 Kepastian Ps. 36  Kepastian adanya  
ganti kerugian dalam 
pengadaan tanah 
7 Kesejahteraan  Ps. 36  Adanya ganti 
kerugian atas tanah 
dan bangunan yang 
diambil oleh 
pemerintah. Dengan 
adanya ganti kerugian 
tersebut diharapkan 
kehidupanya menjadi 
lebih baik bukan 
malah sebaliknya. 
Sumber: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 diolah 
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Beberapa prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
tidak dijabarkan dalam norma hukum. Prinsip yang dimaksud yaitu 
prinsip keselarasan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip kemanfaatan. 
Padahal dalam kajian ilmu hukum setiap prinsip hukum harus 
dijabarkan dalam rumusan norma hukum, sebaliknya setiap norma 
hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Jika ada 
prinsip hukum yang tidak dijabarkan dalam norma hukum atau jika 
ada norma hukum yang idak mengacu pada prinsip hukum, maka 
dalam peraturan hukum tersebut terjadi inkonsistensi antara norma 
dengan prinsip hukum. 
Menurut Boedi Harsono dalam Oloan Sitorus dan Dayat 
Limbong menyatakan Prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan 
dalam pengadaan tanah yaitu:  
1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan 
untuk keprluan apapun harus ada landasan haknya. 
2. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak 
langsung bersumber pada hak bangsa. 
3. Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus 
melalui kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan, 
menurut ketentuan yang berlaku, tegasnya dalam keadaan 
biasa pihak yang mempunyai tanah tidak boleh dipaksa 
untuk menyerahkan tanahnya. 
4. Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah 
tidak dapat menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan 
umum, Presiden diberi kewenangan untuk melakukan 
pencabutan hak atas tanah. 
5. Baik dalam acara perolehan atas dasar kata sepakat, 
maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang 
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Maria SW Sumardjo memberikan pendapat yang serupa bahwa 
di masa yang akan datang, kebijakan pengambilan tanah yang 
bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi 
Manusia, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
111
  
Pertama, pegambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum 
yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang 
bersifat fisik mapun non fisik, dan hilangnya harta benda untuk 
sementara waktu atau selama-lamanya, tanpa membedakan 
bahwa mereka yang tergusur tetap tinggal di tempat semula 
atau pindah ke lokasi lain. 
Kedua, ganti kerugian yang diberikan harus memperhitungkan; 
(1). Hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah; (2). Hilangnya 
pendapatan dan sumber kehidupan lainnya; (3). Bantuan untuk 
pidah lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas dan 
pelayanan yang layak; (4) bantuan pemulihan pendapatan agar 
tercapai keadaan yang setara dengan keadaan sebelum 
terjadinya pengambilalihan. Besarnya ganti kerugian untuk 
tanah dan bangunan seyogyanya didasarkan pada biaya 
penggantian nyata. 
Ketiga,  mereka yang tergusur karena pengambilalihan tanah 
harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus 
diperluas, mencakup; (1) pemegang hak atas tanah dengan 
sertifikat; (2) mereka yang menguasai tanah tanpa sertifikat 
dan bukti kepemilikan lain; (3) penyewa bangunan; (4) 
penyewa/petani penggarap yang akan kehilangan hak sewa 
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 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Op Cit., hlm. 11-12. Lihat pula Imam 
Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional….”, Op Cit., hlm. 5. 
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 Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi…, Op Cit., 
hlm.90-91.   
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atau tanaman hasil usaha mereka pada tanah yang 
bersangkutan; (5) buruh tani atau tunawisma yang akan 
kehilangan pekerjaan; (6) pemakai tanah tanpa hak yang akan 
kehilangan lapangan kerja atau penghasilan; (7) masyarakat 
hukum adat/masyarakat tradisional yang akan kehilangan 
tanah dan sumber penghasilannya. 
Keempat, untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka 
yang terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian, mutlak 
dilaksanakan  survey dasar dan survey sosial ekonomi. 
Kelima, perlu ditetapkan instansi yang bertanggung jawab 
untuk pelaksanaan pengambilalihan tanah dan pemukiman. 
Keenam, cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus 
ditumbuhkan kembangkan dan dalam hal terjadi pemukiman 
kembali, integrasi dengan masyarakat setempat perlu 
dipersiapkan semenjak awal untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diharapkan. 
Ketujuh, perlu adanya sarana untuk menampung keluhan dan 
menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses 
pengambilalihan tanah. 
Menurut Muhammad Yamin, prinsip-prinsip pengadaan tanah 
yang dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan 
(undang-undang pengadaan tanah) antara lain dengan 
mempertimbangkan: 
1. prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang 
dimiliki oleh rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi 
warga negara, sehingga tidak dapat sedemikian rupa dengan 
mudah diambil untuk kepentingan-kepentingan tertentu 
termasuk untuk kepentingan umum, tanpa mengindahkan 
aturan yang ada. 
2. Prinsip kepastian hukum baik dalam pengaturannya dan 
proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun 
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dalam proses pemberian hak atas tanah kepada instansi 
Pemerintah sebagai pemangku kepentingan umum. 
3. Prinsip kepastian atas kepentingan umum, menyangkut 
pengertian, penetapan bidang kegiatan yang masuk dalam 
katagori kepentingan umum, dengan penegasan adanya 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat, kegiatan benar-
benar dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah, dan nyata-
nyata tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan, 
perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan Rencana 
Umum Tata ruang Wilayah. 
4. Prinsip pelaksanaannya dengan cara cepat dan transparan, 
dengan pembentukan panitia yang kompeten baik untuk 
Panitian Pengadaan Tanah maupun Tim Penaksir harga 




5. Prinsip musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah, 
terutama mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan dan 
tujuan dari pengadaan tanah tersebut dan juga mengenai 
penentuan ganti kerugian. 
6. Prinsip pemberian ganti rugi yang layak dan adil atas setiap 
pengambilan hak atas tanah rakyat, sebab dengan hak atas 
tanah tersebut sebagai bagian dari aset seseorang yang 
diperoleh dengan pengorbanan tertentu dan apabila sudah 
tersaftar telah ada legalitas aset yang diberikan oleh negara 
dan kepada penerima haknya biasanya membayar 
kompensasi kepada negara baik dalam bentuk kewajiban 
memasukkan uang ke kas negara maupun kewajiban 
perpajakan. Selain itu harus ditegaskan pengertian ganti 
rugi yang layak dan adil sehingga diperoleh tolak ukur yang 
dapat dipedomani dalam pemberian  ganti rugi. 
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7. Prinsip pembedaan ketentuan pangadaan tanah untuk 
kepentingan umum sesuai dengan kriteria yang ditentukan 
secara lilitatif dengan pengadaan tanah yang bukan untuk 
kepentingan umum (kepentingan pemerintah yang ada 
unsur komersial/bisnis dan kepentingan swasta), serta 
penetapan kriteria luasan tanah sekala kecil dengan 
prosedur pengadaan tanahnya, termasuk dalam hal 
penggunaan standar dan normalnya seperti kemungkinan 
penggunaan bantuan Panitia Pengadaan Tanah.
 112
 
Prinsip-prinsip hukum dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum sebagaimana yang dikemukakan para ahli di atas 
sebagian sudah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 
2012, misalnya prinsip kesepakatan, prinsip kemanusiaan, prinsip 
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BAB IV 
DINAMIKA HUKUM PENGADAAN TANAH 
 
Pembahasan mengenai dinamika pengaturan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimulai dari peraturan 
perundang-undangan setelah diberlakukannya UUPA yaitu Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah 
dan Benda-benda yang Ada di Atasnya,
113
 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 
Tata Cara Pembebasan Tanah, Kepusan Presiden Nomor 55 Tahun 
1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Pengadaan tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum.  
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 Secara subtansial antara pengadaan tanah dengan pencabutan hak atas 
tanah berbeda, pengadaan tanah dilakukan setelah terjadi kesepakatan (musyawarah) 
antara pemegang hak atas tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, 
sedangkan pencabutan hak dilakukan justru karena kesepakatan tidak tercapai. 
UUPA sendiri tidak menyebut secara explisit mengenai istilah “pengadaan tanah” 
untuk kepentingan umum, dalam UUPA hanya disebut istilah “pencabutan hak” 
untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA, Istilah 
pengadaan tanah muncul pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 
1993, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
menggunakan istilah pembebasan tanah sebagai persamaan dengan istilah 
pengadaan tanah, bahkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
terjadi pengaburan istilah pengadaan tanah dan pencabutan tanah. Pasal 2 Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan: “Pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah 
dilaksanakan dengan cara; pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau 
pencabutan hak atas tanah”. Atas dasar hal tersebut di atas penulis memasukkan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 dalam pembahasan dinamika pengaturan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melibatkan 
pihak swasta.   
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan 
hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, diadakan 
terutama dalam rangka melaksanakan usaha-usaha penyelenggaraan 
kepentingan umum, sekaligus untuk mencabut 
Ontogeiningsordonantie (staatblad 1920-574) yang dimaksudkan 
memberikan kekuasaan kepada Negara dalam rangka melaksanakan 
usaha-usaha pembangunan  Negara.
114
 
Pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 1961 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 
1. Dalam keadaan mendesak untuk melakukan tindakan yang 
terpaksa dari pemerintah; 
2. Dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga kepentingan 
pribadi dikorbankan; 
3. Ada rekomendasi/pertimbangan kepala daerah, Menteri 
Agraria, Menteri Kehakiman, daan Menteri dari instansi yang 
memerlukan tanah; 
4. Pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang 
bersangkutan yang dihitung oleh panitia penaksir; 
5. Pencabutan hak harus dilakukan dengan Keputusan Presiden; 
6. Diberikan kesempatan untuk banding atas penetapan taksiran 
ganti kerugian ke Pengadilan Tinggi; 
7. Diumumkan dalam berita Negara dan surat kabar.115  
Hal yang membedakan antara Undang-undang Nomor 20 
tahun 1961 dengan Onteigeningsordonantie adalah bahwa tindakan 
pencabutan hak atas tanah berdasarkan undang-undang ini tidak dapat 
digugat ke pengadilan, sehingga tidak ada kesempatan bagi 
masyarakat untuk pengujian secara hukum atas tindakan pencabutan 
hak yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang dapat 
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 Gunanenagara, Op Cit., hlm. 139. 
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 M. Yamin&Abdul Rahim Lubis, Op Cit., hlm. 15. 
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Pencabutan hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan hanya dapat dijalankan apabila pembangunan itu untuk 
kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara dan untuk 
kepentingan bersama rakyat. Pencabutan hak oleh Negara untuk 
kepentingan umum harus dengan memberikan ganti kerugian yang 
layak kepada pemegang hak atas tanah. Dalam undang-undang Nomor 
20 Tahun 1961, tidak hanya Negara yang dapat menggunakan 
intrumen hokum pencabutan hak, akan tetapi pihak swasta juga 
diberikan peluang untuk menggunkan intrumen tersebut dengan 
syarat; pertama, asal usaha itu benar- benar untuk kepentingan umum; 
kedua, tidak mungkin memperoleh tanah yang diperlukan melalui 
persetujuan/kesepakatan; ketiga, usaha swasta itu harus mendapat 




Meskipun terdapat intrumen dengan tataran undang-undang 
yang sudah mendapatkan persetujuan DPR, pencabutan hak atas tanah 
merupakan tindakan sepihak, sungguhpun diusahakan sejauh mungkin 
dicapai dengan musyawarah dengan pemilik tanah. Ada hal yang 
kontradiksi, bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 itu ada 
atau diadakan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan 
umum, kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan bersama 
dari rakyat yang semestinya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh 
swasta, namun dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 
1961 pada angka (4) huruf b dimungkinkan diselenggarakan oleh 
swasta (privat), meskipun kepentingan swasta yang berdampak pada 
kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan 
bersama dari rakyat dapat dikatagorikan sama saja dengan yang 
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dilakukan oleh pemerintah, dan sejalan dengan konsep public privat 
partnership (PPP) yang berkembang di Negara Inggris.
118
 Pada 
dasarnya dalam perspektif hukum ekonomi, badan hukum swasta 
maupun orang perorangan tetap berorientasi pada kepentingan bisnis 
atau profit, kecuali yayasan sosial keagamaan.
119
  
Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 
1961 dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang 
Pedoman Pencabutan Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di 
atasnya. Secara rinci disebutkan tentang persyaratan suatu kegiatan 
yang dikatagorikan sebagai kepentingan umum, yaitu: 
a. Jika kegiatan tersebut merupakan proyek pemerintah, maka 
sebelumnya sudah termasuk dalam rencana pembangunan 
yang telah diberitahukan kepada masyarakat yang 
bersangkutan; 
b. Jika kegiatan tersebut merupakan proyek pemerintah 
daerah, maka sebelumnya sudah termasuk dalam rencana 
induk pemerintah daerah yang bersangkutan yang telah 
mendapat persetujuan dari DPRD setempat dan rencana 




Namun demikian dalam Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 9 
Tahun 1973 tersebut, bahwa pembangunan untuk kepentingan umum 
dapat dilaksanakan; 
1. Instansi pemerintah atau badan-badan pemerintah, dengan 
ketentuan kegiatan/proyek masuk dalam rencana 
pembangunan atau rencana induk pembangunan daerah 
yang bersifat umum. 
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2. Usaha-usaha swasta, dengan ketentuan rencana proyeknya 
harus disetujui oleh pemerintah atau pemerintah daerah 
sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ada.
121
 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
Pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya masih 
belum mempunyai intrumen hukum yang memberikan landasan untuk 
mengambil tanah-tanah privat untuk kepentingan umum, oleh karena 
itu negara Indonesia masih menggunakan ketentuan-ketentuan 
peninggalan kolonial Belanda. Dasar hukum pemberlakuan peraturan 
perundang-undangan peninggalan Belanda yaitu pasal 1 Aturan 
Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala peraturan perundang-
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Sebelum ada pengaturan 
pengadaan tanah secara nasional telah dibuat edaran yang isinya 
merupakan pengaturan umum mengenai pembelian tanah untuk 
kepentingan pemerintah. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam 
Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 25 Agustus 1957 Nomor 
15841 yang ditujukan kepada semua Menteri, pada prinsipnya 
mengatur sebagai berikut: 
a. Mengenai pembelian tanah tiap-tiap kementerian harus 
memberikan kuasa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Tenaga dengan menyediakan biaya atas beban anggaran dari 
Kementerian yang bersangkutan. 
b. Untuk mengadakan perundingan dengan pemilik tanah guna 
mendapat tanah itu serta menetapkan harganya perlu dibentuk 
suatu komisi, yang kurang lebih sesuai dengan ditentukan 
dalam Bijblad Nomor 11372 Jo. Bijblad Nomor 12746.
122
 
Bijblad Nomor 11372 jo Bijblad Nomor 12746 mengatur 
mengenai pembentukan komisi dalam rangka mengadakan 
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perundingan dengan pemilik tanah guna mendapatkan tanah itu dan 
menetapkan harganya,
123
 keanggotaan komisi tersebut terdiri dari: 
a. Jawatan Gedung-gedung Cq. Pekerjaan Umum. 
b. Jawatan atau instansi yang hendak memiliki tanah. 
c. Jawatan Agraria/Pamong Praja/Swatantra. 
d. Kantor Pendaftaran Tanah. 
e. Kantor Jawatan Pajak. 
Tugas komisi dianggap telah selesai, apabila komisi telah 
menyerahkan berita acara taksiran mengenai ganti rugi tanah tersebut 
kepada instansi yang bersangkutan dan telah tercapai kesepakatan dan 
kepastian mengenai besarnya harga/ganti rugi tanah, pelaksanaan 
selanjutnya diserahkan kepada Intansi yang memerlukan tanah. Hal ini 
sebagaimana tersurat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 
Btu.10/178/10-78. 
Pasal 1 Bijblad Nomor 11372 jo Bijblad Nomor 12746 
menentukan bahwa pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah 
pada asasnya harus diselenggarakan dengan persetujuan pemiliknya, 
baik berhubung dengan ataupun tidak adanya suatu undang-undang 
yang menyatakan bahwa kepentingan umum menghendaki pencabutan 
hak milik atau suatu benda atau hak, maka maksud itu hendaknya 
dicapai melalui jalan perundingan dengan pemiliknya atau yang 
berhak. Apabila untuk penyerahannya atau pelepasannya dijumpai 
banyak keberatan, maka Gubernur mengajukan usul untuk 
mengadakan pencabutan hak atau tindakan lain terhadap tanah atau 
hak-hak yang diperlukan itu. Jadi dalam Bijblad ini pencabutan hak 
baru dapat dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan 
pemilik tanah mengenai harga pembayaran pengambilan tanah, 
dengan syarat pengambilan tanah itu harus sesuai denga ketentuan 
undang-undang.  
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78 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Sesuai dengan perkembangan jaman Bijblad Nomor 11372 
jo.Bijblad  Nomor 12746 perlu dilakukan penyesuaian,
124
 oleh karena 
itu pada tahun 1975 Pemerintah menguarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 
Tata Cara Pembebasan Tanah. Dengan berlakunya peraturan ini 
sekaligus mencabut ketentuan dari Bijblad Nomor 11372 jo Bijblad 
Nomor 12476. Bersamaan dengan itu diberlakukan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara 
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Swasta. Selanjutnya 
diterbitkan lagi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 
mengenai ketentuan khusus terhadap objek tanah yang akan 
dibebaskan yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, pembebasaanya 
cukup dilakukan oleh Pimpro dan camat Setempat.   
Konsideran pertama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 tahun 1975 menyatakan: 
“….Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam 
usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh 
instansi/badan pemerintah maupun untuk kepentingan swasta, 
khususnya untuk keperluan pemerintah dirasakan perlu adanya 
ketentuan mengenai pembebasan tanah dan sekaligus 
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menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan 
secara tertib dan seragam”. 
Jika dilihat dari konsiderannya, anatomi dari Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 terdapat beberapa keganjilan, 
yaitu: 
a. Peraturan ini tidak mendifinisikan secara jelas dan tegas 
keperluan dan kepentingan apa saja yang dapat dilakukan 
dengan cara pembebasan tanah ini, dalam peraturan ini hanya 
disebutkan”untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam 
usaha-usaha pembangunan, khususnya untuk kepentingan 
pemerintah”. 
b. Ketentuan tentang pengambilan tanah untuk kepentingan 
pemerintah sejak zaman penjajahan sampai dengan tahun 1961 
masih mengacu pada ketentuan Bijblad Nomor 11372 jo. 
Bijblad Nomor 12476, namun sejak tahun 1961 ketentuan 
Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476 sudah 
dinyatakan dicabut dan diperintahkan untuk diadakan 
peraturan yang baru karena tidak sesuia dengan keadaan dan 
kebutuhan, maka sejak saat itu tidak ada lagi aturan yang dapat 
dipedomani apabila pemerintah hendak memperoleh tanah 
untuk kepentingan umum. Hal itulah melatar belakangi 
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 1975, namun apabila dilihat ketentuan dalam Bijblad 
Nomor 11372 jo Bijblad nomor 12476 tersebut bila dicermati 
diterbitkan oleh pimpinan pemerintahan tertinggi yang 
dituangkan dalam Governemenbesluit, seharusnya peraturan 
yang menggantikanya tidak dibuat oleh Menteri tetapi dibuat 
oleh pemerintah dalam bentuk hukum peraturan pemerintah 
atau undang-undang. 
c. Peraturan tersebut sekalipun mencantumkan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 dalam konsideran “mengingat”, namun 































80 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
nyata-nyata mengesampingkan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1961, padahal Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 
ini sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 18 UUPA. 
Pengesampingan ini seolah-olah semua orang atau pemilik 
tanah yang bersangkutan tidak boleh ada yang menolak 
pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan harus 
menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh panitia 
pembebasan tanah, sebab tidak ada cara lain yang disediakan 
apabila penolakan baik atas tindakan pembebasan tanah 
maupun penetapan ganti kerugianya.
125
  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
1975, tidak terlihat ada terminologi kepentingan umum, hanya dalam 
konsideran menimbang disebutkan akan tanah dalam usaha-usaha 
pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini 
kepentingan umum adalah kepentingan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah. Selain tidak ada pengertian yang tegas 
mengenai kepentingan umum, juga tidak ada daftar-daftar kegiatan 
yang dikatagorikan dalam kepentingan umum tersebut,
126
sehingga 
dengan pengaburan arti dari kepentingan umum dengan hanya 
menyebut kepentingan pembangunan, maka dari pijakan inilah salah 
satu kemungkinan dapat terjadi penyimpangan kegiatan pembebasan 
tanah tersebut, sehingga dapat saja domanipulasi kepentingan swasta 
disebut juga sebagai kepentingan pembangunan hanya karena ada 
keterlibatan pejabat pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah.   
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Dalam praktik, ternyata pembebasan tanah ini cenderung 
disalahgunakan, baik dalam hal tujuan pembebasan maupun penetapan 
ganti ruginya. Tujuan pembebasan tanah yang seharusnya untuk 
kepentingan umum tetapi dapat disimpangi oleh pelaksana untuk 
kepentingan lain, juga dalam penetapan ganti rugi sering terjadi 
pemaksaan, sedangkan musyawarah yang dikehendaki ternyata hanya 
dilakukan komunikasi satu arah. Apabila pemilik tanah tidak bersedia 
menerima ganti rugi, maka ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri 
(konsinyasi). 
Dalam rangka mengakomodasi kepentingan swasta untuk 
memperoleh tanah, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Acara 
Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan 
Tanah oleh Pihak Swasta. Latar belakang diterbitkannya PMDN 
Nomor 2 Tahun 1976 yaitu; pertama, pelaksanaan pembangunan tidak 
semata-mata menjadi beban pemerintah, melainkan diharapkan adanya 
peran aktif dari pihak swasta; kedua, untuk merangsang pihak swasta 
dalam pelaksanaan pembangunan dipandang perlu adanya bantuan 
fasilitas dari pemerintah yang berbentuk jasa-jasa dalam pembebasan 
tanah rakyat dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek-proyek 
yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam 
bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial.
127
 
Dalam Pasal 1 dan 2 PMDN Nomor 2 Tahun 1976 ditekankan 
bahwa pihak swasta yang melakukan pembebasan tanah, sebelum 
merealisasikan proyeknya harus mendapat izin tertulis dari Gubernur, 
yang mencantumkan bahwa pembebasan tanah dilakukan untuk 
kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan yang bersifat menunjang 
kepentingan umum atau termasuk bidang pembangunan sarana umum, 
dan fasilitas sosial. Surat izin pembebasan tanah oleh swasta tersebut 
harus mencantumkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan 
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82 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
yang digunakan oleh Gubernur untuk memberikan izin, untuk itu 
Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
pembebasan tanah. Di samping itu berdasarkan ketentuan pasal 11 
PMDN Nomor 15 tahun 1975 pemerintah daerah setempat 
berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah, pemberian 
ganti rugi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan 
swasta.  
Dalam PMDN Nomor 2 tahun 1976 tidak ada krieria dan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kualifikasi 
kepentingan umum, sehingga dalam praktik penggunaan PMDN 
Nomor 2 Tahun 1976 lebih banyak menimbulkan permasalahan 
hukum bagi pemilik tanah. Penyimpangan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang dilakukan oleh swasta yang semula diijinkan 
hanya untuk tujuan yang menunjang kepentingan umum, atau 
pembangunan sarana umum/fasilitas sosial sebagaimana diatur dalam 
PMDN Nomor 2 Tahun 1976 ternyata oleh Menteri Dalam Negeri 
diizinkan menggunakan lembaga pembebasan tanah untuk 
kepentingan proyek swasta sebagaimana yang dimuat dalam Surat 
Edaran Nomor SJ 16/10/41 tanggal 19 Oktober 1976.
128
     
Dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1976 di atas, pemerintah dan swasta dapat memaksa 
masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya dengan 
mengatasnamakan pembangunan. Peraturan ini tidak hanya mengatur 
perolehan tanah untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga 
memberikan peluang yang longgar kepada swasta untuk memperoleh 
tanah sebagaimana perolehan tanah untuk kepentingan 
pembangunan.
129
 Bahkan dalam praktik tidak jarang terjadi intervensi 
pemerintah melalui kepanitiaan pembebasan tanah, yakni 
diperbolehkanya swasta menggunakan acara pembebasan tanah yang 
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sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah, juga tidak segan-segan 
menggunakan aparat pemerintah dan aparat keamanan dalam 
pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga pihak 
swasta dapat memperoleh tanah dengan harga di bawah rata-rata 
sebagaimana ditetapkan oleh panitia pembebasan tanah.
130
  
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
 Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum sebagaimana diatur dalam PMDN Nomor 15 tahun 
1975 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan dan 
perkembangan jaman. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
Perubahan instrument hukum tersebut disebabkan karena pelaksanaan 
pembebasan tanah baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum maupun pembebasan tanah 
untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan disharmoni. Penyebab 
semua permasalahan pembebasan tanah atau pengadaan tanah oleh 
karena faktor peraturannya, penyimpangan oleh pelaksanaannya, atau 
ekses dari penerapan peraturannya.
131
 
 Istilah pembebasan tanah dalam PMDN Nomor 15 Tahun 1975 
diganti dengan istilah pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993,  oleh karena dalam pelaksanaan pembebasan 
tanah mendapat respon yang kurang positif dari masyarakat, 
sehubungan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang 
ditimbulkan dalam pembebasan tanah, sekaligus untuk menampung 
aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap 
ekses-ekses pembebasan tanah yang selama ini dilakukan.
132
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84 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 Dengan berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 ini secara 
tegas dinyatakan PMDN Nomor 15 Tahun 1975 tidak berlaku, namun 
demikian ketentuan dalam Keppres Nomor 55 tahun 1993 tersebut 
dirasakan belum operasional, sehingga dalam Pasal 25 ditentukan 
bahwa ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
Keputusan presiden ini dilakukan oleh Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 25 tersebut diterbitkan aturan operasional dari 
pengadaan tanah yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 




 Berdasarkan Konsideran Keppres Nomor 55 Tahun 1993 
terdapat tiga prinsip dasar yang melatarbelakanginya, yaitu: 
1. Pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum 
memerlukan bidang tanah yang cukup, sehingga pengadaannya 
perlu dilakukan sebaik-baiknya. 
2. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan peran dalam kehidupan manusia dan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. 
3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan 
cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh 
dengan musyawara secara langsung dengan para pemegang 
hak atas tanah.  
Pasal 1 butir 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan 
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian 
kepada yang berhak atas tanah. Berdasarkan rumusan itu, dapat 
diketahui bahwa istilah pengadaan tanah lahir karena keterbatasan 
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persediaan tanah untuk pembangunan, sehingga untuk 
memperolehnya perlu dilakukan dengan memberikan ganti kerugian 
kepada yang berhak. Dalam konsideran Keppres Nomor 55 Tahun 
1993 disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan 
dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan 
prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Hal itu 
berarti, dalam pengadaan tanah di satu pihak harus diingat fungsi 
sosial atas tanah, namun di lain pihak kepentingan pihak yang 




 Menurut Keppres Nomor 55 Tahun 1993, pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan 
oleh pemerintah, pihak swasta tidak dapat dilibatkan di dalamnya, 
ketentuan dalam Keppres ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya 
(PMDN Nomor 15 Tahun 1975) yang memberikan peluang kepada 
swasta untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum dengan bantuan panitia 
pengadaan tanah yang seyogyanya merupakan fasilitas bagi 
pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
135
 Dengan 
demikian, pihak swasta tidak dapat memanfaatkan Keputusan 
Presiden ini untuk ikut terlibat dalam pengadaan tanah.
136
 
 Dalam Keppres Nomor 55 tahun 1993 konsep kepentingan 
umum didefinisikan dengan jelas yaitu kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat, dengan 3 kriteria, yaitu dimiliki oleh pemerintah, dikuasai 
oleh pemerintah, dan tidak untuk mencari keuntungan. Dengan 
pembatasan-pembatasan itu, maka pihak swasta pada dasarnya tidak 
dapat terlibat dalam pengadaan tanah, pengadaan tanah yang 
dilakukan oleh swasta hanya dapat dilakukan melalui cara biasa yaitu 
jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. 
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86 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 




1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan 
tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan  atau 
diserahkan; 
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang 
hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan dan 
dokumen yang mendukungnya; 
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah 
yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan; 
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepda pemegang hak 
atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah 
tersebut; 
5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah 
dan Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka 
menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian; 
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian 
kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan 
benda-benda lain yang ada di atas tanah; 
7. Membuat berita acara pelapasan atau penyerahan hak atas 
tanah.  
Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah 
untuk menentukan ganti kerugian antara pemegang hak atas tanah, 
panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah. Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk; 
hak atas tanah; bangunan; tanaman; dan benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah. Bentuk ganti kerugian dapat berupa; uang, 
tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih 
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 Lihat ketentuan Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993. 
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bentuk ganti kerugian di atas, atau bentuk lain yang disepakati oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan.
138
 Apabila pemegang hak atas tanah 
tidak menerima keputusan Panitian Pengadaan Tanah mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian, ia dapat mengajukan keberatan 
kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur akan mengupayakan 
penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dengan 
mempertimbangkan pendapat dan keinginan para pihak. Selanjutnya 
Gubernur akan memutuskan mengenai bentuk dan besarnya ganti 
kerugian, jika pemegang hak atas tanah tetap menolak keputusan 
Gubernur mengenai ganti kerugian, Gubernur mengusulkan 
pencabutan hak atas tanah kepada Presiden. Presiden memutuskan 
pencabutan hak atas tanah setelah mendengar pertimbangan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri dari Instansi yang memerlukan tanah.
139
 
Keppres Nomor 55 tahun 1993 juga mengatur mengenai 
kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan cara tukar menukar 
antara pemilik tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah.
140
  Hal ini secara tegas dijelaskan dalam pasal 23 Keppres 
Nomor 55 tahun 1993 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang 
luasnya kurang dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan secara langsung 
oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang 
hak atas tanah dengan cara tukar menukar atau cara lain yang 
disepakati.  
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
 Pengaturan pengadaan tanah dalam Keppres Nomor 55 tahun 
1993 dalam perkembangannya dinilai mengandung beberapa 
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 Lihat ketentuan Pasal 12-13 Keppres Nomor 55 Tahun 1993. 
139
 Lihat ketentuan Pasal 20-21 Keppres Nomor 55 Tahun 1993. 
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 Muhadar, Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologi, 
(Yogyakarta: Rangkang, 2003), hlm. 131. 
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kelemahan. Beberapa kelemahan Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 menurut Gunanegara, yaitu: 
1. Tidak mampu mengatasi percaloan (mafia) tanah yang telah 
ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, akibatnya biaya 
pembangunan menjadi mahal bahkan pembangunan menjadi 
berhenti. 
2. Jiwa pengaturannya masih bersifat sentralistik dan dijalankan 
secara otoriter yang pada kondisi sekarang ini pola 
pemerintahan sudah berubah ke arah desentralisasi yang 
dijalankan secara demokratis. 
3. Pasca pembebasan banyak rakyat pemilik tanah yang 
terdegradasi kehidupan sosial ekonominya. 
4. Struktur atau komposisi panitia pengadaan tanah yang 
semuanya dari pejabat pemerintah yang dalam 
implementasinya tidak dapat menghilangkan keberpihakan 
kepada negara, dibanding kepada rakyat pemilik tanah, 
misalnya dalam penentuan ganti rugi, terjadi pemaksaan nilai 
ganti rugi dengan didasarkan pada nilai pajak (NJOP), bukan 
didasarkan pada land value yang riil; musyawarah dijalankan 




Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dasar 
pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 yaitu: pertama, meningkatnya pembangunan untuk kepentingan 
umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan 
secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah; kedua, pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan 
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 Gunanegara, Op Cit., hlm. 164. 
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dalam keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dinilai tidak sesuai 




 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dilakukan dengan 
prinsip kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan untuk 
kepentingan umum bukan untuk kepentingan swasta atau bisnis, 
prinsip keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk 
kepentingan umum, prinsi penghormatan hak atas tanah, prinsip 
keadilan bagi yang menyerahkan tanah atau melepaskan hak atas 
tanah untuk kepentingan umum.
143
 
 Prinsip kepastian atas terselenggaranya pengadaan tanah 
menunjukkan bahwa setiap perolehan tanah untuk kepentingan umum 
dalam pelaksanaan pembangunan harus memberikan landasan bagi 
penyusunan jadual kepastian perolehan hak, pemberian ganti rugi dan 
acara pelepasan hak. 
 Prinsip keterbukaan publik dalam pengadaan tanah 
menunjukkan bahwa dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum 
harus dilakukan tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum 
dilakukan pelepasan hak atas tanah, antara lain pencantuman lahan 
yang akan diserahkan atau dilepaskan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW); penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh kepala daerah melalui keputusannya. 
Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah menunukkan 
bahwa proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas 
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 Ibid., hlm. 134. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum dalam bentuk Keputusan Presiden tidaklah tepat dalam 
perspektif ilmu perundang-undangan, materi dalam Keputusan Presiden seharusnya 
tidak bersifat mengatur (regeling), akan tetapi bersifat memutuskan atau menetapkan 
(beschicking). 
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 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum…,Op Cit., hlm. 195. 
Lihat pula Muathofa&Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 185. 
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tanah dan tidak diperkenankan melakukan pemaksaan kepada 
pemegan hak secara sewenang-wenang. Sebelum dilakukan pelepasan 
hak, diupayakan adanya kesepakatan antara pemegang hak atas tanah, 
pemerintah dan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi. 
Prinsip keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak 
menunjukkan bahwa setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah untuk 
kepentingan umum harus dilakukan dengan memberikan ganti rugi 
kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, atau benda-benda yang 
ada di atasnya. Pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah 
harus memberikan nilai tambah bagi pemegang hak atas tanah, bukan 
malah sebaliknya. Penetapan ganti rugi kepada pemegang hak atas 
tanah dilakukan dengan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan 
besarnya ganti rugi. Penetapan ganti rugi tidak boleh dilakukan secara 
sepihak oleh pemerintah atau panitia pengadaan tanah.   
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dilakukan dengan 
dua cara, yaitu: (1). Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; (2). 
Pencabutan hak atas tanah. Sedangkan pengadaan tanah selain bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan 
dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh 
para pihak. Dengan demikian pihak swasta tidak dapat melakukan 
pengadaan tanah dengan cara pelepasan hak, dan tidak pula dapat 
melakukan pencabutan hak, melainkan dengan cara jual beli, tukar 
menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. 
 Konsep kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 
36 tahun 2005 didefinisikan “kepentingan sebagian lapisan 
masyarakat”, di samping itu dalam Peraturan presiden tersebut tidak 
ada pembatasan mengenai kriteria kepentingan umum yakni dimiliki 
dan dikuasi oleh pemerintah dan tidak ditujukan untuk mencari 
keuntungan. Hal ini berbeda dengan definisi kepentingan umum, dan 
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pembatasan-pembatasanya menurut Keppres Nomor 55 tahun 1993. 
Dengan demikian konsep kepentingan umum dalam Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 merupakan konsep yang bias, kabur 
dan menimbulkan multi interpretasi. Hal ini dapat menimbulkan 
permasalahan dalam pelaksanaannya,
144
 karena apa yang dianggap 
sebagai kepentingan umum oleh satu pihak, belum tentu pihak lain 
menganggap sama.  
 Perumusan kepentingan umum dalam Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993 lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan 
kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 
Pengemasan pengertian umum yang demikian membuka peluang 
terjadinya perluasan bidang-bidang tertentu yang sebenarnya bukan 
masuk katagori kepentingan umum, kemudian oleh pemerintah 
direkayasa dan dikualifikasi sebagai kepentingan umum. Ketentuan 
tersebut membuka peluang kepada pihak swasta untuk meminjam 
tangan pemerintah guna melakukan pengadaan tanah, untuk 
selanjutnya diberikan kepada pihak swasta, misalnya jalan tol, tempat-
tempat perbelanjaan (mall), tempat-tempat hiburan yang orientasinya 
untuk mencari keuntungan semata (profit oriented).
145
  
 Perluasan pengertian kepentingan umum tersebut agaknya 
didasarkan pada sulitnya mengukur secara kuantitatif makna 
“kepentingan seluruh lapisan masyarakat”, sehingga pembentuk 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 memilih memberikan 
pengertian kepentingan umum sebagai “kepentingan sebagian besar 
masyarakat”. Namun demikian, perlu disadari dan diantisipasi bahwa 
dalam praktek di lapangan penggunaan terminologi sebagian besar 
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 Suatu peraturan (hukum) dalam pelaksanaanya sangat diperuhi oleh tiga 
komponen utama dari hukum, yaitu subtabsi hukum (legal substance), struktur 
hukum (legal structur), dan budaya hukum (legal culture). Lihat L. Friedman, The 
Legal System, a Social Perspectif, (Russel: Sage Fondation,1975), hlm. 15. Lihat 
pula Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
(Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 3. 
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 Muhadar, Op Cit., hlm. 145. 
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lapisan masyarakat dapat menjadi kabur dan multi interpretasi. Oleh 
karena itu untuk mencegah terjadinya multi interpretasi, maka 
pengertian kepentingan umum tetap harus didasarkan dan tidak 
dipisahkan dari konsep Hak Menguasai Negara dan fungsi sosial atas 
tanah, yaitu dimaksudkan semata-mata untuk sebesar-besarnya 




 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah, yang mempunyai 
tugas: 
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan 
tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; 
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang 
haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang 
mendukungnya; 
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah 
yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; 
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat 
yang terkena rencana pembangunan atau pemegang hak atas 
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut 
dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap  muka, 
media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui 
oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan 
dan/atau pemegang hak atas tanah; 
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas 
tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 
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6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
benda lain yang ada di atas tanah; 
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah; 
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas 




Musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi dalam 
pengadaan tanah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah, instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. 
Musyawarah untuk menentukan ganti rugi dibatasi dengan jangka 
waktu 90 hari kalender sejak undangan pertama.
148
 Dalam hal 
pemegang hak atas tanah tidak menerima ganti rugi yang ditetapkan 
oleh panitia pengadaan tanah, ia diberikan hak untuk mengajukan 
kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri. 
Selanjutnya Bupati/Walikota atau Gubernur mengupayakan 
penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut 
dengan mempertimbangkan pendapat dan keinginan dari pemegang 
hak atas tanah. Setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari 
pemegang hak atas tanah, Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri 
Dalam Negeri mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi. Apabila upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 
Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tidak 
diterima oleh pemegang hak atas tanah, maka Bupati/Wali Kota, 
Gubernur atau menteri dalam Negeri mengusulkan pencabutan hak 
atas tanah kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
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 Lihat Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 
148
 ketentuan mengenai jangka waktu musyawarah ini kemudian diubah 
oleh Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, meneurut pasal 10 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 musyawarah dilakukan dalam jangka 
waktu 120 hari kalender. 
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Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan 
Benda-benda yang Ada di atasnya. 




a. Kelemahan formil. 
Ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LN.2011-82,TLN.5234), yang  menyatakan:”bahwa materi 
muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan 
oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan 
peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, jelaslah bahwa peraturan presiden dibuat 
untuk melengkapi materi yang diperintahkan undang-undang 
atau berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan 
pemerintah. Artinya peraturan presiden sesungguhnya dibuat 
sebagai sarana administrasi pemerintah, namun menunjuk 
(according) undang-undang dan/atau peraturan pemerintah, 
sedangkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, 
bukanlah merupakan materi yang diperintahkan oleh undang-
undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, 
melainkan salah satu tindak lanjut Infrastructur Summit 2005, 
sehingga secara formil Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 adalah cacat hukum dan harus dicabut.   
b. Kelemahan materiil. 
Dari segi materiil, peraturan presiden tersebut bertentangan 
dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang 
tidak boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang, 
diakui memang bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
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 Musthofa&Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 192-193. 
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2005 adalah pilihan sulit, tetapi selalu dibayangi dengan 
kepentingan globalisasi dan percaloan oleh pejabat dan 
perorangan. Pembangunan demi kepentingan umum 
dikhawatirkan menjadi bias akibat permainan pejabat dan 
sepekulan tanah. 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ini dianggap oleh 
para ahli sebagai produk hukum yang sangat represif, hal itu 
disebabkan karena munculnya Perpres tersebut dilatar belakangi oleh 
oleh idiologi pembangunan yang berjiwa kapitalis yang lebih 
mementingkan pemilik modal baik dalam negeri maupun luar negeri 
sebagai upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi.
150
 Jika 
dilihat dari subtansi Perpres tersebut yang lebih didominasi 
kepentingan pengusaha dan pemilik modal, hal itu bisa dilihat 
misalnya mengenai makna kepentingan umum yang hanya 
didefinisikan sebagai kepentingan sebagian besar masyarakat tanpa 
adanya pembatasan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 yang bersifat represif yaitu;  
Pertama, mengenai pengaturan ganti rugi, mestinya tidak 
hanya dinilai dari segi materiil. Perpres ini hanya menilai ganti 
rugi atas nilai tanah, tidak disebutkan ganti rugi tanaman yang 
tumbuh di atasnya atau nilai bangunan di atas tanah, tidak ada 
ketentuan bahwa ganti rugi itu menjamin kehidupan rakyat 
yang kehilangan tanah menjadi lebih baik. 
Kedua, proses pengadaan tanah, jangka waktu 90 hari untuk 
negosiasi yang diatur dalam Perpres ini tidak memungkinkan 
pemegang hak atas tanah untuk menentukan pilihan-pilihan 
lain, kecuali dipaksa menerima ganti rugi yang ditetapkan. 
Ketiga, panitia pengadaan tanah, dalam Perpres ini hanya 
mewakili pemerintah. Panitia pengadaan tanah ini dipastikan 
tak akan netral dan obyektif dalam melakukan negosiasi dalam 
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 Ibid., hlm. 201. 
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pengadaan tanah. Tidak ada jaminan oknum dalam panitia 
pengadaan tanah ini tidak bermain mata dengan investor yang 
menyediakan modal untuk pembebasan lahan.
151
  
Atas dasar hal tersebut di atas, maka kemudian Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 direvisi dengan Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepetingan Umum. Beberapa Pasal yang diubah oleh Peraturan 
Presiden Nomor 65 tahun 2006 yaitu; Pasal 1 ayat 3; Pasal 2 ayat 1; 
Pasal 3 ayat 2; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7;Pasal 10; Pasal 13; Pasal 15; 
dan Pasal 18.  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jika dilihat dari bentuk 
hukumnya, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN.2011-
82,TLN.5234). Materi yang dimuat dalam Peraturan Presiden tersebut 
seharusnya dimuat dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk 
Peraturan Presiden.
152
 Di samping itu Peraturan perundang-undangan 
sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang 
kehilangan hak atas tanahnya.
153
 Atas dasar hal tersebut, kemudian 
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 Ibid., hlm. 213. 
152
 Materi muatan dalam Peraturan Presiden berisi materi yang 
diperintahkan oleh Undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan 
Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan, sedangkan materi yang diatur dalam Undang-undang meliputi: 
pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu Undang-
undang untuk diatur dengan Undang-undang, pengesahan perjanjian internasional 
tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan 
kebutuhan hukum dalam masyarakat. Lihat Pasal 10 dan 13 Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
153
 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 dianggap sebagai peraturan yang represif yang tidak memberikan 
perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanahnya. Ganti kerugian yang 
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Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum (LN.2012-22,TLN.5280). 
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
menyebutkan: 
“…Dalam rangka mewujudkan mayarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah 
perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya 
pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah adalah pembangunan untuk 
kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum 
tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan 
dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

















                                                                                                                                                      
diperhitungkan dalam Peraturan Presiden tersebut hanya ganti kerugian yang bersifat 
fisik, sedangkan kerugian yang non fisik tidak diperhitungkan, misalnya hilangnya 
mata pencaharian.   
154
 Prinsip kemanusian maksudnya dalam pengadaan tanah harus 
memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat 
dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 
155
 Prinsip keadilan maksudnya dalam pengadaan tanah harus memberikan 
jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan 
tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan 
yang lebih baik. 
156
 Prinsip kemanfaatan maksudnya hasil pengadaan tanah mampu 
memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  
157
 Prinsip kepastian maksudnya memberikan kepastian hukum tersedianya 
tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan 
kepada pihak yang berhak untuk memberikan ganti kerugian yang layak. 
158
 Prinsip keterbukaan maksudnya bahwa dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan dilaksanakaan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. 




































 dan keselarasan sesuai 
dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara…” 163   
Pengesahan undang-undang ini menunjukkan perhatian 
pemerintah dalam mendorong perkembangan infrastruktur. Undang-
undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam 
pembangunan infrastruktur di Indonesia, hambatan terbesar dalam 
pembangunan infrastruktur adalah dalam proses pengadaan tanahnya. 
Menurut Antara News, sebagaimana dikutip Roosdiono pada tahun 
2011 pemerintah Indonesia menawarkan 79 proyek infrastruktur 




Pengadaan tanah dalam undang-undang ini didefiniskan 
“kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian 
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.165 Kepentingan 
umum didefinisikan: “kepentingan bangsa,166 negara,167 dan 
                                                                                                                                                      
159
 Prinsip kesepakatan maksudnya proses pengadaan tanah dilakukan 
dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan 
kesepakatan bersama. 
160
 Prinsip keikutsertaan maksudnya dukungan dalam penyelenggaraan 
pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 
161
 Prinsip kesejahteraan maksudnya pengadaan tanah untuk pembangunan 
dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak 
dan masyarakat secara luas. 
162
 Prinsip keberlanjutan maksudnya kegiatan pembangunan dapat 
berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 
163
 Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
164
 Roosdiono, “Undang-undang Pengadaan Tanah yang Baru”, Artikel, tt, 
hlm. 1.   
165
 Lihat Pasal 1angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012. 
166
 Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki 
identitas bersama dan mempunyai kebersamaan bahasa, agama, idiologi, budaya, 
dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama. 
www.wikipdia.org diakses tanggal 3 Oktober 2014. 
167
 Negara merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki 
suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu di wilayah tersebut, dan 
berdiri secara independen. www.wikipidia.org. Dalam perspektif hukum tata negara, 
negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata 
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masyarakat
168
 yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.169 Makna kepentingan 
umum dalam undang-undang ini merupakan norma yang kabur (vage 
normen), agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam, maka 
harus dituliskan secara jelas kegiatan yang dimaksud meliputi aktifitas 
apa, dan bagaimana harus dilaksanakan. Nampaknya Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum dapat dikatakan identik dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1976 yang mengedepankan pada 
pengkaburan makna kepentingan umum.
170
 Dalam undang-undang ini, 
tidak ada kriteria dan batasan mengenai kepentingan umum, yakni 
dimiliki, dikuasai oleh pemerintah, dan tidak untuk mencari 
keuntungan, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang beragam 
mengenai makna dan bidang-bidang kepentingan umum. Bahkan 
dalam Pasal 11  ayat (2) dijelaskan; “Dalam hal instansi yang 
memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara, 
tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara”, kemudian Pasal 
12 ayat (1) menjelaskan; “Pembangunan untuk kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r 
wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daearah, atau Badan 
Usaha Swasta”. 
Rumusan Pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) di atas 
sebenarnya mengingkari tentang konsep kepentingan umum, yakni 
                                                                                                                                                      
kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan satu kesatuan. Lihat 
Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 149. 
168
 Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu 
system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar  interaksi adalah 
antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. www.wikipidia.org. 
diakses tanggal 3 Oktober 2014. 
169
 Lihat Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 2 tahun 2012. 
170
 Imam Koeswahyono, “Suatu Catatan Kritis ….”, Op Cit., hlm. 5. 































100 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
pembangunan yang selanjutnya dikuasai, dimiliki pemerintah, serta 
tidak untuk mencari keuntungan (non profit oriented), nampaknya 
undang-undang ini terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal besar 
yang nyata berkarakter profit oriented dengan mengatasnamakan 
kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan 
swasta seharusnya melalui jual beli,
171
 bukan mendompleng 
pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah. Jika dikaji secara 
mendalam kepentingan pemilik modal swasta sangat nampak sekali 
dalam undang-undang ini, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 13 huruf a 
yang memasukkan “jalan tol, dan saluran telekomunikasi”, dalam 
katagori kepentingan umum, padahal jalan tol dan saluran 
telekomunikasi yang dimiliki oleh investor swasta bukan masuk 
katagori kepentingan umum, karena jelas tujuannya profit oriented.
172
 
 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
dilakukan dengan cara musyawarah untuk menentukan besarnya ganti 
kerugian, musyawarah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah 
dengan Lembaga Pertanahan,
173
 musyawarah dilakukan dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Hasil kesepakatan dalam 
musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak 
yang berhak yang dimuat dalam berita acara.
174
 Apabila tidak terjadi 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, pihak 
yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 
setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
                                                                
171
Ibid., hlm. 9. 
172
  Ibid., hlm. 10. 
173
 Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden 
Nomor 36 tahun 2005, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, musyawarah 
dilakukan oleh Pantia Pengadaan Tanah dengan pemegan hak atas tanah, namun 
dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2012, peran Panitia Pengadaan tanah 
digantikan oleh Lembaga Pertanahan. Dalam ketentuan Umum Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia,  Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertanahan. 
174
 Lihat Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
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musyawarah penetapan ganti kerugian selesai dilaksanakan.
175
 
Berdasarkan pengajuan keberatan dari pihak yang berhak tersebut, 
Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 
pengajuan permohonan keberatan.
176
 Apabila pihak yang berhak 
masih keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari ia diberikan hak untuk 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah 
Agung wajib memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian 
kepada pihak yang mengajukan keberatan.
177
  
 Apabila para pihak menolak bentuk dan besarnya ganti 
kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, 
atau mengajukan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan, karena hukum pihak yang berhak dianggap telah 
menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian.
178
 Dalam Undang-
                                                                
175
 Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993,  apabila 
pemegang hak atas tanah tidak dapat menerima keputsan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti kerugian, ia diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada 
Gubernur, kemudian Gubernur akan menilai dan akan memutuskan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian, kemudian jika pemegang hak atas tanah tidak 
menerima keputusan Gubernur mengenai bentuk dan besarnyan ganti kerugian, 
Gubernur mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Presiden berdasarkan 
Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan 
bendan-benda yang ada di atasnya. Namun dalam Undang-undang ini menafikan 
mekanisme pencabutan hak atas tanah, padahal antara pengadaan tanah dengan 
pencabutan hak atas tanah merupakan sebuah sistem dalam perolehan hak atas tanah 
untuk kepentingan umum, yang membedakan hanya mekanismenya, pengadaan 
tanah dilakukan dengan musyawarah mufakat, sedangkan pencabutan hak dilakukan 
dengan paksa karena musyawarah tidak mencapai kesepakatan.  
176
 Lihat Pasal 38 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
177
 Lihat Pasal 38 ayat (4), (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
178
 Lihat Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 































102 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
undang ini juga diterapkan lembaga konsinyasi (menitipkan ganti 
kerugian di Pengadilan Negeri), yaitu: 
a. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan besarnya 
ganti kerugian berdasarkan musyawarah atau putusan 
pengadilan; 
b. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; 
c. Objek pengadaan tanah menjadi objek perkara di pengadilan, 
masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh 
pejabat yang berwenang, dan menjadi jaminan di bank.
179
  
Penerapan konsep konsinyasi yang diatur dalam undang-
undang ini sebenarnya mengadopsi konsep konsinyasi yang terdapat 
dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Namun menurut Maria SW. 
Sumardjono menganalogkan konsep konsinyasi dalam Pasal 42 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan konsep konsinyasi 
yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata adalah kurang tepat, dalam 
hal ini Maria SW. Sumardjono menyatakan:
180
 
”...Secara konsep penggunaan lembaga penitipan ganti 
kerugian pada Pengadilan Negeri adalah keliru, Pasal 1404 
KUH Perdata mengatur tentang lembaga penawaran 
pembayaran diikuti dengan penitipan pada Pengadilan Negeri 
dilandasi pada hubungan yang bersifat keperdataa antara para 
pihak yang berawall dari adanya hubungan utang piutang. 
Pengadaan tanah adalah perbuatan hukum pemerintah untuk 
memperoleh tanah dari pemegang hak atas tanah dengan 
memberikan ganti kerugian. Jelaslah bahwa hubungan antara 
pemerintah dengan pemegang hak atas tanah bukan hubungan 
utang piutang yang bersifat keperdataan. Ketika pemegang hak 
atas tanah menolak ganti kerugian yang ditawarkan oleh 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah, maka tindakan 
                                                                
179
 Lihat Pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 
180
 Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial 
Budaya, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 297. 
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untuk menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan negeri 
merupakan tindakan sepihak, bahwa dengan telah 
dititipkannya uang ganti kerugian itu seolah-olah sudah terjadi 
kesepakatan untuk menerima ganti kerugian tersebut dan 
tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dipandang telah 
dilaksanakan, dan dengan demikian hal tersebut memberiakn 
legitimasi bagi instansi yang memerlukan tanah untuk dapat 
memulai kegiatan fisik pembangunannya..” 
Jika dikaji secara mendalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2012 terdapat beberapa kelemahan. Menurut Maria SW. Sumardjono 




a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menabrak hukum 
sebagai sistem. Jika dalam peraturan perundang-undangan 
sebelum Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 (keppres No. 55 
tahun 1993, Perpres No. 36 tahun 2005 jo Perpres No. 65 
Tahun 2006), membedakan antara konsep pengadaan tanah 
dan konsep pencabutan hak atas tanah, namun Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 meninggalkan konsepsi ini dengan tidak 
menyinggung sama sekali acara pencabutan hak atas tanah 
ketika musyawarah untuk mencapai kesepakatan lokasi 
pembangunan maupun pemberian ganti kerugian menemui 
kegagalan sedangkan lokasi tidak dapat dipindahkan. Semua 
keberatan/penolakan pemegang hak atas tanah diselesaikan 
melalui lembaga peradilan dengan sama sekali menafikan 
acara pencabutan hak atas tanah. 
                                                                
181
 Maria SW Sumardjono, “Anatomi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, 
Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis”, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi 
UU No. 2 Tahun 2012”, diselenggarakan oleh Direktorat Utama Bidang Pembinaan 
dan Perkembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa 
Keuangan RI, Jakarta, 22 Maret 2012, hlm. 18-25.  































104 | Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menabrak Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 
7 ayat (2) menyebutkan; “dalam hal pengadaan tanah 
dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas dan panas bumi 
pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana Strategis 
dan Rencana kerja Instansi yang memerlukan tanah 
sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hruf a dan d. Ada dua hal 
yang dapat dicatat sehubungan dengan rumusan Pasal 7 dan 
dampaknya, pertama, pasal 7 ayat (2) mengecualikan 
pengadaan tanah untuk infrastruktur migas dan panas bumi 
dari keharusan untuk menaati Rencana tata Ruang wilayah dan 
rencana pembangunan nasional/daerah. Pengecualian ini justru 
dapat dimaknai melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 
26 Tahun 2007, karena adanya kewajiban untuk menaati 
rencana tata ruang, bahkan pelanggaran terhadap kewajiban ini 
dapat berujung pada sanksi pidana; kedua, jika karena 
karakteristik kegiatan migas dan panas bumi dinilai 
mempunyai kekhususan, maka jalan keluarnya bukan dengan 
merusak system penataan ruang dengan merumuskan 
pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2), tetapi dapat diusahakan 
dengan menggunakan instrumen peninjauan kembali rencana 
tata ruang yang dimungkinkan melalui Pasal 16 Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007, dan yang telah diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
Berdasarkan uraian di atas, ada dua hal yang perlu 
diperhatikan terkait dengan keberadaan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012, pertama, undang-undang itu perlu direvisi kembali, 
artinya kembali kepada sistem perolehan hak atas tanah yang ada, 
yaitu jika tercapai kata sepakat, maka mekanismenya melalui 
pengadaan tanah, namun jika tidak tercapai kata sepakat maka melalui 
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pencabutan hak atas tanah, jika tidak demikian, maka Pasal 18 UUPA, 
dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak 
atas tanah dan benda-benda di atasnya harus dicabut; kedua, lembaga 
penitipan (konsinyasi) diperuntukkan dalam hal-hal tertentu saja, 
yakni jika pemegang hak atas tanah tidak diketahui keberadaannya, 
obyek pengadaan tanah sedang menjadi sengketa di pengadilan, 




 Untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang 
pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum yang melibatkan pihak swasta dalam Peraturan Perundang-
undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976, Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012), berikut ini digambarkan dalam sebuah tabel 3 
dan tabel 4: 
Tabel 2: Perbandingan subtansi pengaturan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 
melibatkan pihak swasta dalam PMDN No. 15 Th. 
1975, PMDN No. 2 Tahun 1976, Keppres No. 55 
Tahun 1993. 
 


















                                                                
182
 Maria SW Sumardjono, Ibid, hlm. 41. Lihat pula Sudjito, “Kajian 
Yuridis Filosofis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” dalam Sudjito et all, Restorasi 
Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan…., Op Cit, hlm. 3. 
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Sumber:   PMDN No 15 Tahun 1975, PMDN No 2 Tahun 1976, dan 
Keppres No. 55 Tahun 1993 diolah. 
 
Tabel 3: Perbandingan subtansi pengaturan pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 
melibatkan pihak swasta dalam Perpres No 36 Tahun 

















































































































































































































































































Sumber:   Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, 
dan UU. No. 2 Tahun 2012 diolah. 
 Berdasarkan gambaran dalam tabel 2 dan tabel 3 di atas, 
nampak perbedaan pengaturan antara PMDN No. 15 Th 1975, PMDN 
No.2 Th. 1976, dan Keppres No 55 Th 1993, dalam PMDN No. 15 Th 
1975 dan PMDN No 2 Th 1976 swasta dapat telibat dalam pengadaan 
tanah bagi pembangunan, akan tetapi dalam Keprres No 55 Th 1993 
swasta tidak dapat terlibat dalam pengadaan tanah. Menurut Keppres 
No 55 Th 1993 pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah. Sementera 
berdasarkan tabel 4, Nampak perbedaan pengaturan antara Perpres No 
36 Th 2005, Perpres No 65 Th 2006 dan Undang-undang No 2 Tahun 
2012, menurut Perpres No 36 Th 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 
swasta tidak dimungkinkan terlibat dalam pengadaan tanah dan 
pelaksanaan pembangunan, akan tetapi menurut Undang-undang No 2 
Tahun 2012 swasta dapat terlibat dalam pengadaan tanah dan dalam 
pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan pihak swasta dalam 
pengadaan tanah dapat terjadi dengan dilibatkannya tim penilai 
(appraisal) dalam proses pemberian ganti kerugian, sementara dalam 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pihak swasta 
juga dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui 
kerjasama dengan pemerintah.   
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BAB V 
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN 
USAHA SWASTA DALAM PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN 
 
1. Ratio Legis Pengaturan Pengadaan Tanah Melibatkan Swasta 
Landasan Hukum yang dijadikan dasar mengenai kerjasama 
Pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum adalah Pasal 12 ayat 1 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Pasal 12 menyebutkan;  
1. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib diselenggarakan 
Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan 
Usaha Swasta. 
2. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan 
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, 
pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 12 menyatakan “cukup jelas”, dalam undang-
undang juga  tidak ada batasan mengenai bentuk dan model kerjasama 
antara pemerintah dengan badan usaha swasta yang dapat membawa 
kesejahteraan masyarakat. Jika dikaji secara mendalam munculnya 
Pasal 12 di atas dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk 
mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, sementara 
dana yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk membangun 
infrastruktur, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak swasta 
perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum. Mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pelaksanaan 
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pembangunan umum, lazimnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS), atau Public Privat Partnership (PPP). Pada dasarnya 
peran pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan adalah 
untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan yang berhubungan 
dengan kepentingan umum pada mulanya hanya menjadi peran dan 
kewajiban pemerintah, namun praktik yang terbaik yang terjadi di 
beberapa negara yang sudah berhasil pembangunan infrastrukturnya, 
pemerintah mengajak peran swasta yang dikenal dengan public privat 
partnership. Public Privat Partnership (PPP) merupakan bentuk 
kerjasama pemerintah dengan swasta atau sebaliknya swasta 
mengajak kerjasama dengan pemerintah untuk melaksanakan 
pembangunan. Apa yang diperjanjikan antara pemerintah dengan 
swasta secara subtansial menganut asas kebebasan berkontrak.
183
  
Secara normatif, pengaturan mengenai kerjasama pemerintah 
dengan swasta dalam undang-undang tentang pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum tertuang dalam Pasal 12 ayat 
(1). Ratio legis dari munculnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 
“Hukum positif pasca Indonesia merdeka, tidak ada undang-
undang yang mengatur pengadaan tanah oleh swasta untuk 
kepentingannya. Dirasakan sekarang ada penguasaan dan 
pemilikan oleh swasta yang luasnya tidak lagi proporsional 
atau relevan untuk bidang usahanya. Selain itu realitas 
penguasaan tanah-tanah oleh swasta saat ini ada sebagian yang 
diterlantarkan, yang indikasinya sekitar 6,1 juta hektar. Luasan 
itu sama saja dengan puluhan kali luasnya dari luas tanah 
negara tetangga. Hal ini sangat merugikan rakyat, bangsa, dan 
negara, selain dari pada itu, ketika pengadaan tanah tidak ada 
peran negara, tidak ada pengawasan dari negara, dan tidak pula 
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 Anonim, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta, 2010), hlm. 51. 
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ada pengendalian dari negara maka terjadi privatisasi besar-
besaran oleh swasta yang pada ujungnya negara tidak lagi 
mempunyai koridor hukum untuk melakukan peranannya 
secara baik. Sementara pemerintah tidak mempunyai data yang 
valid dan terpercaya mengenai berapa luas tanah yang 
dikuasai/dimiliki swasta yang diperoleh melalui pengadaan 
tanah. Hal ini terjadi karena kekosongan hukum mengenai 
tidak ada kewajiban bagi swasta untuk melaporkan tanah-
tanahnya. Beranjak dari ratio legis yang disebut di atas, 
pemerintah perlu menjalankan peran pengendalian, peran 
pengawasan, dan peran pengaturan atas pengadaan-pengadaan 
tanah yang dilaksanakan oleh swasta untuk kepentingannya 
dengan undang-undang”.184   
Pengadaan tanah bagi kepentingan swasta pada awalnya 
disebutkan secara explisit dalam Pasal 4, 11, dan 12 Rancangan 
Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Pasal 
4 RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan menentukan: 
Pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi:  
a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan 
b. Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta. 
Pasal 11 RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 
menentukan: “Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta 
dilakukan dengan perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah”. 
Pasal 12 RUU menentukan: “Pengadaan tanah untuk 
kepentingan usaha swasta dilakukan secara langsung dan sukarela 
oleh pihak swasta yang memerlukan tanah dengan pihak yang 
berhak”. 
Dalam perkembangannya setelah disahkan menjadi undang-
undang rumusan Pasal 4, 11, dan 12 tidak muncul, sehingga yang 
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disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah 
rumusan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: 
“Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib diselenggarakan 
Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan 
Usaha Swasta”. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 
dikembangkan di negara-negara Uni Eropa, tidak hanya dijalankan 
oleh pemerintah semata, tetapi juga bekerjasama dengan pihak badan 
usaha swasta dalam skema public privat partnership atau kerjasama 
pemerintah swasta (KPS). Meskipun kerjasama pemerintah swasta 
(KPS) bukanlah satu-satunya cara (miracle way) kesuksesan 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan, namun lebih 
berpeluang jika semua peran dijalankan oleh pemerintah. Pengalaman 
yang dipraktikkan di dunia internasional itulah yang dicoba 
dikembangkan di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan 
tanah untuk pembangunan ada 3 (tiga) pola, yaitu: (1) pengadaan 
tanah oleh pemerintah; (2) pengadaan tanah oleh pemerintah 
bekerjasama dengan swasta; (3) pengadaan tanah oleh swasta untuk 
kepentingan umum atau untuk kepentingan privat.
185
 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Privat 
Partnership (PPP) didefinisikan oleh  Wiiliam J. Paren dari USAID 
Environmental Services Program  sebagai:  
“an agreement or contract, between a public entity and private 
party, under which: (a) private party understakes government 
function for specified period of time; (b) the private party 
receives compensation for performing the function, directly or 
indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising 
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form performing the function and, (d) the public facilities, land 
or other resources may be transferred or made available to the 
private party”.186 
Definisi yang lain dari Kerjasama Pemerintah Swasta atau 
Public Privat Partnership (PPP) adalah “partnership between the 
public sector and the private sector for the the purposes of desaining, 
planning, financing, contructing and/or operating project wich would 
be regarded traditionally as falling within the remit of the public 
sector”.187 
 Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dapat juga dimaknai 
sebagai kerjasama antara Pemerintah dengan sektor Swasta 
berdasarkan kapasitas masing-masing pihak untuk memenuhi tujuan 
bersama yang disepakati dalam bidang kebutuhan umum dengan 
mempertimbangkan kesesuaian alokasi sumber daya resiko, dan imbal 
jasa/penghargaan (reward). Dalam arti yang lain kerjasama 
pemerintah swasta adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau 
lebih yang memungkinkan mereka saling bekerjasama untuk 
mencapai tujuan  bersama, yang mana masing-masing pihak berperan 
berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kekuasaannya, tingkat 




Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dapat pula dipandang 
sebagai kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta dalam 
penyediaan infrastruktur, pada awalnya penyediaan infrastruktur ini 
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dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, masing-masing pihak yang 
terlibat dalam kemitraan memperoleh manfaat secara relatif terhadap 
yang lain menurut kinerja dalam sektor-sektor tertentu. Kombinasi 
tingkat kemanfaatan antar mitra maupun antar sektor kegiatan secara 
langsung mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan Kerjasama 
Pemerintah Swasta.
189
 Dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta 
(KPS), terdapat tiga pihak yang mempunyai peran masing-masing, 
yaitu: (1). Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator 
(pembuat kebijakan); (2). Perbankan selaku penyandang dana; (3). 
Pihak swasta/BUMN/BUMD selaku special purpose company yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari desain, 
kontruksi, pemeliharaan dan operasional.
190
 
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan alat untuk 
meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas produk-produk dan 
pelayanan publik. Tujuan bersama yang hendak dicapai dengan 
menggunakan skema KPS antara lain untuk meningkatkan efektifitas 
dan efesiensi dalam pelaksanaannya, meningkatkan kualitas produk-
produk dan pelayanan publik, dan adanya pembagian modal, risiko, 
dan kompetensi atau keahlian sumber daya manusia secara bersama-
sama. Pada sisi yang lain KPS tidak hanya dipandang dari aspek 
publik dan privat saja, akan tetapi merupakan triangle synergi antara 




Public Privat Partanership (PPP), atau Kerjasama Pemerintah  
Swasta (KPS) sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti 
Amerika, Inggris, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, dan Afrika 
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Selatan. Lazimnya di beberapa negara, kegiatan pembangunan 
infrastruktur seperti kereta apai, jalan, energi, ketenaga listrikan, dan 
air bersih sepenuhnya dimiliki, dilakukan dan dibiayai oleh 
Pemerintah. Namun dalam perkembangannya tidak setiap negara 
memiliki kapsitas yang memadai dalam penyediaan infrastruktur, 
khususnya dalam aspek pembiayaan. Pada sisi lain beberapa kegiatan 
infrastruktur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negera (BUMN), 
national firms tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Untuk 
mengakomodasi keterbatasan pembiayaan kegiatan pembangunan 
infrastruktur sekaligus mendorong optimalisasi kinerja, Public Privat 




Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha swasta dalam 
pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur didasari adanya 
keterbatasan keuangan pemerintah yang mendorong pemerintah untuk 
mengikutsertakan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur 
guna menunjang pembangunan nasional.
193
 Sementara untuk 
mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pertahun, 
pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran pembangunan 
infrastruktur sebesar Rp. 1.923,7 Trilyun untuk investasi selama tahun 
2010 hingga tahun 2014. Namun jumlah anggaran yang dialokasikan 
pemerintah pusat hanya sebesar 29,1 persen dari total investasi yang 
dibutuhkan  (sekitar Rp. 559,54 trilyun) serta jumlah anggaran yang 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 335, 07 trilyun. 
Dengan demikian pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor 
swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur 
melalui skema “Public Privat Partnership” (PPP), atau Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS), yang diharapkan bisa berkontribusi untuk 
menutupi anggaran infrastruktur sebesar Rp. 668, 34 Trilyun.
194
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Dengan demikian, beberapa faktor yang menyebabkan 
pemerintah perlu melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu (1) kurangnya dana 
pemerintah; (2) infrastruktur yang ada sudah tidak memadai baik dari 
segi kuantitas maupun kualitasnya; (3) keahlian yang dimiliki oleh 
sektor swasta.
195
 Pendapat serupa disampaikan Dwinanta Utama, 
penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) akan semakin penting 
di masa mendatang disebabkan; keterbatasan sumber daya pemerintah, 
meningkatnya permintaan, Efisiensi dalam pelayanan, kualitas dan 




Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) digagas untuk 
mengundang lebih banyak peran dan inisiatif swasta dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara dana yang 
disediakan oleh Pemerintah dipastikan tidak mampu menutupi 
keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Dengan menggandeng pihak 
swasta, kebutuhan dana diharapkan dapat tercukupi. Pemerintah 
memberikan jaminan bahwa proyek KPS prioritas yang dibangun oleh 
pihak swasta dan dijamin cukup untuk mengembalikan nilai 
investasinya yang disebut sebagai resiko pengembalian atas investasi. 
Pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap resiko politik, 
apabila selama masa konsesi pemerintah melakukan perubahan 
peraturan yang mengakibatkan proyek dipandang tidak akan mampu 
mengembalikan investasi sesuai dengan yang diperjanjikan, 
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Berbagai kajian menunjukan bahwa dengan kapasitas fiskal 
yang ada saat ini, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam 
membangun infrastruktur jika hanya menggunakan dana pemerintah 
saja. Agar infrastruktur dapat berperan maksimal dalam menunjang 
perekonomian, para ahli seringkali menggunakan angka 5%--6% dari 
Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebagai rule of thumb 
alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Indonesia masih berada 
dalam kisaran rata-rata 2%--3% dari PDRB.
198
 Dengan kebutuhan 
yang demikian besar maka kerjasama pemerintah dan swasta dalam 
pola Public Private Partnership (PPP) merupakan opsi yang harus 
terus dikembangkan. Infrastruktur yang memiliki tingkat 
pengembalian finansial yang tinggi seperti jalan tol, pelabuhan 
kontainer, terminal bandara, pembangkit listrik, dapat dikerjasamakan 
dengan swasta melalu pola PPP. Sementara itu pemerintah akan lebih 
fokus untuk membangun infrastruktur yang secara komersial tidak 
layak, namun secara sosial ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat 
seperti air bersih, santilasi, irigasi, jalan desa, listrik pedesaan dan 
berbagai infrastruktur pedesaan lainnya. 
Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi 
pelayanan jasa kebandaraudaraan; penyedia dan/atau pelayanan jasa 
kepelabuhan; penyedia dan/atau pelayanan sarana dan prasarana 
perkeretaapian; infrastruktur jalan, meliputi tol dan jembatan tol. 
Dukungan pemerintah akan meliputi perijinan; kontribusi dan insentif 
fiskal; pengadaan tanah; jaminan proyek KPS. Kerjasama pemerintah 
dengan Badan Usaha akan mempertimbangkan aspek-aspek: 
kesesuaian dengan RPJM dan Renstra sektor infrastruktur, kesesuaian 
lokasi proyek dengan RTRW serta berkaitan antara sektor 
infrastruktur dan antar wilayah. Adapun persyaratan yang harus 
dipenuhi meliputi: Pra-studi Kelayakan, Rencana bentuk kerjasama, 
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Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana serta Rencana 
penawaran kerjasama, jadwal proses dan cara penilaian.
199
 
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, 
pemerintah mencangkan empat pilar utama Program Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Indonesia yang diluncurkan bersamaan 
dengan digelarnya Infrastructure Summit 2005. Keempat pilar utama 
tersebut meliputi: 
1. Pilar pertama adalah reformasi peraturan perundangan. 
Reformasi ini bertujuan untuk membuka peluang swasta 
secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. 
Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang 
Perkeretaapian dan semua turunannya direvisi sehingga 
membuka kemungkinan tidak hanya swasta tetapi juga 
masyarakat dan pemerintah daerah dapat ikut serta dalam 
pembangunan infrstruktur.  
2. Pilar kedua adalah penyusunan daftar proyek yang akan 
dipercepat pembangunannya, baik yang dibiayai oleh 
APBN maupun oleh skema KPS. Untuk proyek KPS, 
disusun KPS Book yang berisi infomasi terkait proyek 
yang akan ditawarkan kepada pihak swasta. Beberapa 
proyek dipilih menjadi model proyek yang diharapkan 
dapat menjadi acuan proyek-proyek sejenis. Selain itu juga 
disusun kerangka pengelolaan resiko yang memberikan 
jenis penjaminan yang sesuai dalam pembangunan 
infrastruktur. Agar jaminan Pemerintah tidak secara 
langsung berimplikasi pada APBN, maka disusunlah 
konsep cikal bakal Indonesia Infrastructure Guarantee 
Fund. 
3. Pilar ketiga adalah pembangunan forum komunikasi yang 
erat antara pemangku kepentingan. Forum ini adalah 
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gagasan awal terbentuknya Indonesia Infrastruktur Forum 
yang menjadi wadah diskusi para pemangku kepentingan 
bidang infrastruktur, terutama dari unsur pemerintah, 
swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum ini 
mengadakan pertemuan reguler dengan tujuan menjebatani 
informasi, interaksi, dan pewujudan aksi bersama untuk 
mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Forum ini sedianya merupakan organisasi komplementer 
Komite Kebijaksanaan Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur (KPPI) yang beranggotakan para menteri dan 
kepala lembaga terkait.  
4. Pilar keempat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia dan institusi. Pada beberapa kementerian, 
dilahirkan badan pengarut sektor yang berfungsi sebagai 
regulator bagi sektor terkait. Sebagai contoh adalah bidang 
jalan tol, yang diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT), dan di bidang air minum, dengan dibentuknya 
Badan Pengatur Sistem Penyedia Air Minum.
200
 
Perkembangan kebijakan KPS di Indonesia dan didukung oleh 
berbagai studi mengenai pelaksanaan KPS di negara berkembang 
dalam 20 tahun terakhir, terdapat 5 hal yang harus dilakukan untuk 
dapat mencapai hasil dan manfaat KPS yang optimal. Hal-hal tersebut 
akan diuraikan pada bagian berikut: 
Pertama adalah mutlak untuk menerapkan asas transparansi, 
akuntabilitas kepada publik dan bebas korupsi dalam 
pelaksanaan KPS. Berbagai cara dilakukan untuk dapat 
mencapai KPS yang berhasil, antara lain, dengan melakukan 
lelang umum yang diumumkan secara luas kepada masyarakat, 
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transparasi dalam proses pelelangan, serta pengumuman 
hasilnya disampaikan secara berkala kepada publik. 
Kedua adalah penguatan kapasitas instusional, terutama pada 
sisi regulator. Kerangka kebijakan dan peraturan yang jelas tetap 
merupakan syarat yang utama untuk mengatur investasi dalam 
pengadaan layanan publik. Investor akan merasa nyaman dalam 
berinvestasi jika didahului oleh kejelasan dan kepastian dalam 
aturan dan proses yang harus diikuti. 
Ketiga adalah bahwa pengaturan resiko dan contingent liabilities 
adalah salah satu kunci keberhasilan proyek KPS, yang antara 
lain meliputi kontrak tahun jamak dan dukungan pemerintah 
dalam bentuk fiskal. Contohnya adalah pembangunan 
konstruksi, dan penyertaan, atau penjamin lainnya terhadap 
resiko tertentu.  
Keempat adalah dipelukan pembagian alokasi risiko (tidak 
terbatas liability dan profit) yang berimbang antara investor 
swasta, pemerintah, dan pengguna infrastruktur. Analisis resiko 
yang tepat dipelukan untuk dapat memahami besarnya resiko 
yang ditanggung swasta dan pengguna, yang kemudian 
diterjemahkan dalam besarnya subsidi dan jaminan yang 
diperlukan dari pemerintah.  
Kelima adalah arus kas dengan prinsip cost recovery menjadi 
suatu syarat yang harus ada dalam proyek KPS yang berhasil. 
Arus kas umumnya berasal dari pendapatan dari tarif serta 
subsidi pemerintah, jika diperlukan, sebagai bentuk garansi 
investasi. KPS menjadi lebih ideal apabila dapat memberikan 
manfaat yang memadukan prinsip investasi yang efisien dan 
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Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan 
Usaha meliputi: 
1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa 
kendaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa pelabuhan, 
sarana dan prasarana perkeretaapian. 
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol  dan jembatan. 
3. Infrastruktur pengairan, meliputi ssaluran pembawa air 
beku. 
4. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan 
air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi 
pengolahan air minum. 
5. Insfrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah 
limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan 
sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat 
pembuangan. 
6. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika meliputi 
jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-goverment. 
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, 
termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari 
panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. 
8. Infrastruktur minyak dan gas, meliputi transmisi dan/atau 
distribusi minyak dan bumi. 
 Menurut Erar Joesoef, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus 
mengacu pada prinsip-prinsip dasar, yaitu: 
1. Adil, berarti seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses 
pengadaan harus memperoleh perlakukan yang sama;  
2. Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka 
bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang 
dipersyaratkan;  
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3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang 
berkaitan dengan penyediaan infrastruktur termasuk syarat 
teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan 
penetapan badan usaha bersifat terbuka bagi seluruh badan 
usaha serta masyarakat umumnya;  
4. Bersaing, berarti pemilihan badan usaha melalui proses 
pelelangan;  
5. Bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan badan usaha harus 
dapat dipertanggungjawabkan;  
6. Saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan badan usaha 
dalam penyediaan infrastruktur dilakukan berdasarkan 
ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi 
keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan 
memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;  
7. Saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan badan usaha 
dalam penyediaan infrastruktur dilalkukan berdasarkan 
ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan 
kedua belah pihak;  
8. Saling mendukung, berarti kemitraan dengan badan usaha 
dalam penyediaan infrastruktur dilakukan dengan semangat 
saling mengisi dari kedua belah pihak.
202
   
 
2. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 
Pada awalnya Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS), terdapat tiga tipe dasar kerjasama yaitu: 
1. Proyek pembangunan dengan pembiayaan langsung melalui 
mitra sektor swasta. 
2. Pembagian kontribusi dalam pembangunan, pengelolaan 
beserta dengan resiko di antara beberapa mitra sektor swasta. 
                                                                
202
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3. Investasi khusus dalam transit supportive development.203 
Dalam perkembangannya PPP telah mengalami berbagai 
evolusi dalam bentuk-bentuk skema kerjasama yang mengacu pada; 
(1) tingkat resiko antar mitra; (2) kapasitas dan tingkat peran serta 
masing-masing mitra yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan; (3) 
potensi implikasi dari tingkat imbal jasa yang diberikan. Selanjutnya 
bentuk kerjasama pemerintah swasta dapat dibedakan mejadi dua 
bentuk yaitu konsesi dan joint venture. Dalam bentuk konsesi 
pemerintah sebagai pengguna jasa sedangkan swasta sebagai penyedia 
jasa. Bentuk konsesi ini meliputi Build operate Transfer (BOT); 
Desaign Build Operate Maintain (DBOM); Desaign Built finance 
Operate (DBFO); Built Own Operate (BOO); dan Rehabilitate 
Operate Transfer (ROT). Sedangkan dalam Bentuk joint venture 
pemerintah dan swasta bergabung membentuk business entity baru 
dan sharing dalam resiko dan keuntungan.
204
 
Build Operate Transfer (BOT), swasta membangun, 
mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah 
setelah masa konsesi/kontrak berakhir. Rehabilitate Operate Transfer 
(ROT), swasta meperbaiki, mengoperasikan fasilitas dan 
mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi/kontrak 
berakhir. Build Own Operate (BOO), swasta membangun, swasta 
merupakan pemilik fasilitas dan mengoperasikannya. Desaign Build 
Operation Maintenance (DBOM), pemerintah membangun, swasta 
mengoperasikan dan memelihara.
205
 Bentuk BOT dan BTO ada masa 
kontraknya, jika masa kontraknya telah berakhir maka proyek harus 
diserahkan ke pemerintah, selanjutnya pemerintah bisa mengelola 
sendiri atau ditenderkan lagi. 
Dalam Aid for Development Effectiveness Secretariat, 
kontrak kerjasama pemerintah dan swasta meliputi Designe Build, 
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Designe Build Operate, Designe Build Finance Operate, Designe 
Build Own Operate.
206
 Untuk memberikan gambaran mengenai 
penerapan Kerjasama Pemeritah Swasta menurut jenis 
kontrak/kerjasama dapat digambarkan dalam tabel 5 di bawah ini. 
 
Tabel 5: Jenis Kontrak Kerjasama Pemerintah Swasta 
No  Jenis Uraian 
1 Designe Build Sektor publik melakukan kontrak dengan 
swasta sebagai penyedia tunggal untuk 
melakukan desain dan kontruksi. Dengan 
cara ini pemerintah mendapatkan 
keuntungan dari economies of scale dan 
mengalihkan resiko yang terkait dengan 
desain kepada sektor swasta 
2 Designe Build 
Operate 
Sektor publik melakukan kontrak dengan 
penyedia swasta untuk merancang, 
membangun dan mengoperasikan asset 
modal. Sektor publik tetap bertanggung 
jawab untuk meningkatkan modal yang 
dibutuhkan dan mempertahankan 
kepemilikan fasilitas. 
3 Designe Build 
Finance Operate 
Sektor publik melakukan kontrak dengan 
penyedia swasta untuk merancang, 
membangun membiayai dan 
mengoperasikan (DBFO) aset modal. 
Model ini biasanya melibatkan perjanjian 
konsensi panjang. Sektor publik 
memiliki pilihan untuk mempertahankan 
kepemilikan asset atau sewa aset ke 
sektor swasta untuk periode waktu. Jenis 
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pengaturan ini umumnya dikenal sebagai 
inisiatif keuangan swasta (PFI)  
4 Designe Build 
Own Operate 
Sebuah penyedia swasta bertanggung 
jawab untuk semua aspek proyek. 
Kepemilikan fasilitas baru ditransfer ke 
penyedia swasta, baik tanpa batas waktu 
atau untuk jangka waktu yang tetap. 
Kesepakatan jenis ini juga termasuk 
dalam domain dari sebuah inisiatif 
keuangan swasta. Sistem ini lebih 
dikenal dengan “membangun, 
mengoperasikan, memiliki, dan transfer” 
(BOOT). 
 
Tiap bentuk kerjasama pemerintah swasta berpotensi 
menimbulkan resiko, antara lain:
207
 
a. Kontrak kerja yang panjang dengan struktur kesepakatan 
yang kurang flexible. 
b. Potensi keterlambatan dan tingginya biaya dalam 
pengadaan. 
c. Resiko hilangnya control pengelolaan oleh pihak 
pemerintah. 
d. Pihak swasta relative berbiaya tinggi dalam pembiayaan. 
e. Relative tidak mampu memenuhi transfer resiko absolut. 
f. Mensyaratkan kapasitas dan keahlian tertentu dari 
pemerintah yang sulit terpenuhi. 
g. Berpotensi mendapat respon negatif dari publik terkait 
dengan keuntungan dan kontrol. 
Selain berpotensi menimbulkan resiko, Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS) dalam banyak hal dapat mendatangkan manfaat bagi 
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pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta itu sendiri. Beberapa 
manfaat yang dapat terjadi yaitu:
208
  
a. Dapat menarik investasi swasta dan membuat pembiayaan 
proyek lebih terjangkau. 
b. Meningkatkan kepastian pembiayaan dan mengurangi potensi 
“soft budgetary constrain”. 
c. Mengoptimalkan kemampuan dan keahlian swasta dalam 
mendukung pembangunan. 
d. Pemerintah hanya membayar jika pelayanan (jasa/produk) 
dihasilkan oleh pihak swasta. 
e. Kualitas pekerjaan dapat dimonitor dan dikelola secara rutin. 
f. Akuntabilitas terjamin. 
g. Dapat memastikan asset dikelola dengan baik. 
h. Orientasi pelayanan terhadap pelanggan. 
Kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pembangunan 
infrastruktur misalnya, kontrak kerjasama antara pemerintah dengan 
investor swasta dalam pembangunan jalan tol. Pola kerjasama 
pemerintah dengan swasta dalam pembangunan jalan tol dilakukan 
dengan bentuk ikatan kerjasama (joint venture) antara investor swasta 
dan jasa marga sebagai BUMN wakil pemerintah berdasarkan izin 
penyelenggaraan jalan tol yang diberikan oleh menteri pekerjaan 
umum. Izin tersebut dalam bentuk kuasa penyelenggaraan kemudian 
dikuasakan kepada investor swasta berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas 
Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan. Dalam 
perjanjian kuasa penyelenggaraan itu kewajiban Jasa Marga 
menyerahkan tanah kepada badan usaha jalan tol dengan bentuk ikatan 
kerjasama (joint venture), sedangkan kewajiban investor swasta 
adalah membiayai pembangunan kontruksi jalan tol.
209
Pada awalnya 
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biaya pengadaan tanah ditanggung oleh pemerintah, dalam 
perkembanganya biaya pengadaan tanah yang pada mulanya 
ditanggung oleh investor swasta sebagai investasi. Bentuk partisipasi 
swasta dalam pembangunan jalan Tol dengan pola bangun guna serah 
(bulid operate transfer), kontrak operasi dan pemeriliharaan 




3. Perbandingan Pengaturan Pengadaan Tanah di Beberapa 
Negara 
a. Malaysia 
Peraturan perundang-undangan di Malaysia di bidang 
pertanahan diatur secara tertulis di dalam Kanun Tanah Negara 1965 
(akta 56/1965), Akta Pengambilan Tanah No. 486/1960, Kaedah-
kaedah, dan Orodinan Pengambilan Tanah 1948 (PTM. Ord. 21/1948). 
Sebelum berlakunya akta pengambilan tanah No. 486/1960, ada 
beberapa undang-undang tertulis yang mengatur tentang pengambilan 
tanah di Malaysia, yaitu:  
1. Enakmen Pengambilan Tanah Negeri Melayu bersekutu, Bab 
140. 
2. Enakmen Pengambilan Tanah Negeri Kedah, No. 57. 
3. Enakmen Pengambilan Tanah Negeri 1 Kelantan 1934, No. 8 
Tahun 1934. 
4. Pengambilan Bagi maksud-maksud kereta api Negeri Perlis 
1932, No. 6 Tahun 1932. 
5. Enakmen pengambilan tanah-tanah (perluasan perlis) 1958 
Negeri Perlis no. 4 Tahun 1958. 
6. Ordonansi Pengambilan Tanah (perluasan kepada Terengganu) 
1952 No. Tahun 1952. 
7. Ordonansi pengambilan tanah negeri-negeri selat, bab 128. 
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Berdasarkan Pasal 70 Akta Pengambilan Tanah No. 486 Tahun 
1960 peraturan perundang-undangan di atas dinyatakatan tidak 
berlaku lagi, sehingga untuk saat ini peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang pertanahan adalah Kanun Tanah Negara No. 
56 Tahun 1965 (akta No. 56 tahun 1965), dan Akta Pengambilan 
Tanah No. 486 tahun 1960.
211
 
Pasal 52 (2) dan Pasal 70 Kanun Tanah Negara No. 560 Tahun 
1960 menentukan yang berhak mengambil tanah adalah pihak 
berkuasa negeri (raja, gubenur, pemerintah). Dalam pengambilan 
tanah yang dilakukan oleh raja, gubenur atau pemerintah terlebih 
dahulu diajukan permohonan kepada Mahkamah Tinggi Malaysia. 
Sebelum Mahkamah Tinggi memutuskan permohonan, terlebih dahulu 
harus berunding mengenai nilai dan harga tanah yang akan dibayar, 
ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar atau memberikan tanah 
pengganti kepada pemiliknya. Setelah pihak-pihak setuju barulah 
Mahkamah memutuskan tentang ganti rugi yang diberikan kepada 
pemilik tanah. 
Apabila pemilik tanah merasa tidak puas dengan ganti rugi 
yang diberikan, ia diberikan hak untuk mengemukakan bantahan 
kepada pihak berkuasa negeri melalui Mahkamah. Mahkamah akan 
memutuskan mengenai keberatan ganti rugi, bentuk putusan 
Mahkamah adalah mengukuhkan atau membatalkan besarnyaa ganti 
rugi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penguasa negeri. Dalam 
peraturan perundang-undangan Malaysia tidak seorang pun haknya 
boleh dihilangkan, kecuali mengikuti ketentuan undang-undang dan 
memberikan ganti rugi yang layak. Bahkan setiap orang yang 
menerima ganti rugi kehidupannya lebih baik dari pada kehidupanya 
sebelumnya, sehingga pengambilan tanah yang dilakukan oleh 
penguasa negeri tersebut tidak pernah merugikan rakyat.
212
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Margaretha Pustaka, 2011), hlm. 287. 
212
 Ibid., hlm. 289. 































 Dr. Muwahid, SH., M.Hum | 131 
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Akta Pengambilan Tanah No. 
486 Tahun 1960, dalam pengambilan dan perolehan tanah dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Pertama-tama membuat tawaran tentang ganti kerugian, 
kemudian dirundingkan. 
2. Pembayaran dilakukan sekaligus atau berkala atau cara lain 
yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
3. Tanah yang akan dibayar ganti kerugian harus dijelaskan 
kegunaannya dan manfaatnya kepada pihak yang 
berkepentingan serta tujuan-tujuan yang akan dijalankan. 
Pengambilan tanah tersebut harus diajukan kepada Pentadbir 
Tanah (di Indonesia BPN), dalam permohonan tersebut harus disertai 
proyek dalam hal apa tanah itu diambil, selanjutnya bagaimana 
penilaian kerajaan mengenai tanah yang hendak diambil, Pendadbir 
Tanah boleh menolak permohonan jika tidak memenuhi kepentingan 
umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pengambilan Tanah.
213
 
Pasal 3 Akta Pengambilan Tanah No. 486 Tahun 1960 
menentukan pihak berkuasa dapat mengambil tanah yang akan 
dipergunakan: 
1. Untuk kepentingan umum; 
2. Oleh perorangan atau untuk badan hukum yang menurut 
pendapat pihak berkuasa negeri adalah benefisial untuk 
kemajuan ekonomi Malaysia atau menurut masyarakat sesuatu 
itu untuk kepentingan umum; 
3. Untuk digunakan sebagaia lahan pertambangan atau untuk 
tujuan pemukiman penduduk, pertanian, perdagangan, 
perindustrian atau rekreasi atau kombinasi dari maksud itu.
214
 
Dalam Pasal 3 tersebut tidak ada penjelasan mengenai maksud 
dari kepentingan umum, namun dalam perkembangannya maksud dari 
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Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 170.  
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kepentingan umum dapat dijelaskan dengan 3 (tiga) katagori, yaitu, 
pertama; untuk maksud umum, yaitu untuk kegunaan berbentuk 
umum seperti rumah sakit atau klinik, tempat rekreasi, tempat ibadah, 
gedung serba guna dan sebagainya; kedua, untuk maksud yang 
bermanfaat untuk pembangunan ekonomi negara atau kepada umum 
secara keseluruhan atau sebagian saja; ketiga, untuk maksud dijadikan 
kawasan pertambangan, penempatan, pertanian, perdagangan dan 
industri.
215
 Dengan demikian Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dapat 
melakukan pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat; (1) 
untuk kepentingan umum; (2) untuk pembangunan ekonomi Malaysia; 
atau (3) untuk tujuan perlombongan atau kediaman, pertanian, 
perdagangan, industri dan tujuan rekreasi atau kombinasi dari tujuan-
tujuan tersebut. Bidang-bidang pembangunan untuk kepentingan 
umum meliputi: (1) jalan; (2) transportasi kereta api; (3) penyediaan 
air; (4) gas, pipa; (5) telekomunkasi; (6) penerangan jalan; (7) sistem 




Dalam perkembangannya Pasal 3 (b) Akta Pengambilan Tanah 
Nomor 486 Tahun 1960 mengalami perubahan (amandemen) pada 
Tahun 1991, jika awalnya tanah diambil oleh Pihak Berkuasa Negeri 
untuk kepentingan umum, tetapi sekarang tanah boleh diambil untuk 
kepentingan swasta yang menunjang pembangunan ekonomi demi 
tujuan pribadi seseorang, atau badan usaha atau untuk kegiatan 
komersial lainnya.
217
 Dengan adanya perubahan tersebut Pihak 
Berkuasa Negeri dapat mengambil tanah dari masyarakat untuk 
kepentingan komersial dan bisnis, sehingga terjadi perubahan konsep 
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kepentingan umum. Kepentingan umum tidak hanya kepentingan 
masyarakat luas, akan tetapi termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat 
komersil yang dapat menunjang perokonomian negara. 
Pengambilan tanah dengan pembayaran ganti rugi dapat 
diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Tinggi. 
Mahkamah Tinggi yang akan mengesahkan pengambilan tanah 
tersebut dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Dalam 
Pasal 3 (b) akta pengambilan tanah, membenarkan Pihak Berkuasa 
Negeri mengambil tanah untuk dimanfaatkan guna pembangunan 
ekonomi negara atau rakyat dengan memberikan ganti rugi. Ganti rugi 
yang diberikan tersebut harus dapat mensejahterakan keadaan 
ekonomi pemilik tanah sehingga kehidupannya lebih baik dari 
keadaan sebelumnya. Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan 
hukum tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 
permohonan pembatalan ganti rugi kepada Mahkamah Tinggi agar 
ganti rugi tanah tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan dari 
pemilik tanah sehingga ganti rugi di Malaysia tidak menimbulkan 
korban bagi pemilik tanah.
218
 
Pemilik tanah yang menghalang-halangi pengambilan tanah 
untuk kepentingan umum, berdasarkan Pasal 64 Akta Pengambilan 
Tanah Nomor 486 Tahun 1960 dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 64 
menentukan: ”Barang siapa dengan sengaja menghalangi peruntukan 
atas tanah oleh Pentadbir tanah atau orang juru ukur kerajaan untuk 
memasuki tanah atau merubah tanda-tanda tanah untuk peruntukan 
pengambilan tanah maka dikenakan penjara 6 bulan atau denda enam 
ribu ringgit atau kedua-duanya penjara dan denda”.  
Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pengambilan 
tanah ini bersifat alternatif, karena bisa hukuman badan atau denda 
atau kedua-duanya. Jika diperhatikan dalam kanun tanah negara dan 
undang-undang pengambilan tanah, maka perlindungan diberikan 
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semata-mata untuk kepentingan kerajaan atau pemerintah. Rakyat 
boleh memiliki tanah tetapi jika tanah tersebut digunakan untuk 
pembangunan perumahan, pertanian, perdagangan dan  perindustrian 
pemilik tanah harus harus rela melepaskannya, dan jika ia tidak mau 




Kerjasama Pemerintah  Swasta (KPS) atau Public Privat 
Partnership (PPP), di Malaysia, telah tumbuh dan berkembang sejak 
tahun 1980-an, agenda pemerintah untuk mendorong keterlibatan 
sektor swasta yang lebih besar dalam proyek-proyek pembangunan 
negara dengan menawarkan insentif yang menarik dan pesatnya 
pertumbuhan proyek konstruksi sebagai bagian dari rencana 
pembangunan negara.
220
 Secara khusus, evolusi PPP di Malaysia 
dimulai dengan program Perencanaan Ekonomi Unit, tahun 1981, 
kemudian diikuti oleh program privatisasi (Perencanaan Ekonomi 
Unit, tahun 1985). Di bawah Unit Perencanaan Ekonomi, tujuan 
pemerintah untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari sektor 
swasta dalam proyek-proyek pemerintah ini dilakukan ketika Swasta 
Program Finance Initiative secara resmi meluncurkan (Perencanaan 
Satuan Ekonomi, 2006).
221
 Bahkan Baru-baru ini, dalam Rencana 
Pembangunan Malaysia Kesepuluh, upaya terus-menerus dari 
pemerintah Malaysia dalam mempromosikan keterlibatan sektor 
swasta terungkap dengan pengumuman proyek pembangunan yang 
lebih untuk diimplementasikan dengan menggunakan skema PPP.  
Berbagai faktor yang mempengaruhi berbagai pihak untuk 
menggunakan mekanisme PPP untuk melaksanakan proyek-proyek 
publik, didasari oleh pemikiran; bahwa sektor swasta secara inheren 
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lebih efisien dan lebih inovatif daripada sektor publik; sektor swasta 
lebih kompetitif dalam pelayanan publik; dan sektor swasta mungkin 
bisa mengelola beberapa jenis risiko yang lebih efektif daripada sektor 
publik yang pada akhirnya menyebabkan kualitas yang lebih baik dari 
pelayanan yang diberikan; penghematan biaya dan pengurangan risiko 
yang diambil oleh pemerintah.
222
 
Secara terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi 
diterapkanya mekanisme Public Privat Partnership (PPP) dalam 
pelaksanaan pembangunan di Malaysia adalah sebagai berikut: 
memecahkan masalah sektor publik,  memberikan solusi terpadu, 
mengurangi uang rakyat dalam investasi, memfasilitasi pendekatan 
kreatif dan inovatif, mengurangi biaya total proyek, menghemat waktu 
dalam memberikan proyek, transfer risiko kepada sektor swasta, 
mengurangi biaya administrasi sektor publik, manfaat pengembangan 
ekonomi lokal, meningkatkan build ability, meningkatkan 
pemeliharaan, non-recourse atau terbatasnya jalan lain untuk 




Pengenalan Public-Private Partnerships (PPP) dipandang 
sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang 
dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan proyek 
pembangunan. Model PPP diharapkan dapat meningkatkan peluang 
untuk kedua sektor publik dan swasta untuk melayani pelanggan 
mereka secara lebih efektif dan efisien.
224
  
Model Public Privat Partnership (PPP) di Malaysia juga 
diterapkan dalam pengembangan proyek-proyek e-government. Ada 
beberapa alasan untuk mengembangkan kemitraan dengan sektor 
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swasta dalam mengembangkan proyek-proyek e-government. 
Beberapa alasan tersebut adalah: 
1. pembagian biaya, dengan kemungkinan laba atas investasi 
untuk sektor swasta; 
2. menekan keahlian yang tak ternilai dari sektor swasta dengan 
pemerintah di bidang kepuasan pelanggan, peningkatan 
produktivitas dan efisiensi kerja personil;  
3. transfer teknologi dari sektor swasta ke sektor publik;  
4. pengurangan risiko dengan menggunakan model bisnis lain 
seperti membangun, operate, transfer (BOT) dan membangun 
sendiri, beroperasi (BOO). Personil pemerintah mungkin tidak 
memiliki kesempatan untuk belajar tentang teknologi atau 
proses kerja yang demikian;  
5. transfer risiko kepada sektor swasta dalam hal komersial 
pengetahuan, keterampilan manajerial, teknologi dan inovasi,  
6. meningkatkan akuntabilitas dari kinerja pemerintah;  
7. mempromosikan kewirausahaan, dan promosi perusahaan 
local;  
8. mengurangi kebutuhan untuk pinjaman sektor publik;  
9. memberikan insentif untuk replikasi dalam konteks lain.225  
 Selain itu, partisipasi sektor swasta dalam menyediakan 
layanan e-government dapat membantu dalam mempromosikan 
pemerintahan yang lebih baik karena lebih terorganisir, kewirausahaan 
dan inovatif, lebih efisien dan efektif,lebih baik dalam pengelolaan 




 Beberapa manfaat yang didapat dari penerapan model Public 
Privat Partnership (PPP) bagi Pemerintah antara lain; partisipasi 
keuangan dari pihak luar; manajemen risiko yang lebih baik; 
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pemerintah dapat berkonsentrasi pada bisnis inti;  umpan balik yang 
lebih baik dari pengguna; dan kerumitan teknologi dapat diatasi. 
Sedangkan bagi pihak swasta manfaat yang diperoleh dari penggunaan 
Public Privat Partnership yaitu dapat menjadi sarana belajar dari 
pengalaman; mengetahui pelanggan pemerintah yang berbeda-beda; 
dapat melayani masyarakat luas; pengembangan kualitas dan 





Peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum di Australia diatur dalam Land Acquisition Act 15 
of 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali. Secara prinsip 
sebelum pengadaan tanah dilakukan, dilakukan pemberitahuan 
(notice) kepada pihak-pihak yang akan terkena pengadaan tanah. 
Untuk mendapatkan informasi tentang tanah yang akan terkena proyek 
pengadaan tanah pihak yang berwenang dapat meninjau tanah yang 
bersangkutan. Setelah itu Menteri mengumumkan atau 
mendeklarasikan bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk 
kepentingan umum. 
Pada saat melakukan pengumuman, harus disebutkan pihak-
pihak yang yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan 
umum, apabila pemilik tanah keberatan, maka pihak yang keberatan 
diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Administrative 
Appeal of Tribunal.  
Menurut Land Acquisition Act 1967, tanah dapat diambil untuk 
tujuan kepentingan umum antara lain: (1) pembangunan sekolah; (2) 
rumah sakit; (3) pelabuhan; (4) jembatan; (5) penerbangan; (6) 
lapangan parkir; (7) jalan; (8) saluran pembuangan limbah.
228
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Dalam melakukan pengadaan tanah, kepada pemegang hak atas 
tanah diberikan kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah. Dalam 
menentukan kompensasi, terdapat prinsip-prinsip umum yang harus 
dipertimbangkan, yaitu: 
1. Jumlah kompensasi dengan mempertimbangkan segala hak 
atas tanah yang akan dirasakan adil bagi pihak yang terkena 
pengadaan tanah. 
2. Dalam menentukan kompensasi harus memperhatikan nilai 
pasar (market value), nilai pada saat akuisisi, tambahan nilai 
dari harga pasar, dan nilai-nilai yang menguntungkan pihak 
yang terkena pengadaan tanah, pengurangan nilai harga pasar, 
segala kerugian, kerusakan, atau biaya-biaya yang dikeluarkan 
yang dapat diterima secara akal sehat. 
Apabila pihak yang terkena pengadaan tanah keberatan 
terhadap kompensasi, maka ia dapat mengajukan ke 




Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, di 
Australia juga menerapkan Public Privat Partnership (PPP). 
Kemitraan swasta dengan pemerintah yang dianggap salah satu cara 
untuk mencapai efisiensi dalam penyediaan layanan kepada 
masyarakat melalui outsourcing seluruh proyek dan biaya mereka 
untuk organisasi sektor swasta. Pada dasarnya pola kemitraan swasta 
dengan pemerintah telah menjadi trend di dunia internasional sejak 30 
tahun terakhir.  
Perkembangan dan implementasi PPP di Australia dapat 
dikategorikan menjadi dua periode yaitu sebelum tahun 2000 dan 
sesudah tahun 2000. Salah satu karakteristik utama dari periode pra-
2000 adalah kurangnya kebijakan dan pedoman. Pada periode pasca 
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2000 pendekatan lebih terstruktur terhadap pembangunan, pola 
kemitraan dan implementasi, misalnya diterapkan kebijakan,  
prosedur, pedoman, pembentukan badan-badan pemerintah dan 
mekanisme pengawasanya.
230
 Public Privat Partnership sendiri 
didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah yang memiliki hubungan 
bisnis, dalam jangka panjang, dengan risiko dan imbalan dibagi, dan 
bahwa bisnis swasta menjadi terlibat dalam pembiayaan, merancang, 




Menurut Hodge dan Greve setidaknya ada lima alas an 
diterapkanya PPP di Australia, yaitu: 
 kerjasama kelembagaan untuk produksi bersama dan 
pembagian risiko. 
 kontrak infrastruktur jangka panjang yang menekankan 
spesifikasi ketat dari output dalam kontrak hukum jangka 
panjang. 
 jaringan kebijakan publik di mana hubungan stakeholder 
longgar ditekankan. 
 masyarakat sipil dan pengembangan masyarakat di mana 
simbolisme kemitraan diadopsi untuk perubahan budaya. 
 pembaharuan perkotaan dan pembangunan.232 
Beberapa bentuk kemitraan swasta dengan pemerintah yang 
diberlakukan di Australia yaitu; Build Own Operate Transfer 
(BOOT), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Operate (BOO), 
Develop Build Finance Maintenance (DBFM) Variasi ini tidak 
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mengubah sifat yang mendasari dari PPP, melainkan mencerminkan 
peran yang berbeda melekat pada pekerjaan penyedia PPP.
233
 
Salah satu alasan utama untuk pemanfaatan PPP adalah 
munculnya sejumlah filosofi baru untuk menggambarkan reformasi 
administrasi publik dan meningkatkan penyediaan layanan publik. 
Dalam kerangka ini, PPP dipandang sebagai suatu pendekatan untuk 
membuat sebagian besar sumber daya yang langka dan kompetensi, 
penggunaan terbaik dari kedua sektor swasta dan publik, sarana 
mengeksplorasi potensi mekanisme inovatif untuk jasa penyediaan 
publik dan untuk memanfaatkan kemampuan dari sektor swasta. Hal 
ini juga dipertimbangkan bahwa PPP mampu memecahkan sejumlah 
masalah pelik dalam masyarakat yang tampaknya tidak dapat 
diselesaikan oleh pemerintah saja. 
Faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap 
pengembangan dan implementasi PPP adalah harapan warga untuk 
tingkat tinggi layanan penyediaan publik; pilihan publik; kebutuhan 
untuk mengurangi utang publik; komitmen untuk mengurangi peran 
pemerintah dalam kepemilikan aset dan pengiriman langsung dari 






Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum di Singapora diatur dalam Land Acquisition Act 41 
of 1966, sebagaimana diubah dengan Land Acqisition Act 19 of 2007. 
Pada prinsipnya pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum di Singapora tidak jauh berbeda dengan 
undang-undang pengadaan tanah di Malaysia. Dalam  Pasal 3 Land 
Acquisition Act 41 of 1966, disebutkan Apabila presiden menyatakan 
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bahwa suatu tanah diperlukan untuk kepentingan umum, maka 
pernyatan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara (Gazatte), 
dan pejabat yang berwenang (collector) menyampaikan pengumuman 
tersebut pada tempat-tempat yang dianggap perlu. Berdasarkan 
pengumuman tersebut, kemudian pejabat yang diberi wewenang untuk 
itu, melakukan inventarisasi, survey, memasang batas-batas, 
memasang tanda, memotong pohon-pohon, pagar untuk kepentingan 
survey dan mengambil tindakan-tindakan lainyang diperlukan untuk 
menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. 
Setiap saat ketika tanah diperlukan untuk kepentingan umum, 
Presiden mengumumkan hal tersebut dalam Berita Negara yang 
menyatakan bahwa tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan 
umum. Jenis pembangunan untuk kepentingan umum meliputi: jalan, 
rel kereta api, bandara, sekolah, rumah sakit, sarana telekomunikasi, 
dan sarana publik lainnya. Berdasarkan pengumuman ini, pejabat yang 




Setelah itu pejabat yang ditunjuk (collector) memberitahukan 
kepada pihak-pihak yang tanahnya akan diambil oleh negara, dengan 
menempelkan pemberitahuan di tempat-tempat yang dekat dengan 
tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dalam pengumuman 
itu dicantumkan kepada pihak yang berhak atau kuasanya dapat 
menyampaikan kepentingannya dalam waktu 21 hari. 
Pejabat yang ditunjuk (collector) kemudian menetapkan 
kompensasi baik mengenai tanah atau hak-hak lain yang terkait, 
keputusan Collector mengenai kompensasi adalah final. Apabila pihak 
yang mempunyai tanah keberatan dengan keputusan Collector 
mengenai kompensasi, ia dapat mengajukan banding ke lembaga 
Banding, lembaga banding ini yang akan menentukan besarnya 
kompensasi. Apabila pihak yang memiliki tanah tidak mau menerima 
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kompensasi, atau tidak ada orang yang berwenang untuk menerima 
atau terdapat sengketa kepemilikan, maka kompensasi dapat dititipkan 
di pengadilan (konsinyasi). 
Lembaga Banding (Appeal Board) ini dibentuk oleh Presiden, 
putusan dari lembaga ini bersifat final. Lembaga ini berwenang 
memeriksa keberatan dari pihak yang tidak terima atas putusan 
Collector mengenai kompensasi (ganti kerugian). Namun apabila 
kompensasi lebih dari 5000 dollar Singapora, maka pihak yang 




 Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Land Acquisition Act 19 of 
2007, faktor-faktor yang menentukan besarnya ganti kerugian antara 
lain adalah nilai pasar tanah saat dimumkannya pengambilan tanah 
atas kerugian akibat pecahnya bidang tanah dan ditentukan dari 
penghasilan pemegang hak, segala perbaikan dilakukan dengan 
sepengetahuan pejabat yang berwenang, dapat juga dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Bukti 
penjualan hak atas tanah di lokasi sekitar hanya dapat 
dipertimbangkan bila pemegang hak dapat membuktikan bahwa jual 
beli tersebut berdasarkan itikad baik, dan bukan untuk tujuan 
spekulasi. 
Sebagaimana Malaysia dan Australia dalam pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum Singapora juga menerapkan 
mekanisme kerja sama pemerintah dengan swasta atau Public Privat 
Partnership, tidak ada keraguan lagi penerapan model PPP di 
Singapora memiliki banyak manfaat dalam pembangunan 
infrastruktur.
237
 Model kerja sama pemerintah dengan swasta yang 
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Factor-faktor yang mendorong diterapkannya PPP yaitu: 
1. Penarikan Negara dari komersil kegiatan, baik untuk 
politik atau lasan ekonomi. 
2. Keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
3. Keinginan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik untuk 
uang yang mencakup pengelolaan sektor publik.
239
 
Untuk memberikan gambaran tentang pengaturan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di beberapa 
Negara sebagaimana uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel di 
bawah ini. 
Tabel 6: Perbandingan Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi 

























2 Jenis Jalan, rel kereta Pembangun Jalan, rel 
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 Harga pasar 






























Sumber: Kanun Tanah Negara No 56 Th 1965, Land aquistion Act 15 
of 1989, land Acquisition Act 19 of 2007 diolah. 
 
4. Formulasi Pengaturan Pengadaan Tanah Yang Melibatkan 
Badan Usaha Swasta 
Sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya, formulasi 
dalam buku ini dimaknai sebagai proses menyusun rencana, bentuk, 
dan prinsip pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Formulasi pengaturan pengadaan bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk 
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merumuskan konsep, dan prinsip-prinsip pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum yang melibatkan badan usaha 
swasta yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan masyarakat. 
Pada dasarnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum dilakukan oleh pemerintah bukan swasta. Pengadaan tanah 
yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan bagi masyarakat, sedangkan pengadaan tanah yang 
dilakukan oleh swasta bertujuan untuk mencari keuntungan (profit), 
dalam sejarah pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum terdapat berbagai varian keterlibatan swasta dalam 
pengadaan tanah. PMDN No 15 Tahun 1975 jo PMDN No 2 Tahun 
1976 memberikan peluang yang cukup luas bagi swasta untuk 
melakukan pengadaan tanah, bahkan swasta dapat melakukan 
pengadaan tanah sendiri atas nama pembangunan, sedangkan dalam 
Keppres No 55 Tahun 1993 swasta tidak diberikan peluang sama 
sekali dalam melakukan pengadaan tanah, pengadaan tanah dan 
pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah, demikian pula 
dalam Perpres No 36 Tahun 2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 
swasta tidak diberikan peluang untuk melakukan pengadaan tanah, 
dalam kedua Perpres ini pengadaan tanah dan pelaksanaan 
pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Sementara Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 memberikan peluang kepada swasta untuk 
terlibat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum memunculkan kekhawatiran pembangunan yang 
dilakukan bukan diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat, akan tetapi diorientasikan untuk mencari keuntungan semata. 
Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum pada satu sisi memberikan manfaat bagi 
masyarakat, akan tetapi pada sisi yang lain keterlibatan pihak swasta 
dalam pelaksanaan pembangunan tetap beroientasi pada keuntungan. 
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Ada dua pilihan terkait dengan keterlibatan swasta dalam pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu; pertama, 
swasta diberikan peluang untuk mendapatkan tanah dari masyarakat 
dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati; 
kedua, swasta diberikan peluang untuk terlibat dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui mekanisme 
kerja sama pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengikuti cara yang kedua 
yaitu swasta dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012 menyebutkan:”Pembangunan untuk kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib diselenggarakan 
Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta”. 
Munculnya Pasal 12 ayat (1) di atas dilatarbelakangi oleh 
keinginan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 
di Indonesia, sementara dana yang dimiliki pemerintah tidak cukup 
untuk membangun infrastruktur, untuk mengatasi permasalahan 
tersebut pihak swasta perlu dilibatkan dalam pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum. Pada dasarnya peran 
pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat, pembangunan yang berhubungan 
dengan kepentingan umum pada mulanya hanya menjadi peran dan 
kewajiban pemerintah, namun praktik yang terbaik yang terjadi di 
beberapa negara yang sudah berhasil pembangunan infrastrukturnya, 
pemerintah mengajak peran swasta yang dikenal dengan public privat 
partnership.  
Perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta pada dasarnya 
mengacu pada syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam Pasal 
1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu adanya 
kesepakatan kedua belah pihak adanya kecakapan untuk melakukan 
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perbuatan hukum, adanya objek tertentu dan adanya causa yang 
diperkenankan oleh undang-undang (halal).
240
 Kerjasama pemerintah 
dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang 
berlaku, yaitu prinsip proporsional, prinsip itikad baik dan prinsip 
transparansi. 
A. Prinsip Proporsional 
  Prinsip proporsional, berarti seluruh badan usaha yang ikut 
serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakukan yang 
sama secara proporsional, dan tidak ada diskriminasi. Makna prinsip 
proporsional erat kaitannya dengan makna filosofis keadilan.
241
 Hal 
ini dapat ditelusuri mengenai makna keadilan menurut para filosof 
misalnya Aristoteles yang menyatakan,”juctice treating equals 
equality and unequally, in proportion to the their inequality”.242 
Prinsip in beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan 
secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara 
proporsional.  Petter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Agus 
Yudha Hernoko menyebut asas proporsionalitas dengan istilah 
“equibility contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna 
equibilty menunjukkan hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan 
adil, artinya hubungan kontraktual pada dasarnya berlangsung secara 
proporsional dan wajar.
243
 Makna asas proposional dapat diartikan 
sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan 
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 Asas proporsional mengandaikan pembagian hak dan 
kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, 
baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun 
pelaksanaan kontrak.
245
 Pada dasarnya asas proporsional merupakan 
perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi 
atas kebebasan berkontrak. Perwujudan keadilan berkontrak 
ditentukan melalui dua pendekatan yaitu, pendekatan prosedural dan 
pendekatan subtantive. Pendekatan prosedural menitikberatkan pada 
persoalan kebebasan berkontrak, sedangkan pendekatan substantive 
menekankan pada kandungan atau subtansi serta pelaksanaan kontrak. 
 Kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas 
proporsional dalam kontrak adalah sebagai berikut: 
a. Kontrak yang bersubtansi asas proporsional adalah kontrak 
yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan 
kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk 
menentukan pertukaran yang adil bagi mereka, kesamaan 
bukan pada kesamaan hasil melainkan pada posisi para pihak 
yang mengandaikan kesetaraan kedudukan dan hak (prinsip 
kesamaan hak/kesetaraan). 
b. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka 
kontrak yang bersubtansi asas proporsional adalah kontrak 
yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk 
menentukan subtansi apa yang adil dan apa yang tidak adil 
bagi mereka (prinsip kebebasan). 
c. Kontrak yang bersubtansi asas proporsional adalah kontrak 
yang mampu memimpin pelaksanaan hak dan sekaligus 
mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para 
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pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti 
semua orang mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, 
dalam kontek ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang 
berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi proporsional 
terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu 
pertukaran yang fair (prinsip distribusi proporsional). 
d. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban 
pembuktian, berat ringanya kadar kesalahan maupun hal-hal 
lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsional untuk 




 Suatu hubungan kontraktual melahirkan kewajiban di antara 
para pihak. Kewajiban itu dapat bersifat positif dan negatif. 
Kewajiban yang bersifat positif pada dasarnya merupakan kewajiban 
untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negative adalah 
kewajiban untuk mematuhi larangan. Penerapan prinsip keadilan, 
dalam hal ini keadilan distributive seperti yang diajarkan 
Aristotetes,
247
 Dalam teori keadilan terdapat dua prinsip untuk 
keadilan distributive, yaitu prinsip formil dan prinsip materiil. Prinsip 
formil mendasarkan bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan 
secara sama (equals ought to be treated equally and unequals may be 
treated unequally), prinsip ini menolak adanya diskriminasi. Prinsip 
materiil mempunyai karakter melengkapi prinsip formiil, prinsip ini 
bersanding secara korelatif dengan pirinsip formiil yang menekankan 
pada aspek formalitas procedural, dengan tetap memperhatikan aspek 
subtantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing 
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pihak.
248
 Dalam kaitannya dengan kewajiban kontraktual adalah 
bahwa pembagian beban kewajiban itu diletakkan pada prinsip 
fairness.
249
 Prinsip ini merupakan landasan dalam pendistribusian 
kemampuan anggota masyarakat dalam memikul beban kewajiban, 
termasuk di dalamnya kewajiban kontraktual.
250
  
 Prinsip proporsional relevan untuk menilai kelayakan 
pembagian beban kewajiban, dengan prinsip ini para pihak dianggap 
mempunyai kewajiban yang proporsional satu sama lain. Dalam skala 
yang lebih luas, prinsip proporsional dapat diterapkan untuk 
mengukur keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat 
dalam hubungan kontraktual.
251
 Dalam kaitannya dengan kerjasama 
pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum, penyedia barang dan jasa juga harus 
memperhatikan prinsip proporsional ini.  
 Fungsi prinsip proporsional dalam proses pembentukan 
kontrak maupun dalam pelaksanaan kontrak dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Dalam tahap pra kontrak, azas proporsional membuka peluang 
negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan 
kewajiban secara fair. 
b. Dalam pembentukan kontrak, azas proporsional menjamin 
kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur 
proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair. 
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c. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsional menjamin 
terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut 
proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak. 
d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka 
harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut 
bersifat fundamental (fundamental breach) sehingga 
menggannggu pelaksanaan sebagian besar kontra atau sekedar 
hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (minor important). 
e. Dalam hal terjadi sengketa kontrak, azas proporsional 
menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para 




B. Prinsip Itikad Baik 
Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian kerjasama 
antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum juga harus didasari adanya itikad baik. 
Makna itikad baik sendiri tidak dijelaskan dalam undang-undang, 
Pasal 1338 ayat (3) BW hanya mengatur bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Wirjono Projodikoro memberikan 
pengertian itikad baik dengan istilah dengan jujur atau secara jujur.
253
 
Pasal 1338 ayat (3) BW yang mengatur bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya perjanjian itu harus 
dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.
254
 Pada dasarnya itikad 
baik dibagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Itikad baik pada waktu mulainya berlakunya suatu 
hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa 
perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat 
yang ddiperlukan bagi dimulainya hubungan hukum terlah 
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terpenuhi. Dalam kontek ini hukum memberikan 
perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang 
bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) 
harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad 
semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) 
BW dan Pasal 1963 BW, di mana terkait dengan salah satu 
syarat untuk memperoleh hak mak milik atas barang 
melalui daluarsa. 
b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan 
hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah 
bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar 
perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak 
pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, 




Dalam perkembangannya terdapat dua makna itikad baik; 
Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad 
baik atau bona fides diartikan perilaku patut dan layak antar kedua 
belah pihak (redelijkeheid en bilijkheid). Pengujian apakah suatu 
tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma obyektif 
yang tidak tertulis; Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan 
tidak mengetahui cacat, seperti pembayaran dengan itikad baik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.
 256
   
Prinsip itikad baik mempunyai fungsi yang sangat penting 
dalam perjanjian, prinsip itikad baik harus dianggap menjiwai 
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keseluruhan tahap terjadinya perjanjian, tidak saja pada tahap 
pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada waktu pra perjanjian dan pada 
waktu penutupan perjanjian.
257
 Pada tahap negosiasi masing-masing 
pihak mempunyai kewajiban berdasar itikad baik, yaitu kewajiban 
untuk memeriksa dan kewajiban untuk memberitahukan. Pada tahap 
pelaksanaan perjanjian yang merupakan pelaksanaan hak dan 
kewajiban para pihak sesuai dengan klausul yang telah disepakati 
dalam perjanjian. Fungsi itikad baik dalam tahap ini menyangkut 
fungsi membatasi dan meniadakan kewajiban-kewajiban dalam 
perjanjian.  Pembatasn itu hanya dapat dilakukan apabial suatu 
klausula tidaak dapat diterima karena tidaak adil.
258
 Batasan itikad 
baik memang sulit untuk ditentukan, namun pada umumnya dipahami 
bahwa itikad baik merupakan bagian dari kewajiban perjanjian.
259
 
Dengan demikian, apa yang mengikat bukan sekedar apa yang 
dinyatakan secara explisit oleh para pihak, akan tetapi apa yang 
menurut itikad baik diharuskan.  
Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang sangat 
esensial dalam pelaksanaan perjanjian. Timbulnya sengketa pada 
suatu perjanjian, biasanya juga bermula dari itikad baik para pihak 
dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat 
yang diberikan Pasal 1338 (3) BW telah tegas menentukan bahwa para 
pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan perjanjian yang telah 
mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Demikian pula dalam 
perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha swasta 
dalam pelaksanaan pembangunan juga dituntut adanya itikad baik 
antara pemerintah dengan pihak swasta, tidak adanya itikad baik 
dalam membuat perjanjian kerjasama akan menyebabkan konflik atau 
sengketa. 
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C. Prinsip Transparansi 
 Prinsip transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi 
yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur termasuk syarat teknis 
administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan badan usaha 
bersifat terbuka bagi seluruh badan usaha serta masyarakat umumnya. 
Dengan prinsip transparansi diharapkan terdapat kemudahan bagi 
publik dalam mengakses perundang-undangan dan jenis dokumen 
hukum lain yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama pemerintah 
dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum.  
 Ruang lingkup kewajiban yang lahir dari penerapan prinsip 
transparansi meliputi dua hal yaitu isi (substantive) dan prosedur 
(procedure).
260
 Kewajiban-kewajiban yang bersifat substantive itu 
adalah keharusan badan-badan pemerintah menerapkan prinsip the 
most favour nation (MFN) dan treatment dalam kontrak pengadaan 
barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya prefensi 
bagi pemasok dan kontraktor domestik.
261
 Kewajiban prosedural 
meliputi prosedur yang bersifat terbuka, selektif maupun terbatas 
harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan memberi 
kesempatan bagi seluruh peserta yang berminat; transparansi dalam 
post aware information; dan penyediaan prosedur upaya hukum bagi 
pemasok dan kontraktor domestik maupun asing terkait dengan 
kontrak yang melanggar hukum. 
 Prinsip transparansi pada hakikatnya dipergunakan sebagai 
mekanisme perlindungan bagi pemasok dari tindakan diskriminasi 
pada tahap pra kontrak. Dengan demikian prinsip transparansi ini 
bekerja terutama pada tahap menuju pembentukan kontrak. Namun 
demikian tidak berarti pada tahap selanjutnya prinsip ini kehilangan 
fungsinya.
 262
 Dalam kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak 
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swasta prinsip transparansi dapat digunakan sebagai upaya untuk 
melakukan kontrol terhadap pembentukan dan pelaksanaan kontrak 
dan sekaligus sebagai sarana perlindungan.  
 Erat kaitannya dengan prinsip transparansi adalah prinsip 
akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti, dalam pelaksanaan 
pembangunan harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan 
yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.
263
 
 Dengan demikian tiap kerjasama antara pemerintah dengan 
pihak swasta harus didasari oleh prinsip itikad baik, prinsip 
proporsional, dan prinsip transparansi. 
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